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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ـھ Ha H Ha 
ء Hamzah ’ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 
Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut: 
 
 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
 
 
Contoh: 
 َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa 
 َل ْﻮـَھ  : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya 
berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 
 Contoh: 
 َتَﺎـﻣ            
Contoh :  
ﻰـَﻣَر           : rama> 
 َﻞـْﯿـِﻗ           : qi>la 
 ُتُْﻮـﻤَـﯾ       : yamu>tu 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ِا 
d}ammah u u  ُا 
Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah  dan 
ya>’ 
ai a dan i  َْﻰـ 
 
fath}ah dan wau au a dan u  َْﻮـ 
Nama 
 
Harakat dan 
Huruf 
Huruf dan  
Tanda 
Nama 
 
fath}ah dan alif atau 
ya>’ 
ى َ ... | ا َ ... 
d}ammah dan wau ﻮـُــ 
a> 
u> 
a dan garis di atas 
kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 
u dan garis di atas 
ﻰـــِــ 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup atau 
mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta>’ 
marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ marbu>t}ah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 َﻷا ُ ﺔـَﺿْوَر ِلﺎَﻔْط                   : raud}ah al-at}fa>l 
َﺔﻠــِﺿَﺎـﻔـَْﻟا ُ ﺔـَﻨـْﯾِﺪـَﻤـَْﻟا  ُ◌  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
ﺔــَﻤـْﻜـِْﺤـَﻟا  ُ◌    : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda tasydi>d (  ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 
ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َ ﺎﻨَـّـﺑَر  : rabbana> 
 َ ﺎﻨــَْﯿـّﺠَـﻧ : najjaina> 
 ّﻖـَﺤْــَﻟا  ُ◌  : al-h}aqq 
 َﻢِـّـُﻌﻧ  : nu“ima 
 ﱞُوﺪـَﻋ  :‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ّﻰِـــــ), 
maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 ﱞﻰـِﻠـَﻋ  : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ  : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam 
ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik 
ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti 
bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
 ُﺲـْﻤـﱠﺸَﻟا  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ﺔَــﻟَﺰْــﻟ ﱠﺰَﻟا  ُ◌  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
َﺔﻔـَﺴْﻠـَﻔْــَﻟا  ُ◌  : al-falsafah 
 َُدﻼِـــﺒْــَﻟا  : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang 
terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َْﺄـﺗ َنْوُﺮـُﻣ    : ta’muru>na 
 ُعْﻮ ـﱠﻨــَﻟا : al-nau‘ 
 ٌءْﻲـَﺷ   : syai’un 
 ُتْﺮـُِﻣأ  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang 
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan 
menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 
Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ِﷲ ُْﻦـﯾِد di>nulla>h  ﺎِﺑ ِ   billa>h   
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ُھـ ِﷲ ِﺔَﻤْـــﺣَر ِْﻲﻓ ْﻢ     hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya 
huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman 
ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 
al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) 
sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama 
akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  
Contoh: 
 
 
 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 
HR = Hadis Riwayat 
 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 
Nama    :   ABD. SAHID 
Nim    :   80100213107 
Program Studi :   Dirasah Islamiyah 
Konsentrasi  :   Manajemen Pendidikan Islam 
Judul Tesis  :   Kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen   
       Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Tsanawiyah  
       Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten  
       Jeneponto    
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan Gambaran kepemimpinan 
Kepala Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto; (2) Gambaran Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto; (3) 
Mengungkap faktor pendukung dan penghambat dalam  kepemimpinan Kepala 
Sekolah serta merumuskan solusi mengatasi hambatan pada pencapaian sasaran 
output pendidikan dalam kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif kualitatif karena penelitian ini menggambarkan apa adanya sesuai yang 
terjadi di lapangan/lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini 
adalah pendekatan normative teologis, sosiologis, pedagogis, sosial budaya, dan 
psikologis. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik 
pengolahan data dilakukan mulai dari reduksi data, member check, triangulasi, dan 
audit trail serta penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Sekolah di Kementerian Agama 
yang memiliki tugas pokok sebagai Kepala Madrasah memiliki banyak kendala dan 
hambatan, yakni membimbing guru, mengawasi guru, dan tenaga kependidikan serta 
memberikan motivasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. 
Tetapi dari sekian banyak kendala dan hambatan yang ada dengan kepemimpinan 
melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang diterapkan oleh Kepala Sekolah di 
lingkungan Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten 
Jeneponto, segala kendala dan hambatan tersebut praktis dapat teratasi dengan 
pemberian kepercayaan Kepala Sekolah Kepada pihak Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu,bertindak sebagai suvervisor kepada setiap tenaga pendidik maupun 
tenaga kependidikan. Hal ini menandakan bahwa pihak Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto sudah mampu menerapkan 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).  
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 BAB  I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Kepemimpinan merupakan faktor penentu berhasil tidaknya suatu 
pencapaian tugas. Kualitas pemimpin secara korelasi mempengaruhi kualitas 
pekerjaan dalam suatu unit kerja. Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu 
organisasi, seorang pemimpin harus memiliki sumber daya manusia yang 
memadai dalam menjalankan langkah kegiatannya. Kinerja berkaitan erat 
dengan kemampuan berprestasi, kemampuan hanya dapat dilakukan bila mana 
seorang pemimpin mendapat pendidikan, pelatihan, mental, moral dan 
pengalaman yang cukup memadai. Kualitas dan profesionalisme ditunjukkan 
oleh beberapa indikator yaitu: a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku 
yang mendekati standar ideal b. Meningkatkan dan memelihara citra profesi  
c.Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional 
yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan 
keterampilannya d. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi dan  
e.Memiliki kebanggaan terhadap profesinya. 
Deskripsi kepemimpinan yang sukses dengan Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) yang diuraikan tentunya dimiliki oleh Kepala Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.       
Mengingat salah satu yang sangat fundamen dalam bidang pendidikan di tanah 
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air saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan diberbagai bidang dan jenjang 
pendidikan. Banyak pihak berasumsi bahwa rendahnya mutu pendidikan 
merupakan salah satu faktor yang menghambat penyediaan sumber daya 
manusia (SDM) sehingga mereka tidak mempunyai keahlian dan keterampilan 
untuk memenuhi tuntutan pembangunan bangsa, itu disebabkan karena hampir 
semua tuntutan pembangunan terkontrol dari pusat tak terkecuali di  bidang  
pendidikan. 
Manajemen pendidikan yang bersifat sentralistik itulah yang menjadikan 
lembaga-lembaga dan sekolah hanya menghasilkan “manusia apatis dan 
posimis” yang tidak mampu mengembangkan kreativitas. Dengan sendirinya, 
out-put lembaga-lembaga pendidikan persekolahan adalah manusia-manusia 
yang terpasung inisiatif dan kemerdekaan berfikirnya. Lembaga-lembaga 
pendidikan terisolasi dan dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah pusat. 
Sedangkan masyarakat secara langsung tidak mempunyai wewenang untuk 
mengontrol penyelenggaraan pendidikan nasional.1 
Manajemen pendidikan semacam ini telah menggiring pendidikan pada 
landasan pendidikan yang marginal yang memaksa untuk segera diadakan 
adaptasi terhadap habitat sistem pendidikan yang sebenarnya hingga terlepas 
dari pengkebiran hak-hak kebebasan yang sangat berorientasi pada penindasan. 
Faule Freire membahasakan keadaan yang kontradiktif itu sebagai bentuk 
                                                           
1Lihat, Ainurrafiq Dawan dan Ahmad Ta’arifin, Manajemen Berbasis Pesantren (Cet, 
I; Jakarta: Lista Fariska, 2004), h. 110. 
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penindasan yang mengingkari pendidikan dan pengetahuan sebagai proses 
pencarian.2 
        Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, terbukalah peluang untuk 
melakukan reorientasi pendidikan menuju kearah Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) yang merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang 
dianggap mampu menjadikan sekolah sebagai proses pengembang keputusan 
dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta 
sumber daya manusia termasuk hasil belajar peserta didik yang belakangan ini 
dirisaukan oleh berbagai pihak secara regional maupun secara internasional.3                 
         Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya merupakan 
pengakuan bahwa proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik kalau 
semuanya dikontrol dari pusat. Proses pendidikan bukannya suatu pabrik yang 
apabila tombol sudah dipencet maka proses akan berjalan secara teratur 
sebagaimana telah diprogramkan. Karena pendidikan merupakan suatu proses 
yang melibatkan interaksi antara berbagai input dengan lingkungan.4 Interaksi 
input-output dengan lingkungan yang memiliki karakteristik berbeda dari satu 
tempat dengan tempat yang lain, secara pasti tidak akan pernah menghasilkan 
proses pendidikan yang maksimal jika dikomandokan secara seragam oleh 
                                                           
2Lihat, Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, terjemahan dari Paedagogy of the 
pressed,(Cet. III; Jakarta: LP3ES, 2000), h. 129. 
3Lihat, Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah (Cet. II; Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 
h. 67. 
4Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen di Indonesia (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2004), h. 63. 
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pusat. Dengan kata lain, pendidikan yang idealis dan mampu menciptakan 
kreatifitas serta improvisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara 
komprehensif adalah jika pemegang kendali pendidikan sekolah mempunyai 
peran yang lebih besar.5 
Disamping itu, secara strategik pendidikan berbasis sekolah memberi 
mamfaat kepada gerak operasional bidang-bidang garapan Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) serta mendorong kemandirian melalui pemberdayaan semua 
kemampuan yang dimilikinya termasuk para guru sebagai subjek pendidikan.        
Peran guru di sekolah sangat signifikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran 
yang kondusif, suasana nyaman, fleksibel, dan mengasyikan. Guru sebagai 
pekerja profesional dan orang yang paling tahu keadaan peserta didik dan 
lingkungannya, akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam 
mencapai keberhasilan pendidikan. Guru akan mempergunakan kemampuan 
dan pengalaman profesional yang mereka miliki secara penuh dalam proses 
pembelajaran, jika mereka diberikan kebebasan dan kepercayaan untuk 
mengembangkan kreativitasnya. 
Undang-undang RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional pada pasal 51 ayat 1 dijelaskan bahwa: 
Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan 
minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).6 
                                                           
5 Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan (Cet I; Yogyakarta: BIGRAF 
Publishing, 2000), h. 21. 
6UU RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Semarang: Aneka 
Ilmu 2003), h. 5.  
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Demikian pula, dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang 
mengarah kepada pemberian kebebasan kepada guru dalam menjalankan tugas, 
guru akan lebih berhasil meningkatkan kinerjanya dibandingkan dengan guru 
yang hanya terpaku pada petunjuk dan pengarahan teknis dari birokrat kantoran 
(the office level bereucrat) yang dalam banyak hal tidak praktis dan terlalu 
teoritis.7 Bahkan lebih dari itu, dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS), guru lebih banyak berkesempatan untuk merencanakan kerjasama di 
sekolah, mengarahkan peserta didik agar lebih banyak individual atau 
kelompok kecil dalam upaya meningkatkan hasil belajar berdasarkan tingkat 
kemampuan masing-masing peserta didik. 
Guru akan lebih mampu dalam menciptakan alternatif gaya pendidikan 
baru yang lebih maju dan humanis serta bertitik tolak dari sebuah konsep 
tentang manusia sebagai makhluk yang sadar dan selalu diarahkan ke dunia 
dalam gaya pendidikan “hadap masalah” yaitu gaya pendidikan yang 
meninggalkan tujuan pendidikan sebagai usaha tabungan dan menggantikannya 
dengan penghadapan pada masalah-masalah manusia dalam interaksinya 
dengan dunia untuk peningkatan hasil belajar peserta didik. 
Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan, (standar pengelolaan sarana dan prasarana) pasal 49 ayat 
1 menyebutkan bahwa: 
                                                           
7Zahroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, h. 26. 
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Pengelolaan satuan pendidikan dasar menengah menerapkan Manajemen 
Berbasis Sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, 
partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam Restra 
pembangunan Nasional diarahkan pada tiga pilar utama pendidikan yaitu: 
1. Pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan 
2. Peningkatan mutu, relevansi dan memperkuat daya saing 
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik 
Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah telah 
mendorong berkembangnya pemahaman optimal diri masing-masing 
daerah untuk memiliki sensitifitas sebagai stakeholders dalam merancang 
dan melaksanakan kebijakan pembangunan pendidikan di daerah masing-
masing.8 
Di sisi lain, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat melibatkan 
peran serta  yang besar dari pada orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar 
terhadap kemajuan sekolah, karena pada hakekatnya sekolah juga 
membutuhkan perhatian secara stimulan dari masyarakat untuk memilih sense 
of belonging dan kependidikan (care) terhadap perkembangan serta kemajuan 
sekolah. 
Tertanamnya rasa memiliki dan kepedulian yang serius masyarakat 
terhadap sekolah akan membantu mengatasi segala persoalan yang dihadapi. 
Masalah sekolah tidak saja menjadi monopoli pengelola atau komite sekolah, 
tetapi juga harus mendapat kontrol dari masyarakat secara intens, sehingga 
pihak pengelola Madrasah tidak secara sewenang-wenang menetapkan 
kebijakan sekolah tanpa melihat keberadaan orang tua peserta didik atau 
masyarakat sebagai bagian integral dari sekolah tersebut. 
                                                           
                  8.  H.M.Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah,(Makassar; 
Penerbit: YPM. Aksara Madani  2008) h.  14 
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Dalam konteks ini, sekolah sebagai institusi pendidikan yang senantiasa 
berjalan bergelinding dengan masyarakat sekitarnya mampu menciptakan 
sumber daya manusia yang profesional. Artinya pergulatan sekolah dengan 
realitasnya lebih memungkinkan membangun komunikasi secara efektif serta 
berdialog secara intens dengan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan, 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah lebih memungkinkan 
berjalan secara berkesinambungan (sustainable). 
Terbentuknya sebuah sekolah yang intern tidak lepas dari peran serta 
dan partisipasi masyarakat. Mereka bergotong royong secara antusias 
mendirikan sekolah. Karena pada dasarnya mereka mempunyai kepentingan 
agar anaknya bisa mengenyam pendidikan di dalamnya serta terjadi 
peningkatan kualitas intelektual dan religius anak-anaknya. 
Itulah sebabnya, perlunya kepemimpinan Kepala Sekolah melaksanakan 
manajemen pendidikan dengan mengacu pada standar Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) pada umumnya dan pada khususnya di Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Hal ini di maksudkan 
agar Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu lebih memacu kualitas pengelolaan 
pendidikan dengan manajemen pendidikan yang profesional. 
Di samping itu, jika kepemimpinan Kepala Sekolah melaksanakan 
manajemen pendidikan di sekolah dengan menekankan pada Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan 
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Turatea Kabupaten Jeneponto, maka kesan yang akan muncul kemudian 
diantaranya:  
Pertama, Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto adalah sebuah lembaga pendidikan yang mampu 
memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kedua, Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto adalah lembaga 
pendidikan inklusif yang universal yang mampu keluar dari jebakan-jebakan 
dikotomis yang selama ini melingkupi keilmuan di lembaga pendidikan pada 
masa sekarang dan akan datang. Ketiga, Madrasah Tsanawiyah Gantang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto adalah lembaga pendidikan yang 
responsif terhadap berbagai perubahan dan kebutuhan masyarakat khususnya 
yang terjadi di dalam dunia kerja. Artinya, Madrasah Tsanawiyah Ganrang 
Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto ingin menjadikan lulusannya 
sebagai tenaga profesional yang siap bersaing yang berbekal kemandirian 
dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini cukup beralasan apabila Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto selalu 
mengedepankan paradigma kerjasama dengan pelibatan stakecholders yang 
efektif dan efesiensi dalam proses pendidikan melalui Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS). 
Penelitian ini membahas: Kepemimpinan Kepala Sekolah melalui 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah Tsanawiyah Ganrang 
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Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Realitas memberikan gambaran 
dengan  kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS), yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Sekolah di Kementerian 
Agama Kabupaten Jeneponto khususnya pada Madrasah Tsanawiyah Ganrang 
Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, demi untuk pengembangan 
pendidikan dalam arti ia merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya 
pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan 
efesien, melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
pengendalian sumber daya pendidikan Islam pada khususnya dan untuk 
mencapai tujuan pendidikan Nasional pada umumnya. 
Pengelolaan sumber daya pendidikan secara efektif dan efesien untuk 
mencapai tujuan pengembangan, kemajuan dan kualitas proses dan hasil belajar 
pendidikan  itu sendiri, memerlukan pemimpin yang bisa menciptakan suasana 
pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, diologis dan 
mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan 
serta memberi tauladan dan nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai 
kepercayaan yang diberikan kepadanya.9  Demikian pula kepemimpinan Kepala 
Sekolah Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 
memerlukan pemimpin yang profesional, sehingga menjadi kekuatan 
                                                           
9Lihat H. Muhaimin, dkk., Manajemen Pendidikan (cet. I; Jakarta: Fajar Interpratama 
offset, 2009), h. 5. 
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pendorong dan etos kerja bagi pengembangan manajemen pendidikan di 
sekolah tersebut. 
Untuk itu penulis menganggap penting untuk mengkaji permasalahan tentang 
Bagaimana kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) pada Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto, sebagai wujud meraih tujuan pendidikan  
pada khususnya dan tujuan pendidikan Nasional pada umumnya. 
B. Fokus Penelitian dan Diskripsi Fokus 
 1. Fokus Penelitian   
Dalam pelaksanaan tujuan pendidikan dan tujuan sekolah tidak mesti 
meniru secara persis model-model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dari 
luar, akan tetapi mestinya kita gali dari dalam, kemudian memodifikasi, 
merumuskan, dan menyusun model dengan mempertimbangkan berbagai 
kondisi setempat misalnya, geografis, struktur masyarakat, sosial budaya, dan 
pengalaman-pengalaman pribadi dibidang pengelolaan pendidikan yang telah 
berlangsung selama ini. Disamping usaha-usaha tersebut diatas, maka yang 
tidak kalah pentingnya adalah peningkatan pengelolaan Manajemen Sekolah 
yang tertib, efesien dan efektif sehingga visi dan misi sekolah dapat tercapai 
dengan baik. 
 Fokus penelitian adalah unsur penelitian yang memberitahukan 
bagaimana caranya mengukur variabel yang menunjukkan kegiatan atau operasi 
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tertentu untuk mengukur dan mengelompokkan variabel tersebut. 10  Dalam 
penelitian ini menggunakan variabel tunggal. Untuk menghindari terjadinya 
penafsiran yang meluas tentang variabel yang dimaksud dalam penelitian ini, 
maka variabel tersebut perlu didefinisikan sebagai berikut: 
Adapun fokus penelitian tesis ini dapat dipaparkan dalam bentuk 
matriks sebagai berikut: 
Matriks Fokus Penelitian 
No. Fokus peneliti Aspek 
1.   Kepemimpinan Kepala Sekolah di 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu di 
Kabupaten Jeneponto. 
1. Tujuan Kepemimpinan Kepala 
Sekolah 
2. Fungsi Kepemimpinan Kepala 
Sekolah 
3. Pelaksanaan Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 
2.  Manajemen Berbasis Sekolah di 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu di 
Kabupaten Jeneponto. 
1. Tahap Pelaksanaan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) 
a. Partisipasi 
b. Transparansi 
c. Akuntabilitas 
                                                           
10Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 
1995), h. 46. 
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2. Upaya Pelaksanaan 
Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) 
1. Input Pendidikan 
3. Proses pendidikan 
4. Output pendidikan 
 
3. Faktor yang mendukung dan Tantangan 
serta solusi untuk mengatasi hambatan 
terhadap proses pelaksanaan 
Manajemen Berbasis Sekolah di 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten 
Jeneponto.  
1. Faktor Pendukung: 
a. Lingkungan Internal 
b. Lingkungan Eksternal 
2. Faktor Tantangan: 
a. Internal  
b. Tantangan 
3. Solusi 
- Komunikasi yang baik dengan 
pihak sekolah dan Masyarakat 
- Program perencanaan 
pembelajaran sesuai standar MBS 
- Evaluasi dan perbaikan secara 
berkelanjutan 
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- Pelaporan hasil pembelajaran 
 
2. Deskripsi Fokus 
              Kepemimpinan sekolah adalah pekerjaan yang dilakukan seorang 
Kepala Sekolah untuk melahirkan kebijakan yang mampu memberikan solusi 
setiap persoalan yang dihadapi di lapangan serta memiliki kecakapan dalam 
memberikan petunjuk terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan  yang 
dipimpinnya.11  Pandangan ini memberi suatu gambaran bahwa  kepemimpinan 
Kepala Sekolah adalah sebagai suatu teknik pelayanan dan bimbingan atau 
tuntunan ke arah situasi pendidikan yang lebih baik kepada guru dan tenaga 
kependidikan. 
 Manajemen Berbasis Sekolah adalah pemberian wewenang yang lebih 
luas oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada sekolah dalam 
mengatur lembaga dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya di bidang 
pendidikan, dengan tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. 12                                  
Pendidikan yang berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan 
belajar yang kondusif, berorientasi belajar, profesionalisme, motif berprestasi, 
hormat terhadap setiap individu warga sekolah, keadilan, kepastian, kebiasaan 
bekerja kalaboratif dan kolektif, kebiasaan menjadi masyarakat belajar, 
                                                           
11 Syaiful sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Cet. III; 
Bandung: Alfabeta, 2011), h. 195. 
12  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan Republik Indonesia, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan  1992. h. 5. 
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wawasan masa depan yang sama, perencanaan bersama, kolegialitas tenaga 
kependidikan sebagai pembelajaran serta kedisiplinan, dan tata krama 
hubungan sosial disekolah.13 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari hasil pemikiran di atas, penulis mengemukakan 
beberapa permasalahan sehubungan dengan kepemimpinan Kepala Sekolah 
melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Adapun pokok permasalahan, 
yaitu: Bagaimana kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto?  Adapun sub pokok masalah dapat dikedepankan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana gambaran kepemimpinan Kepala Sekolah di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto? 
2. Bagaimana gambaran Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto? 
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam  kepemimpinan Kepala 
Sekolah serta solusi mengatasi hambatan pada pencapaian sasaran output 
pendidikan dalam kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto? 
  
                                                           
              13 Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah, h. 55 
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D. Kajian Pustaka 
 Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan mengetengahkan beberapa 
literatur yang berkaitan dengan pembahasan seputar  tesis ini. Sesungguhnya 
berbicara masalah kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) dalam wacana keilmuan, bukanlah hal yang sulit ditemukan 
referensinya, baik dalam bentuk buku, modul kumpulan tulisan seperti jurnal, 
makalah maupun dalam bentuk artikel.  
 Berdasarkan dengan penelitian, telah dijumpai karya-karya yang relevan 
diantaranya; Hasil penelitian yang dilakukan oleh Misykat Malik Ibrahim” 
Jurnal Inspiratif Pendidikan” Terbitan Perdana bulan oktober 2012. 
Dikemukakan bahwa tiap sekolah dituntut untuk selalu membenahi manajemen 
atas potensi sekolah atau daerah sekitarnya. Dengan kata lain, mulai saat ini 
telah dikembangkan suatu konsep communiti Based Scool dengan semangat 
demokratisasi dan otonomi daerah. Pada intinya dalam program Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) ini adalah mengembangkan berbagai bidang atau 
aspek manajemen di sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah.14   
Drs.H.M.Nurdin Matry “ Implementasi Dasar-Dasar Manajemen 
Sekolah dalam Era Otonomi Daerah” Terbitan Aksara Madani, YPA Pusat 
Makassar Cetakan desember 2009. Mengemukakan dalam Era Otonomi Daerah 
telah membawa nuansa baru dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia, 
                                                           
14 Misykat Malik Ibrahim,”Jurnal Inspiratif Pendidikan,Evaluasi Pelaksanaan 
Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) di Madrasah Aliyah Negeri Model Makassar,” (Terbitan 
perdana bulan oktober 2012) 
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sekolah sebagai satuan pendidikan formal yang berstruktur dan berjenjang 
pendidikan dasar dan menengah totalitas dan komponen-komponennya telah 
mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga perlu dikelola secara 
efektif, tertib dan efesien melalui suatu Manajemen yang baik.15 
 Muslimin, Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dalam 
meningkatkan hasil belajar peserta didik di Madrasah Tsanawiyah DDI 
Pacongkang Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng. Fokus penelitian ini 
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perlunya Manajemen 
Berbasis Madrasah (MBM) dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di 
Madrasah Tsanawiyah DDI Pacongkang Kecamatan Liliriaja Kabupaten 
Soppeng.16  
 Suparman, Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) study tentang 
kepemimpinan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo. Fokus 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tipe kepemimpinan kepala madrasah 
yang demokratis sehingga menghasilkan situasi dan kondisi kerja yang dinamis 
dan harmonis.17  
 Profesionalisme kepemimpinan kepala sekolah yakni kepala sekolah 
bersama semua perangkat pembantunya, sangat mewarnai keberhasilan 
                                                           
15H.M. Nurdin Matry,”Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah,” h. 1 
16 Muslimin. Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dalam meningkatkan 
hasil belajar peserta didik di Madrasah Tsanawiyah DDI Pacongkang Kecamatan Liliriaja 
Kabupaten Soppeng, Tesis Magister Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makasar, 2011. 
17 Suparman. Manajemen Berbasis Madrasah (Study tentang kepemimpinan kepala 
madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo), Tesis Magister Program pascasarjana UIN 
Alauddin , Makasar, 2012. 
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pengelolaan sekolah dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) 
menuju kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas 
seperti yang diharafkan dalam pasal 49 PP 19 Tahn 2005. Bahwa pendidikan 
adalah pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia, baik secara 
fisik maupun mental.18 
  Dari hasil penelitian yang dideskripsikan di atas, peneliti belum 
menemukan suatu kajian secara khusus yang berkaitan dengan Pelaksanaan 
kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 
sebagaimana yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini. 
Tesis ini bertolak dari kerangka konseptual bahwa   kepemimpinan 
Kepala Sekolah adalah berdasar pada ajaran Islam, yang bersumber dari al-
Qur’an dan al-Hadis. Kemudian, nilai-nilai universal yang terdapat dalam 
sumber utama ajaran Islam, ditopang dengan lahirnya berbagai perangkat 
perundang-undangan, mulai dari Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 
1945 hasil amandemen keempat dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-
Undang, dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri, baik Menteri 
Pendidikan Nasional maupun Menteri Agama, yang bertujuan mewujudkan 
Pendidikan Nasional. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah 
penelitian, maka penulis menggambarkan dalam bagan kerangka pikir berikut: 
                                                           
18 Departemen Agama RI, Profesionalisme Pengawas Pendais (Jakarta: Direktorat 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2003), 6. 
                                                                                                                           18 
 
 
 
 
 
Kerangka konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Metodologi Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 UU RI No. 20 Thn 2003 (Sisdiknas) 
 PP RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional 
 UU RI No 14 Tahun 2005(Tentang Guru 
dan Dosen) 
 PP RI No. 48 Thn 2008 (Tenang 
pendanaan pendidian) 
 PP RI No. 19 Tahun 2005 (Tentang 
standar Nasional Pendidikan) 
 UU RI No. 25 Tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional 
 Kepmendiknas No. 44 Tahun2002 
tentang Pembentukan Dewan Pendidikan 
dan Komite Sekolah. 
 Kepmendiknas Nomor 87 Tahun 2004 
tentan standar akreditasi sekolah, 
khususnya tentang MBS 
 PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang SNP, 
khususnya standar penegelolaan sekolah, 
yaitu MBS. 
Upaya Kepala Sekolah 
 
Al-Qur’an dan Al-Hadis 
Landasan 
 
Kepemimpinan Kepala Sekolah 
melalui  Manajemen Berbasis 
Sekolah   Sekolah (MBS) 
Faktor Pendukung dan 
Tantangan serta solusi 
Yuridis Formal 
 
Normatif 
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A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Berangkat dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang 
menjadi tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Tujuan Penelitian  
1. Mendeskripsikan kepemimpinan Kepala Sekolah di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
2. Mendeskripsikan Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
3. Mengungkap faktor pendukung dan penghambat dalam  kepemimpinan 
Kepala Sekolah serta merumuskan solusi mengatasi hambatan pada 
pencapaian sasaran output pendidikan dalam kepemimpinan Kepala 
Sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto? 
Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Ilmiah   
a. Sebagai suatu karya ilmiah. Tesis ini dapat menjadi kontribusi pemikiran 
yang signifikan dikalangan para pemikir dan intelektual serta dapat 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, 
khususnya bagi Kepala Sekolah dan pengelola lembaga pendidikan untuk 
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dapat menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam upaya 
mencapai tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional. 
b. Mengembangkan potensi untuk penulisan karya ilmiah, khususnya bagi 
pribadi penulis maupun kalangan akademisi, dalam memberikan informasi 
kepada dunia pendidikan akan pentingnya kepemimpinan Kepala Sekolah 
melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), di lingkungan Kementerian 
Agama dan pengelola pendidikan. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Tulisan ini diharapkan menjadi masukan (input) dan bahan referensi 
terhadap peningkatan kinerja bagi mereka yang terlibat dalam dunia 
pendidikan secara umum, khususnya bagi Kepala Sekolah dan pengelola 
pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto. 
b. Secara praktis tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam    
pengembangan dan peningkatan di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Selain itu juga diharapkan dapat 
mendorong daya kritis dan perhatian insan-insan pendidikan baik yang ada 
dilokasi penelitian maupun di lembaga pendidikan formal lainnya pada 
umumnya.   
B. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
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Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis 
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 
memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan 
sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta antara fenomena yang 
dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.19 
Penelitian deskriptif kualitatif dalam tesis ini adalah penulis 
mendeskripsikan secara faktual dan sistematis mengenai kepemimpinan Kepala 
Sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jeneponto Kecamatan Turatea  
dengan menjadikan Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu sebagai fokus 
penelitian. Adapun yang menjadi pertimbangan sehingga peneliti menetapkan 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 
sebagai lokasi penelitian adalah: 
a. Setelah penulis menelusuri, belum ditemukan penelitian yang membahas 
tentang masalah yang akan diteliti; 
b. Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu adalah salah satu sekolah yang 
berstatus swasta. menurut sumber Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
                                                           
19 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2000), h. 14. 
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berdiri sejak tahun tujuh puluhan  beropersi sebagai tempat belajar agama 
Islam bagi masyarakat sekitar sampai sekarang. 
c. Penulis ingin mengetahui sejauh mana  kepemimpinan kepala sekolah 
melalui Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) pada Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
C.  Pendekatan Penelitian 
Dalam menelaah tesis ini, penelitian ini menggunakan berbagai macam 
pendekatan antara lain: 
1. Pendekatan normatif teologis 
Pendekatan ini mendudukkan al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber nilai 
sekaligus sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan kepemimpinan 
Kepala Sekolah melalui Manajemen berbasis sekolah (MBS). Hal ini di 
maksudkan untuk menjadikan ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw, 
sebagai pedoman utama kepemimpinan dalam setiap aktivitas kehidupan, tata 
cara menjadi pemimpin yang baik seperti yang pernah di contohkan Nabi 
sebagai seorang Rasul. 
2. Pendekatan Sosiologis 
Pendekatan ini juga digunakan pada saat melihat interaksi edukatif yang 
terbina antara guru dengan kepemimpinan Kepala Sekolah, dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalnya sehingga dapat tercipta suasana yang  
nyaman,  harmonis dan kundusif dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah 
dengan sesuai manjemen pembelajaran. 
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3. Pendekatan Psikologis 
Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan mendalami berbagai 
gejala psikologis dari kepemimpinan Kepala Sekolah,tenaga kependidikan, 
guru dan peserta didik, baik pada saat evaluasi, supervisi dari sisi perlengkapan 
berlangsungnya pembelajaran maupun setelah selesainya pembelajaran. 
         4.  Pendekatan budaya. 
      Pendekatan budaya  adalah  Pendekatan dengan melakukan deskrifsi 
berdasarkan pada nilai kepercayaan dan norma masyarakat yang berlaku pada 
suatu lingkungan tertentu khususnya yang berkaitan dengan pembahasan 
penelitian. 
D.  Sumber Data  
Data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu: 
1. Sumber data primer  . 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti 
dari objek penelitian di lapangan. Dalam memperoleh data ini, peneliti 
berhadapan langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat, 
agar peneliti dalam melakukan pengelolaan data tidak kesulitan. Sumber data 
primer dalam Tesis ini adalah data yang berkaitan langsung dengan   
kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, 
mengenai hal ini peneliti mewawancarai Kepala Kementerian Agama, Kepala 
Seksi Mapenda, Pengawas, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Kepala 
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Sekolah, Komite Sekolah, Ketua Yayasan, peserta didik dan Orang tua/ wali 
peserta didik. 
2. Sumber  data sekunder.  
Sumber data sekunder adalah yang berhubungan dengan kondisi 
obyektif Kepala Sekolah dan guru pada Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini berhubungan dengan 
pelaksanaan kepemimpinan Kepala Sekolah seperti program-program 
pengajaran, program Kepala Sekolah, keadaan guru, pegawai, dan data-data 
prestasi yang sering di raih peserta didik.  
E.  Metode Pengumpulan Data  
Dalam pengumpulan data, peneliti ini menggunakan teknik sebagai 
berikut: 
1. Observasi 
Joko Subagyo dalam Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa: 
“Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 
mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian 
dilakukan pencatatan”.20 
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan 
secara langsung. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 
mengamati kondisi obyektif Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu dan mencatat 
                                                           
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XIII; 
Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 227. 
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berbagai data yang ada untuk keperluan pembahasan. Observasi ini 
menggunakan lembaran yang tidak diberikan kepada responden, tetapi 
digunakan sendiri oleh peneliti untuk merekam data pada saat observasi. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka untuk 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan. 21  Penulis melakukan kegiatan wawancara langsung terhadap 
sumber data, yakni Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan dan 
sumber data pendukung lainnya yaitu komite sekolah, ketua yayasan, Kepala 
Sekolah, wakil Kepala Sekolah, orang tua, dan peserta didik. 
Wawacara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan 
dalam pedoman yang telah disiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan 
penulis dapat mengembangkan pertanyaan pertanyaan itu lebih lanjut untuk 
mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang 
telah diberikan. 
3. Dokumentasi 
Penulis mengumpulkan data dengan cara menghimpun dari dokumen-
dokumen resmi, seperti halnya dokumen tentang Kepala Sekolah, guru, prestasi 
                                                           
21Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Bumi 
Aksara, 2002), h. 83. 
                                                                                                                           26 
 
 
 
kerja, dan laporan tertulis lain yang ada kaitannya dengan penulisan proposal 
ini. 
F. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti 
sendiri. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menentukan dan 
menetapkan fokus penelitian, memiliki informan sebagai sumber data, 
melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 
data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. 22  Adapun instrumen yang 
digunakan peneliti adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan 
catatan dokumentasi. 
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan di lapangan diolah dengan analisis 
kualitatif dan dipadukan dengan data pustaka. Penelitian ini berlangsung 
bersamaan dengan proses pengumpulan data melalui tiga tahapan, yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan verifikasi. 23  Untuk menguji kredibilitas data, 
dilakukan dengan mencocokkan dan membandingkan data dari berbagai 
sumber, baik sumber lisan (wawancara) tulisan (pustaka, dokumentasi) dan 
angket maupun observasi.24 
                                                           
22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. 11; Bandung: 
Alfabeta, 2010), h. 222. 
23Rachmad Ida, Metode Analisis Isi, Penelitian Kuantitatif, Edisi Revisi (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2001), h. 169. 
24Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 
h. 172. 
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Reduksi data, yaitu data yang sudah dikumpulkan kemudian dicermati, 
diedit, dipilih antara data yang diperlukan dengan data yang tidak diperlukan. 
Secara rinci reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses 
pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan 
transformasi data dari data yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan 
mulai dari awal hingga akhir pengumpulan data. 
Penyajian data, yaitu data yang sudah diedit diorganisir secara 
keseluruhan. Data yang sifatnya kuantitatif seperti jumlah guru, program kerja 
Kepala Sekolah,  dilampirkan dalam bentuk tabel. Sedangkan data yang 
sifatnya kualitatif seperti jumlah guru, jumlah siswa, sikap, perilaku, dan 
pernyataan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. 
Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah 
disajikan. Dalam penarikan kesimpulan ini peneliti membuat kesimpulan yang 
terbuka, baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang telah 
dibuat untuk menemukan tema yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. 
H. Pengujian  Keabsahan Data 
Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 
menghindari data yang tidak valid. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya 
jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan 
data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk 
kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan perbandingan 
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terhadap data yang ada. Triangulasi data dilakukan dan digunakan untuk 
menguji keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.25 
1. Triangulasi dengan menggunakan sumber yaitu dengan cara 
membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 
informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang 
ada. 
2. Triangulasi dengan menggunakan metode yaitu dengan cara 
membandingkan hasil data observasi dengan data dari hasil wawancara, 
sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh derajat dan 
sumber sehingga menjadi data akhir autentik sesuai masalah pada 
penelitian ini. 
3. Triangulasi dengan menggunakan waktu yaitu dengan melakukan 
pengujian wawancara, observasi atau metode lain dalam waktu dan situasi 
yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah 
penelitian.26 
Pengujian keabsahan data yang dilakukan peneliti adalah 
membandingkan data yang telah terkumpul dari responden utama yakni Kepala 
Sekolah, dan guru serta responden pendukung seperti kepemimpinan Kepala 
Sekolah dan wakil Kepala Madrasah serta peserta didik, dari hasil data 
                                                           
25Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33. 
26Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif; Kualitatif, dan 
R&D, h. 273-274. 
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observasi dan wawancara tersebut diambil suatu kesimpulan dan menghasilkan 
data yang valid.    
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                                                          BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
1.KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH MELALUI MANAJEMEN 
    BERBASIS SEKOLAH 
     
A.Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Kepemimpinan adalah terjemahan dari bahasa Inggris leadership yang 
berasal dari kata leader yang berarti pemimpin. Menurut Sutisna, 
kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok 
dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu.  Kepemimpinan 
ditinjau dari manajemen adalah kemampuan untuk menggerakkan, 
mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, 
membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum 
(kalau perlu) serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media 
manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara 
efektif dan efisien 1 . Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kegiatan seseorang 
untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu secara efektif dan efisien. 
Pemimpin dan kepemimpinan Sekilas antara pemimpin dan 
kepemimpinan mengandung pengertian yang sama, padahal berbeda. Pemimpin 
adalah orang yang tugasnya memimpin, sedang kepemimpinan adalah bakat 
                                                           
                    
1
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,Konsep ,Strategi,dan Imlementasi,            
(  Bandung; Remaja Rosda Karya 2009)  h. 107 
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dan atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kalau dilihat dari 
pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa, kepemimpinan adalah 
kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu 
atau tidak mengerjakan sesuatu bawahan yang dipimpin bukan dengan jalan 
menyuruh atau mendorong dari belakang. Masalah yang selalu terdapat dalam 
membahas fungsi kepemimpinan adalah hubungan yang melembaga antara 
pemimpin dengan yang dipimpin menurut rules of the game yang telah 
disepakati bersama. 
Kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif 
untuk mempengaruhi pihak lain dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang 
telah ditetapkan lebih dahulu. Seseorang pemimpin selalu melayani 
bawahannya lebih baik dari bawahannya tersebut melayani dia. Pemimpin 
memadukan kebutuhan dari bawahannya dengan kebutuhan organisasi dan 
kebutuhan masyarakat secara keseluruhannya. 
             Seorang pemimpin mempunyai keterampilan manajemen (managerial 
skill) maupun keterampilan tekhnis (technical skill). Semakin rendah 
kedudukan seorang tekhnis pemimpin dalam organisasi maka keterampilan 
lebih menonjol dibandingkan dengan keterampilan manajemen. Hal ini 
disebabkan, karena aktivitas yang bersifat operasional. Bertambah tinggi 
kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi maka semakin menonjol 
keterampilan manajemennya dan aktivitas yang dijalankan adalah aktivitas 
bersifat konsepsional. Dengan perkataan lain, semakin tinggi kedudukan 
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seorang pemimpin dalam organisasi maka semakin dituntut dari padanya 
kemampuan berfikir secara konsepsional strategis dan makro. 
Kepala dan Pemimpin sebenarnya merupakan dua pengertian yang tidak 
identik sebab keduanya punya persamaan dan perbedaan. 
 Persamaannya : 
a. Keduanya menghadapi atau mengepalai kelompok. 
b. Keduanya bertanggung jawab. 
Perbedaannya : 
1) Kepala bertindak sebagai penguasa, sedangkan pemimpin bertindak sebagai    
organisator dan koordinator. 
2) Kepala bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, pihak atasannya, 
pemimpin bertanggung jawab kepada kelompok yang dipimpinnya. 
3) Kepala tidak selalu merupakan bagian dari kelompok, sedangkan pemimpin 
merupakan bagian dari kelompok. 
4).Kekuasaan kepala biasanya berasal dari peraturan-peraturan atau dari pihak      
ketiga, sedangkan kekuasaan pemimpin berasal dari kepercayaan anak buah 
atau kelompoknya. 
 5).Kelompok atau anak buah seorang kepala biasanya bukan atas kemauan 
sendiri, melainkankan ditunjuk oleh peraturan-peraturan (karena adanya 
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pengangkatan seorang kepala oleh orang pihak ketiga), pemimpin diangkat 
oleh anggota-anggotanya dan dianggap anggota dari kelompoknya.2 
Perbedaan-perbedaan seperti diuraiakan diatas hanyalah perbedaan 
dalam teori saja, sedangkan dalam prakteknya banyak kepala menjalankan 
fungsinya diakui sebagai pemimpin. 
Peningkatan mutu sekolah dan mutu pendidikan pada umumnya 
ditentukan oleh penampilan, peran dan profesionalisme guru dan tenaga 
kependidikan yang ada di sekolah dibawah kepemimpinan Kepala Sekolah. 
Adapun kriteria kepemimpinan Kepala Sekolah antara lain: 
a. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang demokratis 
b. Kepemimpinan Kepala Sekolah mampu mengorganisasikan tugas pokok 
dan fungsi sekolah 
c. Kepemimpinan Kepala Sekolah Mampu Merumuskan visi dan misi Sekolah 
serta mengkomunikasikan kedalam dan keluar 
d. Kepemimpinan Kepala Sekolah memotivasi dan pendaya gunaan seluruh 
sumber daya serta kemampuan internal serta mampu mengontrol dan 
menggalang partisifasi  seluruh stakeholders.3 
 
Seharusnya terjadi sinergi yang baik dari seluruh kemponen sekolah 
yakni penampilan Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, administrasi 
sekolah, fisik sekolah, komite sekolah dan unsur-unsur lainnya. Hal ini akan 
berpengaruh besar terhadap motivasi peserta didik dalam belajar serta 
kelancaran dan kesuksesan proses belajar mengajar baik di dalam sekolah 
maupun di luar sekolah. 
 
                                                           
                  
2
 M. Ngalin purwanto, Administrasi dan Supervise Pendidikan, (Bandung; Penerbit: PT 
Remaja Rosdakarya.  2010) h.62 
                  3 H.M.Nurdin Matri, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah,(Makassar; 
Penerbit;YPM : Aksara Madani . 2008 ) h. 68 
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Allah swt berfirman dalam surah QS al-Nisa /4/: 59            
 ِﻲﻓ ُْﻢﺘْﻋَزَﺎَﻨﺗ ِنَﺈﻓ ْﻢُﻜﻨِﻣ ِﺮَْﻣﻷا ﻲِﻟُْوأَو َلﻮُﺳ ﱠﺮﻟا ْاُﻮﻌﯿَِطأَو َ ّ ْاُﻮﻌﯿَِطأ ْاُﻮﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡَﯾأ  ٍءْﻲَﺷ
 ُﻛ ِنإ ِلﻮُﺳ ﱠﺮﻟاَو ِ ّ َﻰﻟِإ ُهوﱡدَُﺮﻓﻼﯾِْوَﺄﺗ ُﻦَﺴَْﺣأَو ٌﺮْﯿَﺧ َﻚَِﻟذ ِﺮِﺧﻵا ِمَْﻮﯿْﻟاَو ِ ِّﺎﺑ َنُﻮﻨِﻣُْﺆﺗ ُْﻢﺘﻨ    
          
 
Artinya; 
Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 4 
 
Kepala Sekolah yang pada dasarnya adalah perilaku dan pola fikir, 
Kepala Sekolah dalam interaksinya membentuk kemampuan memprakarsai 
pemikiran-pemikiran baru, perubahan atau penyusuaian visi, misi, tujuan, 
sasaran, konfigurasi, prosedural, input, proses, output suatu siklus sesuai 
dengan tuntutan perkembangan. 
Kata kepemimpinan mengandung arti suatu kegiatan untuk melakukan, 
mengendalian, memprakarsai, memikirkan organisasi dengan baik sesuai 
tuntutan dan perkembangan yang bermuara pada program penguatan 
kelembagaan, akuntabilitas dan pencitraan publik, pada level sekolah yang 
mestinya difokuskan pada aspek-aspek Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).5 
Dalam perkembangan kepemimpinan Kepala Sekolah adalah 
kepemimpinan pendidikan (Qiyadah Tarbawiyyah atau Educative Leadership), 
                                                           
                  
4
  Al-Qur’an dan terjemahannya Departemen Agama RI,( Direktorat bimbingan 
Masyarakat  Islam dan pembinaan syariah  2009)h. 114 
5E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi,  
h. 154 
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karena keberhasilan pendidikan dalam membina manusia dan berusaha 
membangkitkannya erat kaitannya dengan figur kepemimpinan pendidikan 
yang benar. Kepemimpinan berkaitan dengan masalah Kepala Sekolah dalam 
meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan 
para guru dalam situasi yang kondusif. Perilaku Kepala Sekolah harus dapat 
mendorong kinerja para guru dengan menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan 
penuh pertimbangan  terhadap para guru baik sebagai individu maupun 
kelompok.6  Perilaku instrumental merupakan tugas-tugas yang diorientasikan dan 
secara langsung diklarifikasi dalam peranan dan tugas-tugas para guru, sebagai 
individu dan sebagai kelompok. Dalam implementasi  Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) Kepala Sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah 
kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan 
pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) Kepala Sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan 
efektifitas kinerja, sehingga Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai 
paradigma baru manajemen pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan. 
Secara sederhana, kepemimpinan Kepala Sekolah  dapat diartikan 
sebagai suatu proses kegiatan mengamati, mendata kekuatan, kelemahan, 
peluang, tantangan, membandingkan, memengaruhi atau mengarahkan dan 
menilai pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan 
tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks itu, kepemimpinan Kepala 
                                                           
6Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. IV; Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 105.  
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Sekolah sangat erat kaitannya dengan analisa proses perencanaan, sasaran dan 
kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan dan ditetapkan. 
B.Tugas Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Tugas kepemimpinan Kepala Sekolah dalam kaitannya dengan 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah segala upaya yang dilakukan dan 
hasil yang dapat dicapai oleh Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan 
melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan secara efektif dan efesien. Sehubungan dengan itu, kepemimpinan 
Kepala Sekolah yang efektif dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat 
dianalisis berdasarkan kriteria sebagai berikut: 
1. Mampu memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan untuk 
mewujudkan proses pembelajaran yang baik, lancar dan produktif. 
2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan secara tepat waktu dan 
tepat sasaran. 
3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 
sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka 
mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. 
4. Mampu menerapkan prinsif kepemimpinan yang sesuai dengan 
tingkat kedewasaan pendidik dan tenaga kependidikan lain di 
sekolah. 
5. Bekerja secara kalaboratif dengan tim manajemen sesuai tuntutan 
pendidikan. 
6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan.7 
 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 
kepemimpinan Kepala Sekalah adalah merupakan proses atau usaha yang 
sistematis yang dilakukan untuk mencegah, mengarahkan dan memperbaiki 
kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, 
                                                           
                    
7
 H.M. Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah, h. 54 
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sehingga searah dan sesuai dengan rencana dan tujuan semula yang telah 
ditetapkan. Apabila dikonteksikan terhadap organisasi pendidikan sekolah, 
maka kepemimpinan Kepala Sekolah adalah seorang yang melaksanakan tugas-
tugas supervisi untuk melihat dan mengontrol serta mengkonsistensikan 
program-program pendidikan dan pengajaran agar berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan. 
Kepemimpinan Kepala Sekolah adalah suatu upaya yang sistematik 
untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem 
umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar 
yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu 
penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang 
diperlukan untuk menjamin bahwa teknik-teknik manajerial pendidikan telah 
digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pendidikan. 
Untuk menyelenggarakan pelaksanaan kerja sama seperti dimaksudkan di 
atas, diperlukan dasar-dasar yang meliputi keinsafan, kesadaran, dan semangat. 
Dengan kata lain, untuk memajukan suatu karya bersama secara keseluruhan 
diperlukan adanya kesediaan untuk memikul tanpa memikirkan atau 
mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi, melainkan justru untuk 
tercapainya tujuan bersama. 
Itulah sebabnya, maka dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistim Pendidikan Nasional Pasal 40 Ayat (2)  dinyatakan bahwa pandidik dan 
tenaga kependidikan berkewajiban untuk : 
                                                                                                             38 
 
                                                                                                                         
 
1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 
kreatif dinamis dialogis. 
2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 
pendidikan. 
3. Memberi tauladan dan nama baik lembaga, profesi dan kedudukan 
sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pendidik 
menurut Undang-Undang tersebut adalah tenaga pendidik yang 
berkualifikasi sebagai guru, sedangkan tenaga kependidikan lainnya 
adalah mereka yang mengabdian diri dan diangkat untuk menunjang  
penyelenggaraan pendidikan  misalnya tenaga kependidikan, tata usaha, 
laboran, pustakawan, arsiparis, tekhnisi media, bujang sekolah dan lain-
lain.8 
 
Dalam hubungan ini maka kesadaran akan tanggung jawab profesional 
masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah dibawah  
kepemimpinan Kepala Sekolah sangat menentukan peningkatan mutu sekolah dan 
mutu pendidikan sebagai tujuan utama sekolah. 
C. Fungsi Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Sebagai Kepala Sekolah harus sadar bahwa keberhasilannya bergantung 
pada orang-orang lain, seperti guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, 
karakteristik pribadi Kepala Sekolah memainkan peran penting dan merupakan 
bagian dalam keberhasilan atau kegagalan dalam kepemimpinannya. 
Kualifikasi pribadi meliputi banyak faktor misalnya: Kestabilan emosi, Rasa 
humor, Inisiatif, Kematangan berfikir, Memiliki Intelegensi yang baik, 
Mempunyai kapasitas fisik untuk melaksanakan tugas, menyenangkan, suara 
bagus, latar belakang budaya yang baik, Antusias, Mempunyai kepedulian 
terhadap orang lain, serta loyal terhadap lingkungan. 
                                                           
                    8 H.M. Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah, h. 55 
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Bila dilihat fungsi sekolah sebagai satuan pedidikan secara umum, 
Kepala Sekolah bertugas sebagai berikut : 
1. Melaksanakan pendidikan di sekolah selama jangka waktu tertentu 
sesuai jenjang dan sifat sekolah. 
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum yang 
berlaku baik di kelas maupun diluar kelas. 
3. Melaksanakan bimbingan dan konseling bagi peserta didik di sekolah 
dan di luar sekolah sesuai tujuan, pola dan mekanisme yang berlaku. 
4. Membina organisasi intra sekolah untuk pengembangan diri peserta 
didik. 
5. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan sebagai unsur penunjang kegiatan 
pendidikan. 
6. Membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan institusi terkait. 
7. Bertanggung jawab terhadap atasan langsung. 
 
Akan tetapi secara subtansial tugas pokok dan fungsi tersebut dapat 
dikelompokkan kedalam dua kegiatan pokok yaitu: 
a. Kegiatan pengembangan teknis pendidikan melalui proses 
belajar mengajar, melaksanakan bimbingan dan konseling, serta 
melaksanakan kegiatan pengembangan diri dan kreativitas 
peserta didik. 
b. Pengelolaan administrasi baik administrasi umum maupun 
administrasi layanan khusus serta menjalin jaringan kemitraan 
secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap 
kelancaran tugas-tugas pengembangan teknis pendidikan.9  
            Dari dua jenis substansial di atas, maka peranan Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) temasuk dukungan administrasi di dalamnya harus ditata 
dengan melalui Perencanaan sekolah, Implementasi Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS), Kepemimpinan Sekolah, Pengawasan dan Administrasi 
Sekolah. Sedangkan penilaian kepala sekolah meliputi: 
 
 a) Penilaian formatif, adalah penilaian untuk mengukur keberhasilan satu 
satuan pokok bahasan. 
 b) Penilaian sumatif adalah penilaian untuk mengukur keberhasilan satu satuan 
progran semester dan untuk mengukur keberhasilan satu semester.  
                                                           
                   9 M. Ngalim Purwanto, Administrasin  dan Supervisi Pendidikan,  h.  59 
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c) Penilaian diagnostik adalah penilaian yang diperuntukkan untuk 
mendiagnosa suatu masalah.10  
 
Ketiga fungsi Kepala Sekolah tersebut dilakukan dalam rangka 
pencapaian tugas yang diemban untuk mencapai target pada setiap semester. Di 
samping fungsi tersebut di atas, fungsi lain dari kepemimpinan kepala sekolah 
yang penting diketahui oleh guru dan tenaga kependidikan adalah hasil 
pelaporan dan tindak lanjut input dan outputnya.  
D.Tanggung Jawab dan kriteria Kepemimpinan Kepala Sekolah 
1. Tanggung jawab 
               Dalam hubungan ini kesadaran akan tanggung jawab profesional 
masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah di 
bawah kepemimpinan Kepala Sekolah sangat menentukan peningkatan mutu 
sekolah dan mutu pendidikan sebagai tujuan utama sekolah. Adapun peranan 
kepemimpinan Kepala Sekolah antara lain: 
a. Dalam Bidang Kepemimpinan  
1) Menyusun rencana dan program bersama; 
2) Mengikutsertakan anggota kelompok (guru dan pegawai) dalam 
berbagai kegiatan; 
3) Memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi 
dan memecahkan persoalan; 
4) Membangkitkan dan memupuk semangat kelompok atau memupuk 
moral yang tinggi kepada anggota kelompok; 
5) Mengikut sertakan semua anggota dalam menetapkan putusan; 
6) Membagi dan medelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada 
kelompok sesuai dengan fungsi dan kecakapan masing-masing; 
7) Mempertinggi daya kreatif pada anggota kelompok; 
                                                           
                  10 Jerri. H. Makawimbang, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan,(Bandung; 
Penerbit Alfabeta  2011 ) h. 118 
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8) Menghilangkan rasa malu dan rasa rendah diri pada anggota kelompok 
sehingga mereka berani mengemukakan pendapat demi kepentingan 
bersama.11 
 
 Seorang guru dan tenaga kependidikan di sekolah dalam merencanakan 
dan menyusun program seharusnya dilakukan secara bersama-sama agar yang 
direncanakan dan yang diprogramkan bisa dijalankan dengan baik dan efektif. 
Perencanaan dan program yang dilakukan secara sepihak akan memunculkan 
dampak yang kurang bagus, seperti tidak proaktifnya sebagian anggota yang 
merasa tidak diaktifkan dalam penyusunan program. 
Selanjutnya yang perlu diketahui adalah mengikutsertakan anggota 
dalam setiap kegiatan agar mereka merasa diperlukan. Perasaan diperlukan ini 
menjadi spirit tersendiri untuk berbuat dan kreatif. Ketika ada anggota yang 
mendapat masalah, maka anggota lainnya harus turun tangan memberikan 
bantuan untuk meringankan beban yang dideritanya dengan memecahkan 
masalahnya. Semua anggota juga dipupuk semangatnya dalam menjalankan 
tugas-tugasnya yang melelahkan, memupuk moralnya sehingga menjadi 
anggota yang mulia dan terhormat. Jika anggota lainnya tidak dapat 
menjalankan tugasnya karena ada tugas lain yang lebih penting untuk 
diselesaikan, maka ia bisa mendelegasikan tugas tersebut kepada anggota 
lainnya yang sesuai dengan fungsi dan kecakapannya. 
                                                           
11 Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam 
Sekolah pada Umum dan Supervisi pada Madrasah,  h. 85. 
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Semua anggota harus dibangkitkan daya kreatifitasnya demi kemajuan 
dan cita-cita institusi tempatnya berkecimpun. Kreatifitas adalah aksi yang 
sangat diperlukan dalam meningkatkan mutu sesuatu, misalnya mutu 
pendidikan. Perasaan malu dari anggota harus dihilangkan agar mereka mampu 
mengeluarkan pendapatnya yang paling cemerlang untuk kepentingan bersama. 
Rasa malu untuk mengeluarkan pendapat akan mendatangkan dampak negatif, 
minimal mengendapnya ide-ide brilian dari anggota. 
b. Dalam Hubungan Kemanusiaan 
1) Memanfaatkan kekeliruan atau kesalahan yang dialaminya untuk 
dijadikan pelajaran demi perbaikan selanjutnya, bagi diri sendiri 
maupun bagi anggota kelompoknya; 
2) Membantu mengatasi kekurangan atau kesulitan yang dihadapi 
anggota kelompok, seperti dalam hal kemalasan, merasa rendah diri, 
acuh tak acuh, pesimistis, dan sebagainya; 
3) Mengarahkan anggota kelompok kepada sikap-sikap yang demokratis; 
4) Memupuk rasa saling menghormati di antara sesama anggota 
kelompok dan sesama manusia; 
5) Menghilangkan rasa curiga mencurigai antara satu kelompok.12 
Sebagai manusia biasa tidak terlepas dari salah dan lupa, namun 
kesalahan dan kelupaan tidak perlu menjadi beban psikologis. Kesalahan harus 
dijadikan sebagai pelajaran baik bagi diri sendiri maupun anggota kelompok 
lainnya. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anggota lain harus diatasi 
bersama. Memupuk rasa saling menghormati antara sesama manusia secara 
umum, sehingga saling curiga di antara satu kelompok bisa terminimalisir. 
c. Dalam Proses Pembinaan Kelompok 
1) Mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok, baik kekurangan 
maupun kelebihan masing-masing; 
2) Menimbulkan dan memelihara sikap percaya mempercayai antara 
sesama anggota dan pimpinan; 
3) Memupuk sikap dan kesediaan tolong menolong; 
                                                           
12 Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam 
Sekolah pada Umum dan Supervisi pada Madrasah, h. 84.                                                                    
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4) Memperbesar rasa tanggung jawab anggota kelompok; 
5) Bertindak bijaksana dalam menyelesaikan pertentangan atau 
perselisihan pendapat di antara anggota kelompok; 
6) Menguasai teknik-teknik memimpin rapat dan pertemuan-pertemuan 
lainnya.13  
 
Saling mengenal kelebihan dan kekurangan di antara sesama anggota itu 
sangat urgen. Seorang anggota yang tidak mengenal kekurangan dan kelebihan 
anggota lainnya mungkin akan menimbulkan konflik di antara mereka. 
Misalnya, seorang anggota tidak tahu tentang administrasi sekolah lantas 
dipaksa untuk menanganinya, maka anggota yang diperintah melakukan 
pengadministrasian akan menolak, dan tentunya penolakan itu berujung pada 
konflik. 
 Allah swt berfiman dalam QS al-Anbiya /21: 73. 
 
ا ءَﺎﺘِﯾإَو ِةَﻼ ﱠﺼﻟا َمﺎَﻗِإَو ِتاَﺮْﯿَﺨْﻟا َﻞْﻌِﻓ ْﻢِﮭَْﯿﻟِإ َﺎﻨْﯿَﺣَْوأَو َﺎﻧِﺮَْﻣﺄِﺑ َنوُﺪْﮭَﯾ ًﺔ ﱠِﻤَﺋأ ْﻢُھﺎَﻨَْﻠﻌَﺟَو َﻦﯾِِﺪﺑﺎَﻋ َﺎَﻨﻟ اُﻮﻧﺎَﻛَو ِةﺎَﻛ ﱠﺰﻟ  
 
Artinya; 
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi 
petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka 
mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya 
kepada Kamilah mereka selalu menyembah, 14 
 
Sikap saling percaya diantara anggota juga sangat dibutuhkan. Sebab 
ketidak percayaan pada anggota akan menimbulkan rasa khawatir. Perasaan 
khawatir membuat pimpinan tidak merasa tenang, sehingga perasaan tidak 
tenang itu berujung pada tidak fokus pada suatu pekerjaan. Ketidak fokusan 
pada pekerjaan mendatangkan hasil yang tidak maksimal. Maka, di sini letak 
                                                           
    13Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam 
Sekolah pada Umum dan Supervisi pada Madrasah, h. 86.  
                     14 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Direktorat Bimbingan 
Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah Tahun  2009) h. 456 
                                                                                                             44 
 
                                                                                                                         
 
pentingnya suatu sikap saling percaya di antara anggota kelompok. Dalam hal 
menyelesaikan perselisihan dalam kelompok, seorang pimpinan harus 
mengedepankan tindakan bijak. Artinya, pimpinan tidak boleh memihak pada 
satu orang, tetapi melakukan konfirmasi terhadap semua yang bertikai sehingga 
bisa mengambil tindakan yang bisa memuaskan kedua belah pihak. 
d. Dalam Bidang Administrasi Personil 
1) Memilih personil yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang 
diperlukan untuk suatu pekerjaan; 
2) Menempatkan personil pada tempat dan tugas yang sesuai dengan 
kecakapan dan kemampuan masing-masing; 
3) Mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan 
daya kerja serta hasil maksimal.15 
Bidang administrasi merupakan bidang yang tidak kalah pentingnya 
dalam suatu sekolah. Bidang administrasi merupakan poros mulusnya suatu 
kegiatan di sekolah. Maka orang yang diberi tugas bukanlah sembarang orang, 
tetapi mereka yang memiliki kecakapan dalam bidang tersebut. Selain itu perlu 
adanya susunan kerja yang menyenangkan sehingga mampu meningkatkan 
daya kerja yang maksimal pula. Susunan kerja yang morat marit akan membuat 
personil yang bekerja tidak maksimal. 
e. Dalam bidang evaluasi 
1) Menguasai dan memahami tujuan pendidikan secara khusus dan 
terinci; 
2) Menguasai dan memiliki norma atau ukuran yang akan digunakan 
sebagai kriteria penilaian; 
3) Menguasai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang 
lengkap, benar, dan dapat diolah menurut norma yang ada; 
4) Menafsirkan dan menyimpulkan hasil penilaian sehingga mendapat 
gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan 
perbaikan.16 
 
                                                           
                  15
 Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam 
pada Sekolah Umum dan Supervisi pada Madrasah, h.84 
16Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam 
Sekolah pada Umum dan Supervisi pada Madrasah, h. 83. 
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Pimpinan diharapkan mampu memahami tujuan pendidikan. Sehingga 
dalam melakukan penilaian tidak asal-asalan, tetapi sudah memiliki ukuran 
tersendiri. Setelah menilai, maka menafsirkan dan menyimpulkan hasil 
penilaian itu, lalu mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan yang 
ada dan meningkatkan nilai-nilai yang sudah bagus. 
Setiap Kepala Sekolah harus memahami dan mampu melaksanakan 
supervisi sesuai dengan fungsinya, baik mengenai penilaian, perbaikan, maupun 
pengembangan. Dalam pengembangannya, fungsi-fungsi tersebut harus 
dilakukan secara simultan, konsisten, dan kontinyu dalam suatu program 
supervisi. Sebagai inti dari kegiatan supervisi adalah bagaimana 
mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut ke dalam tugas pembinaan terhadap 
pribadi guru dan tenaga kependidikan lainnya yang di supervisi. 
Jika fungsi observasi tersebut di atas benar-benar dijalankan dengan 
baik oleh setiap pemimpin  termasuk Kepala Sekolah terhadap anggotanya, 
kelancaran jalannya sekolah atau lembaga dalam pencapaian tujuan pendidikan 
dapat tercapai secara maksimal. 
2. Kriteria Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Kepemimpinan Kepala Sekolah  dapat dikreteriakan bahwa seorang 
kepala sekolah yang efektif harus mempunyai kreteria utama bahwa sejauh 
mana kepala sekolah memahami dan menyadari visi, misi dan tujuan sekolah 
dan sejauhmana tujuan itu dicapai. Tujuan yang dirumuskan berdasarkan visi 
dan misi sekolah ini selanjutnya dijadikan acuan dalam rencana kerja tahunan 
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(RKT) yang bersifat lebih rinci. Dalam standar pengelolaan pendidikan 
disebutkan bahwa RKT adalah rencana kerja tahunan sekolah yang berdasar 
pada rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) yang dinyatakan dalam 
rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) sebagai istilah lain dari RAPBS. 
Sebagai  hukum dasar kepemimpinan Kepala Sekolah yang baik dengan dasar 
sebagai berikut: 
a. Visi yang utuh. 
Visi merupakan idealisasi pemikiran, dapat berupa cita-cita yang 
mengarahkan individu untuk meraihnya melalui berbagai upaya yang dilakuan. 
Visi merupakan cara memandang yang komprehensif, mendalam dan jauh 
kedepan, serta melebihi batas ruang dan waktu serta tempat. Dalam konteks 
otonomi daerah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) visi ini harus menjadi 
atribut pemimpin termasuk Kepala Sekolah. Kepala Sekolah dengan visi yang 
dangkal dan tidak jelas akan membawa kemunduran sekolah dan akan 
menghasilkan sekolah yang jelek yang tidak disenangi oleh masyarakat. Oleh 
karena itu, dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Kepala 
Sekolah harus memliki visi yang utuh tentang sekolah yang dipimpinnya. 
Karakteristik Kepala sekolah yang memiliki visi yang utuh dapat di 
identifikasikan sebagai berikut: 
1. Berniat ibadah dalam melaksanakan tugasnya. 
2. Beragama dan taat akan ajaran agama yang dianutnya. 
3. Berniat baik sebagai kepala sekolah. 
4. Berlaku adil dalam memecahkan masalah 
5. Berkeyakinan bahwa bekerja di lingkungan sekolah merupakan 
panggilan jiwa. 
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6. Bersikap (Tawadhu) rendah hati. 
7. Berhasrat untuk memajukan sekolah. 
8. Tidak terlalu berambisi terhadap imbalan materi dari hasil pekerjaannya. 
9. Bertanggung jawab terhadap segala ucapan dan perbuatannya.17 
Visi Kepala Sekolah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 
pengalaman hidup, pendidikan dan pelatihan, pengalaman profesional, interaksi 
dan komunikasi, serta kebiasaan dalam memecahkan masaalah yang 
dihadapinya. Sekolah yang berhasil meningkatkan prestasinya dikarenakan 
adanya visi yang sama antara sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, dan 
masyarakat. Kepala sekolah melalui rapat dewan guru , tenaga kepandidikan, 
dan masyarakat, visi tersebut dikomunikasikan di sekolah secara terbuka dan 
mendiskusikannya sampai matang. Kemudian hasil pemikiran bersama ini 
disesuaian berbagai pedoman dan informasi yang aktual, berdasar atas hasil 
diskusi tersebut, Kemudian dikembangkan rencana-rencana sesuai tujuan yang 
telah ditetapkan. 
b. Keteladanan. 
Keteladanan merupakan dimensi yang tidak kala pentingnya dalam 
kepemimpinan Kepala Sekolah. Keselarasan antara perkataan dan perbuatan 
adalah pepatah yang selalu harus diingatkan kepada kepala sekolah. Kelakuan 
Kepala Sekolah yang selalu menjadi teladan yang baik bagi bawahannya akan 
menjadi salah satu modal utama bagi lancarnya Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS). 
Dengan perilaku yang menunjukkan keteladanan dalam berbagai hal 
tidak terlalu sulit bila kepala sekolah untuk menegur bawahannya. Dengan 
keteladanan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan akan segan, dan 
                                                           
                    17 H.M. Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah, h.71 
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pada gilirannya mereka juga akan meniru apa yang dilakukan oleh Kepala 
Sekolah. 
Perilaku keteladanan Kepala Sekolah juga bisa ditunjukkan pula dengan 
selalu menghargai bawahan. Dengan tumbuhnya perasaan bahwa guru dan 
tenaga kependidikan dihargai pendapatnya, maka mereka juga dapat 
menghargai pihak lain misalnya peserta didik. Penghargaan tidak selamanya 
berupa materi karena juga dengan ungkapan-ungkapan yang menyenangkan 
misalnya terima kasih, saya sangat senang bekerja sama dengan saudara. Sifat 
yang harus dimiliki Kepala Sekolah bukan hanya yang berhubungan dengan 
tipe kepemimpinan seperti demokrasi akan tetapi harus dibarengi dengan sifat-
sifat mau memperhatikan etika. Etika yang dimaksud adalah hal-hal yang 
berhungan dengan nilai norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang harus 
dijadikan pegangan dalam bertindak agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak 
diinginkan. Ekstra inisiatif adalah inisiatif yang  harus ada pada diri Kepala 
Sekolah, sedangkan kejujuran harus ada dengan tindakan, atau perbuatan yang 
mencerminkan keterbukaan dan keadilan dalam berbagai hal terutama dalam 
masalah keuangan. 
Sifat berani berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil resiko 
dengan penuh perhitungan, seperti dalam peribahasa “berani karena benar 
takut karena salah” keberanian bertindak harus sesui dengan peraturan-
peraturan yang berlaku dan harus menyatu dalam pribadi Kepala Sekolah. 
Namun demikian sifat tawakkal dicerminkan dalam doa dalam melakukan 
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upaya atau ikhtiar hendaknya Kepala Sekolah melakukannya dengan optimal 
melalui pengerahan daya dan upaya. 
c. Tanggung Jawab. 
Salah satu sifat yang dapat diperkuat Kepala Sekolah dalam mendorong 
visinya adalah merasa dirinya diamanahi pimpinan. Pengaruh ini memberikan 
konstribusi keyakinan dan keimanan akan kemampuan dan menciptakan 
wibawa dalam diri bawahan atas pilihannya. Hal ini juga dapat memberantas 
kelemahan bawahan dan menumbuh kembangkan rasa percaya diri para tenaga 
kependidikan dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kinerjanya. 
Tanggung jawab merupakan beban yang harus dipikul dan melekat pada 
diri seorang Kepala Kekolah. Segala tindakan yang dilakukan oleh semua staf 
merupakan merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah. Memikul tanggung 
jawab adalah tugas pimpinan dalam berbagai situasi dan kondisi. Tanggung 
jawab juga berkaitan dengan resiko yang dihadapi oleh seorang pimpinan baik 
berupa sansi dari atasan maupun pihak lain. 
d. Pelayanan Terbaik. 
Masalah mutu menyangkut juga masalah pelayanan. Pelayanan prima 
(excellent service) sangat diperlukan disetiap sekolah, agar peserta didik betah 
di sekolah dan bisa belajar secara optimal. beberapa upaya Kepala Sekolah 
dalam memberikan pelayanan terbaik adalah sebagai berikut: 
1. Berdisiplin dalam kehadiran guru. 
2. Bersikap ramah dari guru (The smilling teacher). 
3. Bersikap ramah dan pelayanan yang cepat dari para tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan. 
4. Memberi penghargaan (pujian) yang wajar kepada peserta didik yang 
berprestasi. 
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5. Memberi teguran yang wajar dan tanpa menyinggung perasaan terhadap 
siswa yang melakukan pelanggaran. 
6. Memberi pelayanan tambahan bagi murid yang memerlukan tambahan 
belajar. 
7. Bersikap ramah dan komperatif dengan orang tua peserta didik. 
8. Membantu peserta didik yang mengalami musibah yang optimal. 
9. Menjaga keharmonisan dengan instansi terkait baik atasan maupun 
lainnya. 
10. Memperbaiki pelayanan yang kurang memuaskan.18 
Memberikan pelayanan terbaik harus merupakan tujuan utama sekolah, 
untuk menarik minat masyarakat, dan calon peserta didik. Untuk menjadikan 
pelayanan terbaik (hands on value driven), Kepala Sekolah jangan setengah-
setengah, tetapi harus tuntas (stick to the knitting) agar pihak yang dilayani 
merasa puas (consumer satisfaction) yang akan meningkatkan pada sekolah. 
e. Mengembangkan Orang. 
Seorang Kepala Sekolah harus jeli melihat potensi bawahannya, agar 
potensi tersebut bisa dikembangkan bagi kepentingan sekolah.  Seorang 
manajer yang baik tidak melihat dari sudut kekurangannya, tetapi dari segi 
kelebihannya. Untuk itu, kepala sekolah sebagai manajer harus dapat mengenal 
kelebihan-kelebihan  yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan. Kalaupun ada kekurangan harus menjadi tantangan untuk dapat 
diatasi oleh Kepala Sekolah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kepala 
Sekolah dalam mengembangkan bawahannya, antara lain dengan memberi 
tugas-tugas yang cocok dan cukup menantang, memberi kesempatan untuk 
melanjutkan pendidian serta memberi penghargaan kepada guru dan tenaga 
kependidikan yang berprestasi dalam pekerjaannya. 
                                                           
                      18 Jerry. H.Makawimbang, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan,  h.54 
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Mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan adalah upaya agar 
dapat lebih optimal dalam bekerjasama (collaboration throught people). Hal ini 
juga berhubungan dengan menghargai kemampuan pendidik dan tenaga 
kependidikan (staff recognition). Kemampuan mengembangkan tenaga 
kependidikan, terutama berkaitan dengan pemberian kesempatan kepada tenaga 
kependidikan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan secara teratur 
misalnya, Revitalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan 
Kelompok Kerja Guru (KKG), Diskusi, Seminar, Lokakarya, dan penyediaan 
sumber-sumber belajar. Dalam rangka pengembangan tenaga kependidikan, 
Kepala Sekolah juga memperhatikan kenaikan pangkat dan jabatannya. 
f. Motivasi. 
Keberhasilan pendidikan di sekolah di pengaruhi berbagai faktor, baik 
faktor yang datang dari dalam maupun yang datang dari lingkungan. Dari 
berbagai faktor tersebut, motivasi merupakan suatu faktor yang cukup dominan 
dan dapat menggerakkan faktor –faktor lain kearah peningkatan kinerja. Dalam 
hal tertentu motivasi  sering disamakan dengan mesin dan kemudi mobil, yang 
berfungsi sebagai penggerak dan pengarah. 
Setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki karakteristik khusus, 
yang satu sama lain berbeda. Hal tersebut memerlukan perhatian khusus pula 
dari Kepala Sekolah, agar mereka dapat memanfaatkan waktu untuk 
meningkatkan kinerjanya. 
Dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 
perlu diusahakan untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga 
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kependidikan dengan jalan memperhatikan kondisi fisiknya, memberikan rasa 
aman, menunjukkan bahwa Kepala Sekolah memperhatikan mereka, mengatur 
pengalaman sedemikian rupa, sehingga setiap pendidik dan tenaga 
kependidikan pernah memperoleh kepuasan dan penghargaan. 
Dalam perolehan peningkatan kinerja, perlu diadakan pengkajian 
terhadap komponen-komponen inti yaitu  kompotensi dan motivasi. Kedua 
komponen inti tersebut sekaligus merupakan kriteria untuk mengukur semangat 
kerja,yang secara langsung akan berpengaruh terhadap prestasi kerja. Oleh 
karena itu, untuk mencapai prestasi kerja yang optimal Kepala Sekolah harus 
mampu membangkitkan motivasi para pendidik dan tenaga kependidikan di 
sekolah. 
g. Membina Rasa Persatuan dan Kesatuan. 
Rasa Persatuan dan kesatuan akhir-akhir ini sering diabaikan, karena 
setiap orang atau kelompok banyak yang mementingkan kelompoknya sendiri. 
Dalam mengimplmentasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  Rasa persatuan 
dan kesatuan ini penting untuk dibina  karena tanpa ada kesatuan tidak mungkin 
seluruh program kerja dapat diselesaikan. Membina rasa persatuan perlu 
dilaksanakan oleh Kepala Sekolah , baik melalui cara formal seperti pembinaan 
rutin mlalui rapat dinas maupun melalui cara informal seperti pernikahan, 
khitanan. Melalui rasa persatuan dan kesatuan, tenaga kependidikan sekolah 
seperti guru dan pegawai administrasi akan merasa diperhatikan oleh atasannya 
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dan sebagai timbal baliknya mereka akan memperhatikan dan berusaha 
meningkatkan kinerjanya. 
h. Fokus Pada peserta Didik. 
Kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh Kepala Sekolah adalah 
bahwa peserta didik harus dapat belajar dengan optimal.  Proses belajar harus 
menjadi perhatian utama dari Kepala Sekolah, segala fasilitas yang ada harus 
diarahkan pada kegiatan belajar peserta didik, agar peserta didik mendapat 
pelayanan yang baik. Pelayanan yang prima harus diberikan pada peserta didik, 
bukan hanya peserta didik yang normal, tetapi yang bermasalah seperti peserta 
didik yan lambat belajar (slow leaner) yang perlu diberikan pelajaran yang agak 
berbeda. Pelayanan pendidikan juga  harus diarahkan pada tersedianya sarana 
dan sumber belajar yang diperlukan peserta didik, seperti buku, alat tulis, dan 
alat olah raga, pelayanan lain berdasarkan kesehatan peserta didik, seperti 
perlunya pendidikan kesehatan sekolah dengan anggota Palang Merah Remaja 
(PMR) yang mahir dan terlatih. 
Perhatian pada peserta didik juga termasuk bagaimana memperhatikan 
motivasi belajar mereka. Peserta didik yang masih memerlukan motivasi 
bimbingan dengan menugaskan guru BP.  dibina oleh Kepala Sekolah agar taat 
bertindak sebagai counselor. Jika perlu bisa meminta bantuan pihak lain, 
misalnya perguruan tinggi yang mempunyai layanan bimbingan. Kerja sama 
antara perguruan tinggi ini akan sangat bermamfaat untuk mendapatkan 
bantuan yang tepat, terutama dalam meningkatkan gairah belajar murid. 
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i. Manajemen yang mengutamakan praktek. 
Seorang kepala sekolah harus pandai berteori dan mempraktekkan 
gagasan tersebut dalam berbagai tindakan yang nyata. usaha sistematis untuk 
menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem 
informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang 
telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-
penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk 
menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara 
paling efektif dan efisien dalam tujuan organisasi. Berdasarkan definisi 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan 
proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan 
rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan 
bahwa aktivitas yang dilakukan secara riel merupakan aktivitas yang sesuai 
dengan apa yang direncanakan.19 
Praktek adalah tindakan nyata dari seorang Kepala Sekolah dalam 
melaksanakan kepemimpinannya. Kepala Sekolah jangan hanya pandai bertiori 
akan tetapi harus malakukan berbagai tindakan nyata yang dapat menghasilkan 
sesuatu. Para bawahan sering menyebuk kelakuan pemimpin yang hanya 
                                                           
19Engkoswara dan Aan Komariah, Konsep Mutu dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 
di Indonesia(Bandung;  Penerbit Alfabet   2011).h 64 
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bertiori dengan istilah NATO (No Action Talk Only). Sebutan ini jangan sampai 
diutarakan dari diri kepala sekolah karena akan sangat tidak mengenakkan.20 
j. Gaya Kepemimpinan. 
Gaya kepemimpinan yang cocok untuk diterapkan di dalam manajemen 
pendidikan terutama ditingkat sekolah menegah dan kantor-kantor pendidikan 
adalah gaya kepemimpinan situasional. Dalam hal ini Kepala Sekolah harus 
mampu bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi tenaga kependidikan. 
Pada umumnya Kepala Sekolah menggunakan gaya gabungan antara 
pembagian tugas dan hubungan manusia. Pembagian tugas merupakan strategi 
Kepala Sekolah yang lebih mengutamakan setiap tugas dapat dilaksanakan 
dengan baik oleh masing-masing tenaga kependidikan, sedangkan gaya 
hubungan manusiawi lebih mengutamakan pemeliharaan hubungan manusiawi 
dengan masing-masing tenaga kependidikan. 
Meskipun Kepala Sekolah ingin selalu bersifat demokratis. Namun 
seringkali situasi dan kondisi menuntut untuk bersikap lain, misalnya sikap 
oteriter. Dalam hal tertentu sifat Kepemimpinan otoriter lebih tepat digunakan 
dalam pengambilan suatu keputusan. 
k. Pemamfaatan kekuasaan dan keahlian. 
Kekuasaan (power) erat sekali hubungannya dengan kepemimpinan 
(Leadership) karena keduanya merupakan alat untuk mempengaruhi orang lain. 
Dari teori tentang kekuasaan dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah 
                                                           
20Jerry H.Makawimbang, Suvervisi dan Peningkatan Mutu Pendidian. h. 68 
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“Kemungkinan dan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain”. 
Kekuasaan bisa juga berarti aktivitas dalam melaksanakan kehendak atau 
keinginan. 
French dan Raven dalam permadi membagi kekuasaan menjadi lima 
macam yaitu: 
1. Coercive Power (kekuasaan paksaan) yaitu kekuasaan atas dasar rasa 
takut atau dengan paksaan. 
2. Ekspert power (kekuasaan keahlian) yaitu kekuasaan yang bersumber 
dari suatu keahlian atau kemampuan khusus yang dimiliki seseorang. 
3. Legitimate power (Kekuasaan legitimasi) yaitu kekuasaan yang 
bersumber dari kedudukan atau jabatan baik formal maupun informal 
yang dipegang oleh seseorang. 
4. Referent power (Kekuasaan referensi) yaitu kekuasaan yang bersumber 
dari  pada sifat-sifat pribadi yang dimiliki oleh seseorang pemimpin. 
5. Reward power ( Kekuasaan penghargaan) yaitu kekuasaan yang 
bersumber dari hadiah atau penghargaan yang diberikan oleh pemimpin, 
seperti pangkat, kenaikan gaji, an lain-lain. 
Selanjutnya French dan Revan menambahkan dengan kekuasaan yang 
ke enam yaitu Information power ( Kekuasan informasi) yaitu 
bersumber dari adanya informasi yang berharga pada diri pimpinan, 
dimana sang pemimpin dianggap sebagai orang yang paling banyak 
mempunyai informasi yang diperlukan atau penting.21 
 
l. Inovatif 
Pribadi kepala sekolah yang inovatif akan tercermin dari cara bekerja 
secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, pragmatis, disiplin, serta 
adaptabel, dan fleksibel. 
- Konstruktif dimaksudkan adalah bahwa dalam meningkatkan 
profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, Kepala Sekolah harus 
berusaha mendorong dan membina setiap tenaga kependidikan agar  dapat 
                                                           
                     
21
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Madrasah,Konsep, Strategi,dan Implementasi. 
h. 86 
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dapat berkembang secara optimal dalam melakukan tugas-tugas yang 
diembangkan kepada setiap tenaga kependidikan. 
- Kreatif dimaksudkan adalah bahwa dalam meningkatkan profesionalisme 
tenaga kependidikan di sekolah, Kepala Sekolah berusaha mencari gagasan 
dan cara-cara baru dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dilakukan agar para 
tenaga kependidikan dapat memahami apa-apa yang disampaikan oleh Kepala 
Sekolah sebagai pimpinan, sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi 
dan misi sekolah. 
- Delegatif dimaksudkan adalah bahwa Kepala Sekolah berusaha 
mendelegasikan tugas kepada tenaga kependidikan sesuai dengan deskripsi 
tugas, jabatan dan kemampuan masing-masing. 
- Integratif dimaksudkan adalah Kepala Sekolah berusaha   mengintegrasikan 
semua kegiatan sehingga dapat menghasilkan sinerji untuk mencapai tujuan 
sekolah secara efektif,efesien dan produktif 
- Pragmatis dimaksudkan adalah Kepala Sekolah menetapkan kegiatan atau 
target berdasarkan kondisi dan kemampuan nyata yang dimiliki oleh setiap 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta kemampuan yang dimiliki 
sekolah. 
- Adaptabel dan fleksibel dimaksudkan adalah Kepala sekolah harus mampu 
beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi situasi baru, serta berusaha 
menciptakan situasi kerja yang menyenangkan dan memudahkan para tenaga 
kependidikan untuk beradaptasi dalam melaksanakan tugasnya. 
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- Inovatif dimaksudkan Kepala Sekolah mampu mencari, menemukan, 
dan melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah misalnya 
mengubah strategi pembelajaran, dari pola kelas tetap menjadi kelas 
bidang study sehingga bidang studi memiliki kelas tersendiri yang 
dilengkapi alat peraga dan alat-alat lainnya. 
 
B.   IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 
1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  
Istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari 
.School Based Management.. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat 
ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan 
tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. 22  Pandangan ini berarti 
Manajemen Berbasis Sekolah adalah merupakan jawaban terhadap kebutuhan 
masyarakat. Mulyasa mengatakan bahwa; 
Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi 
pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan 
pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. 
Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk 
meningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi langsung 
kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap pendidikan.23 
Nanang Fatah memberikan pengertian tentang Manajemen Berbasis 
Sekolah adalah;  
Pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan 
sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada Kepala Sekolah dan 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja 
sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan 
masyarakat. Manajemen Berbasis Sekolah mengubah sistem pengambilan 
keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan 
                                                           
22 Ibtisam Abu Duhou, School Based Management, (Jakarta:Kencana 2004) h.7 
23 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 
24 
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dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal Local 
Stakeholder.24 
Kaitan dengan Manajemen Berbasis Sekolah, Bedjo Sudjanto 
berpendapat bahwa, 
Manajemen Berbasis Sekolah merupakan model manajemen pendidikan 
yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Disamping itu, 
MBS juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang 
melibatkan langsung semua warga sekolah yang dilayani dengan tetap 
selaras pada kebijakan nasional pendidikan.25 
Jika dihubungkan antara pengertian manajemen dengan lembaga 
pendidikan berupa sekolah, maka pada hakikatnya Manajemen Berbasis 
Sekolah merupakan upaya memaksimalkan potensi dan sumber daya 
organisasi yang ada di sekolah untuk mencapai hasil dan tujuan yang telah 
ditetapkan. Dengan kata lain, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah 
model manajemen yang mendorong peningkatan otonomi, peningkatan 
partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan peningkatan mutu pendidikan 
berdasarkan perencanaan dan tujuan yang akan dicapai. Otonomi dimaksudkan 
sebagai kewenangan dan kemandirian yaitu kewenangan mengatur agar 
prioritas-prioritas pemerintah oleh sekolah dan semua aktivitas sekolah 
ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga dapat 
belajar dengan baik. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan adanya 
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sebab itu penting dalam Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) melalui komite sekolah (scool council), orang tua dan 
                                                           
24 Nanang Fatah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah 
(Bandung:Pustaka Bani Quraisy 2003) h.8 
25 Bedjo Sujanto, Mensiasati Manajemen Berbasis Sekolah di Era Krisis yang 
Berkepanjangan (Jakarta:ICW 2004) h.25 
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masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan 
demikian, masyarakat dapat lebih memahami, serta mengawasi dan membantu 
sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar dan 
mengatur kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dengan adanya pemberdayaan dalam dunia pendidikan merupakan 
cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik 
dari Kepala Sekolah, para guru, dan para tenaga kependidikan. Proses yang 
ditempuh untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan produktif tersebut adalah 
dengan membagi tanggungjawab secara proporsional kepada para guru. Dalam 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pemberdayaan dimaksudkan untuk 
memperbaiki kinerja sekolah agar dapat mencapai tujuan secara optimal, 
efektif dan efesien. 
Mulyasa, lebih lanjut mengemukakan berbagai indikator keberhasilan 
yang dapat dicapai dengan pola Manajemen Bebasis Sekolah (MBS), di 
antaranya: 
a. Akan tercipta lingkungan sekolah yang aman dan tertib. 
b. Sekolah akan memiliki visi dan target mutu yang ingin dicapai. 
c. Sekolah akan memiliki kepemimpinan yang kuat. 
d. Adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru, dan 
staf lainnya termasuk peserta didik) untuk berpretasi.  
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e. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan 
IPTEK. 
f. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek 
akademik dan administratif, dan pemamfaatan hasilnya untuk 
penyempurnaan dan perbaikan.  
a. Akan tumbuh komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua peserta didik 
dan masyarakat.26 
Apabila dicermati dari uraian diatas, menunjukkan kepada kita tentang 
berbagai cara kerja yang perlu dilakukan untuk mencapai kualitas pendidikan 
yang di inginkan, yang pada intinya memerlukan komitmen, kesungguhan dan 
kesediaan untuk bekerjasama dari semua pihak yang berkepentingan dengan 
dunia pendidikan. Karena itu, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
pada suatu sekolah, termasuk Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu sangat 
tergantung pada kesiapan kesiapan dari pihak-pihak diatas, kesiapan ini semata-
mata tidak hanya sekedar bersifat politis, tetapi yang lebih penting adalah 
kesiapan teknis untuk menjalankan pengelolaan tersebut. 
Manajemen Berbasis Sekolah   mulai diperkenalkan pada tahun 1994 
dan diuji cobakan pada tahun 1998 merupakan paradigma baru pendidikan, 
yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) 
dalam kerangka kebijakan pendidikan Nasional.Otonomi diberikan agar 
                                                           
26 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi, dan Implementasi,  
h. 107. 
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sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan 
mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah , serta lebih 
tanggap terhadap kebutuhan setempat. 
Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, 
membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan.  Dalam pada itu kebijakan 
Nasional yang menjadi kebijakan pemerintah harus pula dilakukan oleh 
sekolah. Pada sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dituntut 
secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, 
mengendalikan, pemberdayaan sumber-sumber baik kepada masyarakat 
maupun pemerintah. 
Sehubungan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Kepala 
Sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja. Dengan 
demikian, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai paradigma baru 
pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Kinerja Kepala Sekolah 
dalam kaitannya dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah segala 
upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh Kepala Sekolah dalam 
mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan 
itu, kepemimpinan Kepala Sekolah yang efektif dalam Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut ini:  
 1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses    
pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif.  
 2.  Dapat melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan.  
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 3.  Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga 
dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan 
sekolah dan tujuan pendidikan.  
 4.  Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat 
kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah.  
 5.    Bekerja dengan tim manajemen.  
 6.  Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Pidarta  mengemukakan tiga macam 
keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah untuk menyukseskan 
kepemimpinannya. Ketiga keterampilan tersebut adalah keterampilan 
konseptual, yaitu keterampilan untuk memahami dan mengoperasikan 
organisasi; keterampilan munusiawi yaitu keterampilan untuk bekerjasama, 
memotivasi dan memimpin; serta keterampilan teknik ialah keterampilan 
dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, serta pelengkapan 
untuk menyelesaikan tugas tertentu27.  
 
Lebih lanjut dikemukakan bahwa untuk memiliki kemampuan, terutama 
keterampilan konsep, kepala sekolah diharapkan melalui kegiatan-kegiaatan 
berikut:  
(1) senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari terutama dari cara kerja 
para guru dan pegawai sekolah lainnya;  
(2) melakukan observasi kegiatan manajemen secara terencana;  
(3) membaca berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang 
sedang dilaksanakan;  
(4) memanfaatkan hasil penelitian orang lain;  
(5) berpikir untuk masa yang akan datang; dan  
(6) merumuskan ide-ide yang dapat diujicobakan. Selain itu, kepala sekolah 
harus dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang efekfif sesuai dengan 
situasi dan kebutuhan serta motivasi para guru dan pekerja lain.28  
 
 
Allah berfirman dalam QS. al-Imran /3: 118 
 
 ْاُوﺬِﺨﱠَﺘﺗ َﻻ ْاُﻮﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ َِتَﺪﺑ َْﺪﻗ ْﻢﱡﺘِﻨَﻋ ﺎَﻣ ْاوﱡدَو ًﻻَﺎﺒَﺧ ْﻢَُﻜﻧُﻮْﻟَﺄﯾ َﻻ ْﻢُﻜِﻧُود ﻦ ِّﻣ ًَﺔﻧﺎَِﻄﺑ
 َنُﻮﻠِﻘَْﻌﺗ ُْﻢﺘﻨُﻛ نِإ ِتَﺎﯾﻵا ُﻢَُﻜﻟ ﺎﱠﻨﱠﯿَﺑ َْﺪﻗ َُﺮﺒَْﻛأ ْﻢُھُرُوﺪُﺻ ﻲِﻔُْﺨﺗ ﺎَﻣَو ْﻢِﮭِھاَﻮَْﻓأ ْﻦِﻣ ءﺎَﻀَْﻐﺒْﻟا         
 
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman 
kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka 
                                                           
                    
27
 M.Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h.  156 
                  28 E. Mulyasa, Manajemen  Berbasis Sekolah,Konsep,Strategik, Implementasi,   
h.126 
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tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka 
menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut 
mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar 
lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
memahaminya.29  
 
Sebagai pemimpin di sekolah, Kepala Sekolah harus sadar bahwa 
keberhasilannya bergantung pada orang lain, seperti guru dan tenaga 
kependidikan di sekolah. Oleh karena itu,  karakteristik prbadi seorang kepala 
sekolah memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan dan 
merupakan bagian dari keberhasilan atau kegagalan seorang kepala sekolah.  
a. Pengembangan kebijakan 
Kepala Sekolah yang bijaksana mengetahui apa yang diharapkan tenaga 
pendidik dan tenaga kependidikan kepadanya. Sekelompok guru di salah satu 
universitas menggunakan tehnik “ brainstorming” Untuk menjawab apakah 
yang diharapkan oleh guru terhadap kepala sekolah yang kompeten? Mereka 
menyimpulkan kebijakan yang dimaksud bahwa kepala sekolah seharusnya: 
i. Mampu bersikap tanggap 
ii. Memiliki sikap positif dan optimis 
iii. Jujur dan transparan 
iv. Berpegang teguh pada keputusan yan diambil 
v. Pengertian dan tepat waktu dalam mengunjungi kelas 
vi. Menerima perbedaan pendapat 
vii. Memiliki rasa humor 
viii. Terbuka, mau mendengar, dan menjawab pertanyaan 
ix. Memahami tujuan pendidikan 
x. Dapat diterima oleh guru 
xi. Memiliki pengetahuan tentang metode mengajar 
xii. Memiliki hubungan yang baik kepada masyarakat 
xiii. Tanggap terhadap kemampuan guru dan memberi kebebasan kerja 
xiv. Manusiawi.30 
 
 
 
                                                           
                   
29
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah,2009)h. 82 
                
30
 M.Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 155 
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b. Pengembangan budaya sekolah 
Dalam jangka panjang, pendidikan adalah proses pembudayaan. Studi 
mutakhir membuktikan bahwa budaya sekolah ( school culture ) memegang 
peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Budaya sekolah yang 
dimaksud adalah norma-norma yang berlaku dan dilaksanakan oleh warga 
sekolah, yang mampu menumbuh kembangkan kesadaran diri, watak, etos 
kerja,  disiplin kerjasama, sikap pluralitas dalam berbagai aspek kehidupan, 
kreatifitas, kepampuan berfikir kritis, solidaritas, toleransi dan daya saing anak 
didik. 
Pengembangan budaya sekolah sangat ditentukan oleh lingkungan fisik, 
lingkungan sosial, nilai-nilai yang berkembang disekolah dan keteladanan. 
Olehnya itu, penumbuhan budaya sekolah akan diiringi pengembangan 
lingkungan fisik sekolah yang bersih, rapi, sejuk, dan tenang serta lingkungan 
sosial yang damai, saling toleran tetapi disiplin dalam menegakkan aturan akan 
semua itu akan dipandu oleh keteladanan kepemimpinan sekolah dan guru. 
Budaya sekolah yang baik dengan sendirinya kondusif untuk peningkatan mutu, 
relevansi dan daya saing. 
        Penumbuhan budaya sekolah memerlukan upaya sungguh-sungguh, 
jangka panjang dan konsisten. Untuk itu, diperlukan adanya kerjasama 
antara pihak yang terkait misalnya pihak komite sekolah, dinas pendidikan 
dan pemrakarsa sekolah, agar budaya sekolah dapat melaksanakan dengan 
baik, karena budaya lingkungan sekolah yang kondusif merupakan eksistensi 
jatidiri yang perlu dipertahankan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan 
ditengah-tengah pergeseran nilai dan budaya asing yang semakin kompleks 
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dan intens menerpa anak-anak bangsa kita. Untuk menciptakan budaya dan 
lingkungan yang kondusif maka seyogyanyalah Kepala Sekolah mengambil 
langkah-langkah diantaranya: 
a. Sekolah menciptakan suasana, iklin dan lingkungan pendidikan yang 
kondusif untuk pembelajaran yang efesien dalam prosedur pelaksanaan. 
b. Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim dan lingkungan 
pendidikan: 
1. Berisi prosedur tertulis  mengenai informasi kegiatan penting 
minimun yang akan dilaksanakan; 
2. Memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang, serta 
pen jelasannya; 
3. Diputuskan oleh kepala sekolah dalam rapat dewan  pendidikan. 
c. Sekolah menetapkan pedoman tata tertib yang berisi: 
1. Tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik 
termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan 
prasarana pendidikan; 
2. Petunjuk, peringatan, dan larangan dalam perperilaku di sekolah serta 
pemberian sangsi  bagi warga yang melanggar tata tertib. 
d. Tata tertib disekolah ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan 
pendidikan dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah dan 
peserta didik. 
e. Sekolah menetapkan kode etik warga sekolah yang memuat norma 
tentang: 
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1. Hubungan sesama warga didalam lingkungan sekolah dan hubungan 
antara warga lingkungan sekolah dan hubungan antara warga dan 
lingkungan masyarakat; 
2. Sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang mematuhi 
dan sangsi bagi yang melanggar. 
f. Kode etik sekolah ditanamkan kepada seluruh warga sekolah untuk 
menegakkan etika sekolah. 
g. Sekolah perlu memiliki program yang jelas untuk peningkatan kesadaran 
beretika bagi semua warga sekolah. 
h. Kode etik sekolah yang mengatur peserta didik memuat norma untuk: 
1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya; 
2. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan; 
3. Mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi ketentuan 
pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku di 
sekolah; 
4. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni 
sosial diantara teman; 
5. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama ; 
6. Mencintai lingkungan, bangsa dan Negara; 
7. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan dan 
ketertiban, keamanan, keindahan serta kenyamanan sekolah.31 
i. Peserta didik dalam menjaga norma pendidikan perlu ada bimbingan 
dengan keteladanan, pembinaan dengan membangun kemauan, serta 
pengembangan kreatifitas dari pendidik dan tenaga kependidikan. 
j. Kode etik mengatur guru dan tenaga kependidikan memasukkan 
larangan bagi guru dan tenaga kependidikan secara perorangan maupun 
kolektif, untuk; 
1. Menjual buku pelajaran, seragam/bahan pakaian sekolah dan atau 
perangkat sekolah lainnya baik secara langsung maupun tidak 
langsung kepada peserta didik; 
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2. Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les 
kepada peserta didik; 
3. Memungut biaya dari peserta didik baik secara langsung maupun 
tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan dan undang-
undang; 
            Melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang 
mencederai integritas hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasiona. 32 
2.Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya 
pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan 
ilmu dan tehnologi dan diharafkan pula dapat dijadikan landasan dalam 
pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah suatu model yang bertolak dari 
kemampuan, kesanggupan, dan kebutuhan sekolah dengan catatan, bahwa apa 
yang dilakukan oleh sekolah harus tetap dalam lingkup kebijakan pendidikan 
nasional. Olehnya itu, Manajemen Berbasis Sekolah membolehkan adanya 
keragaman dalam pengelolaan sekolah yang didasarkan atas kekhasan dan 
kemandirian sekolah itu sendiri dengan tujuan semua kegiatan harus dikaitkan 
dengan tujuan yang akan dicapai oleh sekolah yaitu: peningkatan mutu, 
produktifitas, efektipitas, efesiensi, relevansi, inovasi dan dilakukan dengan 
prinsif-prinsif Manajemen Berbasis Sekolah diantaranya kemandirian, 
kemitraan, partisifasi, semangat kebersamaan, tanggungjawab, keterbukaan, 
keluwesan, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Pada sitim Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, 
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mengendalikan, mempertanggungjawabkan sumber-sumber baik kepada 
masyarakat maupun kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat, dan 
penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi 
orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, 
adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat 
menumbuh kembangkan suasana yang kondusif.33 
Sementara itu baik berdasarkan kajian pelaksanaan dinegara-negara lain, 
maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU 
sisdiknas NO. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat pasal 
55 ayat 1: Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis 
masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan 
agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan 
dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek yaitu: kualitas (mutu) dan 
relevansi, keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. 
a. MBS bertujuan mencapai mutu dan relevansi pendidikan yang setinggi-
tingginya, dengan tolak ukur penilaian pada hasil output dan outcome bukan 
pada metodologi atau prosesnya. Mutu dan relevansi ada yang 
memandangnya sebagai satu kesatuan substansi, artinya hasil pendidikan 
yang bermutu sekaligus yang relevan dengan berbagai kebutuhan dan 
konteksnya.  
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 h. 13. 
  
                                                                                                             70 
 
                                                                                                                         
 
b. MBS bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh 
layanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan. Dengan 
asumsi bahwa setiap anak berpotensi untuk belajar, maka MBS memberi 
keleluasaan kepada setiap sekolah untuk menangani setiap anak dengan latar 
belakang sosial ekonomi dan psikologis yang beragam untuk memperoleh 
kesempatan dan layanan yang memungkinkan semua anak dan masing-
masing anak berkembang secara optimal.  
c. MBS bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Efektifitas 
berhubungan dengan proses, prosedur, dan ketepat-gunaan semua input yang 
dipakai dalam proses pendidikan di sekolah, sehingga menghasilkan hasil 
belajar siswa seperti yang diharapkan (sesuai tujuan). Efektif-tidaknya suatu 
sekolah diketahui lebih pasti setelah ada hasil, atau dinilai hasilnya. 
Sebaliknya untuk mencapai hasil yang baik, diupayakan menerapkan 
indikator-indikator atau ciri-ciri madrasah efektif.  
d. MBS bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen. 
Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas semua yang dikerjakan 
sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya.34 
Tujuan manajemen Sekolah berdasarkan uraian di atas dapat dipahami 
dalam rangka peningkatan aspek-aspek yang berkaitan dengan keunggulan 
sekolah secara mandiri. Kemandirian dimaksud adalah pengelolaan pendidikan 
di sekolah dapat dikembangkan oleh sekolah itu dalam hal kiat-kiat 
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peningkatan mutu dan prestasi sekolah. Dalam perencanaan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) menerapkan kemandirian, kemitraan, parsitipasi, 
semangat kebersamaan, tanggungjawab, keterbukaan, keluwesan, akuntabilitas 
dan keberlangsungan merupakan pengelolaan sekolah yang dilakukan melalui 
sumberdaya untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efesien.  
Dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ada dua hal 
program inti yaitu aspek dan fungsinya yaitu: 
1. Aspek Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu; Kurikulum, tenaga 
pendidik dan kependidikan, sumberdaya manusia, peserta didik, sarana dan 
prasarana, dana dan hubungan masyarakat. 
2. Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu; Pengambilan keputusan, 
perumusan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, pengaturan ketenagaan, 
pengkomunikasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, supervisi dan 
pengendalian.35 
 
3.Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah(MBS)  
             Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah meningkatkan efisiensi, 
mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui 
keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan 
penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi 
orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, 
                                                           
                35 H.M.Nurdin Matry, Implementasi Dasa-Dasar Manajemen Pendidikan, h. 58 
                                                                                                             72 
 
                                                                                                                         
 
adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat 
menumbuh kembangkan suasana yang kondusif.36 
Sementara itu baik berdasarkan kajian pelaksanaan di negara-negara 
lain, maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU 
sisdiknas NO. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat pasal 
55 ayat 1: Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis 
masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan 
agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan 
dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek yaitu: kualitas (mutu) dan 
relevansi, keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kebebasan dan 
kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. 
Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggungjawab pengelolaan sumber 
daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat, sekolah lebih 
dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi 
pada tugas. Kekuasaan dalam mengelola sumber daya dan menyertakan 
masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme Kepala Sekolah 
dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menawarkan keleluasaan 
pengelola sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kreasi bagi 
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Kepala Sekolah, guru, dan pengelola sistim pendidikan secara profesional. Oleh 
karena itu, pelaksanaannya perlu disertai seperangkat kewajiban, serta 
menitoring dan tuntutan pertanggung jawaban yang relatif tinggi untuk 
menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban 
melaksanakan kewajiban pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat 
sekolah. Adapun pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai 
berikut: 
a. Manajemen Berbasis Sekolah Melaksanakan pencapai mutu quality dan 
relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolak ukur 
penilaian pada hasil output dan outcome bukan pada metodologi atau 
prosesnya. Mutu dan relevansi ada yang memandangnya sebagai satu 
kesatuan substansi, artinya hasil pendidikan yang bermutu sekaligus 
yang relevan dengan berbagai kebutuhan dan konteksnya.  
b. Manajemen Berbasis Sekolah melaksanakan tujuan penjaminan 
keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang 
bermutu di sekolah yang bersangkutan. Dengan asumsi bahwa setiap 
anak berpotensi untuk belajar, maka MBS memberi keleluasaan kepada 
setiap sekolah untuk menangani setiap anak dengan latar belakang sosial 
ekonomi dan psikologis yang beragam untuk memperoleh kesempatan 
dan layanan yang memungkinkan semua anak dan masing-masing anak 
berkembang secara optimal.  
c. Manajemen Berbasis Sekolah melaksanakan tujuan peningkatan 
efektifitas dan efisiensi. Efektifitas berhubungan dengan proses, 
prosedur, dan ketepat-gunaan semua input yang dipakai dalam proses 
pendidikan di sekolah, sehingga menghasilkan hasil belajar siswa 
seperti yang diharapkan (sesuai tujuan). Efektif-tidaknya suatu sekolah 
diketahui lebih pasti setelah ada hasil, atau dinilai hasilnya. Sebaliknya 
untuk mencapai hasil yang baik, diupayakan menerapkan indikator-
indikator atau ciri-ciri madrasah efektif.  
d. Manajemen Berbasis Sekolah melaksanakan tujuan peningkatan       
akuntabilitas sekolah dan komitmen. Akuntabilitas adalah pertanggung 
jawaban atas semua yang dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung 
jawab yang diperolehnya.37 
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Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang ditandai dengan otonomi 
sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap 
gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan 
efesiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. 
4. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah 
             Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah 
peningkatan otonomi sekolah, peningkatan partisipasi warga sekolah dan 
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan peningkatan fleksibilitas 
pengelolaan sumber daya sekolah.  
             Konsep ini membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) sudah sepantasnya menerapkan pendekatan 
“idiograpik” (membolehkan adanya keberbagaian cara melaksanakan 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan bukan lagi menggunakan pendekatan 
“nomotetik” (cara melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang 
cenderung seragam/konformitas untuk semua sekolah). Oleh karena itu, dalam 
arti yang sebenarnya, tidak ada satu resep pelaksanaan Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) yang sama untuk diberlakukan ke semua sekolah38.  
              Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa mengubah pendekatan 
manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah (MBS) 
bukanlah merupakan proses sekali jadi dan bagus hasilnya (one-shot and quick-
fix), akan tetapi merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus dan 
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melibatkan semua pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan sekolah. Paling tidak, proses menuju Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) memerlukan perubahan empat hal pokok berikut: 
Pertama, perlu penyempurnaan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, 
dan kebijakan-kebijakan bidang pendidikan yang ada di daerah saat ini yang 
masih mendudukkan sekolah sebagai subordinasi birokrasi kementerian 
pendidikan dan kedudukan sekolah bersifat marginal, menjadi sekolah yang 
bersifat otonom dan mendudukkannya sebagai unit utama. 
Kedua, kebiasaan (routines) berperilaku warga (unsur-unsur) sekolah perlu 
disesuaikan karena Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut kebiasaan-
kebiasaan berperilaku baru yang mandiri, kreatif, proaktif, sinergis, 
koordinatif/kooperatif, integratif, sinkron, luwes, dan professional. 
Ketiga, peran sekolah yang selama ini biasa diatur (mengikuti apa yang 
diputuskan oleh birokrat diatasnya) perlu disesuaikan menjadi sekolah yang 
bermotivasi-diri tinggi (self-motivator). Perubahan peran ini merupakan 
konsekuensi dari perubahan peraturan perundang-undangan bidang 
pendidikan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 
presiden,dan peraturan menteri. 
Keempat, hubungan antar warga (unsur-unsur) dalam sekolah, antara sekolah 
dengan Kementerian Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kementerian 
Pendidikan Provinsi perlu diperbaiki atas dasar jiwa otonomi. Karena itu 
struktur organisasi pendidikan yang ada saat ini perlu ditata kembali dan 
kemudian dianalisis hubungan antar unsur atau pihak untuk menentukan sifat 
hubungan (direktif, koordinatif atau fasilitatif)39. 
 
a.Tahap-tahap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah( MBS) 
     1. Melakukan Sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah( MBS) 
     Secara umum, garis-garis besar kegiatan sosialisasi/pembudayaan 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
a.   Baca dan pahamilah sistem, budaya, dan sumberdaya yang ada di 
sekolah secara cermat dan refleksikan kecocokannya dengan sistem, 
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budaya, dan sumberdaya baru yang diharapkan dapat mendukung 
penyelenggaraan Manjemen Berbasis Sekolah (MBS); 
b.   Identifikasikan sistem, budaya, dan sumberdaya yang perlu diperkuat 
dan yang perlu diubah, dan kenalkan sistem, budaya, dan sumberdaya 
baru yang diperlukan untuk menyelenggarakan Manajemen Berbasis 
Sekolah(MBS); 
c.   Buatlah komitmen secara rinci yang diketahui oleh semua unsur yang 
bertanggungjawab, jika terjadi perubahan sistem, budaya, dan 
sumberdaya yang cukup mendasar; 
d.   Bekerjalah dengan semua unsur sekolah untuk mengklarifikasikan 
visi, misi, tujuan, sasaran, rencana, dan program-program 
penyelenggaraan Manjemen Berbasis Sekolah(MBS); 
e.    Hadapilah “status quo” (resistensi) terhadap perubahan, jangan 
menghindar dan jangan menarik darinya serta jelaskan mengapa 
diperlukan perubahan dari manajemen berbasis pusat menjadi 
Manajemen Berbasis Sekolah(MBS); 
f.    Garisbawahi prioritas sistem, budaya, dan sumberdaya yang belum 
ada sekarang, akan tetapi sangat diperlukan untuk mendukung visi, 
misi, tujuan, sasaran, rencana, dan program-program penyelenggaraan 
Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) dan doronglah sistem, budaya, 
dan sumberdaya manusia yang mendukung penerapan Manajemen 
Berbasis Sekolah(MBS) serta hargailah mereka (unsur-unsur) yang 
telah memberi contoh dalam penerapan Manajemen Berbasis 
Sekolah(MBS); dan 
g.   Pantaulah dan arahkan proses perubahan agar sesuai dengan visi, misi, 
tujuan, sasaran, rencana, dan program-program Manajemen Berbasis 
Sekolah(MBS) yang telah disepakati. 
 
2.     Memperbanyak Mitra Sekolah 
3.  Merumuskan Kembali Aturan Sekolah, Peran Unsur-unsur 
Sekolah,   Kebiasaan dan Hubungan antar Unsur-unsur Sekolah   
4.  Menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik 
5.  Mengklarifikasi Fungsi dan Aspek Manajemen Sekolah 
6.  Meningkatkan Kapasitas Sekolah 
7.  Meredistribusi Kewenangan dan Tanggung jawab 
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   8.  Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS/RKAS),   
Melaksanakan, dan Memonitor serta Mengevaluasinya.40 
b. Partisipasi 
             Salah satu alasan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
adalah untuk membuat kebijakan atau keputusan sekolah lebih dekat 
dengan stakeholders, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan 
aspirasi stakeholders. Untuk itu, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah (stakeholders),  baik warga sekolah 
seperti guru, kepala sekolah, siswa, dan tenaga-tenaga kependidikan lainnya, 
maupun warga di luar sekolah seperti orang tua siswa, akademisi, tokoh 
masyarakat, dan pihak-pihak lain yang mewakili masyarakat yang diwadahi 
melalui komite sekolah. Saat ini, Komite     Sekolah merupakan wadah formal 
bagi stakeholders untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung 
dalam penyelenggaraan sekolah.41 
             Peningkatan partisipasi dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi 
tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki; makin besar rasa memiliki, 
makin besar pula rasa tanggungjawab; dan makin besar rasa tanggungjawab, 
makin besar pula tingkat dedikasi/kontribusinya terhadap sekolah. Inilah 
pentingnya partisipasi bagi sekolah. 
                                                           
            
40
 Jamal Ma’mur, Membangun organisasi Sekolah, h  165 
           41 H.M Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah, h. 209 
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         Partisipasi adalah proses di mana stakeholders (warga sekolah dan 
masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara 
langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan 
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pengevaluasian pendidikan 
sekolah. Diharapkan, partisipasi dapat mendorong warga sekolah dan 
masyarakat sekitar untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat 
dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian yang menyangkut kepentingan 
sekolah, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak 
langsung.42 
              Pergeseran fokus kebijakan dari pemerintah pusat dan dari 
Kementerian  pendidikan ke sekolah diharapkan proses pengambilan keputusan, 
pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan 
pengevaluasian pendidikan lebih partisipatif dan benar-benar mengabdi kepada 
kepentingan publik dan bukan pada kepentingan elite birokrasi dan politik43.  
                Dengan partisipasi aktif diharapkan mampu menjadikan 
aspirasi stakeholders sebagai panglima karena dengan Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) diharapkan mampu mengalirkan kekuasaan dari pemerintah 
pusat dan Kementerian pendidikan ke tangan para pengelola sekolah, yang 
sebenarnya sangat strategis karena pada level inilah keputusan dapat 
memperbaiki mutu pendidikan. 
                                                           
                   42 H.M Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah, h.  210 
                 43 Jamal Ma’mur Asmani, Membangun Organisasi Sekolah, h. 153 
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 Tujuan utama peningkatan partisipasi adalah untuk:  
1. Meningkatkan dedikasi dan kontribusi stakeholders terhadap 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa 
(pemikiran atau intelektualitas, keterampilan),moral,finansial,dan 
material atau barang;  
2. Memberdayakan kemampuan yang ada pada stakeholders bagi 
pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;  
3. Meningkatkan peran stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan di 
sekolah, baik sebagai advisor, supporter, mediator, controller, resource 
linker, and education provider, dan  
4. Menjamin agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-
benar mencerminkan aspirasi stakeholders dan menjadikan 
aspirasi stakeholders sebagai panglima bagi penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah.44   
 
          Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh 
sekolah dalam rangka meningkatkan partisipasi stakeholders adalah sebagai 
berikut. 
 1      Membuat peraturan dan pedoman sekolah yang dapat menjamin 
hak   stakeholders untuk menyampaikan pendapat dalam segala 
proses  pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan atau pengevaluasian pendidikan di 
sekolah. 
  2     Menyediakan sarana partisipasi atau saluran komunikasi 
agar stakeholders dapat mengutarakan pendapatnya atau dapat 
mengekspresikan keinginan dan aspirasinya melalui pertemuan umum, 
temu wicara, konsultasi, penyampaian pendapat secara tertulis, 
partisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan 
                                                           
                    44 M.Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 106 
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kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau 
pengevaluasian pendidikan di sekolah. 
 3      Melakukan advokasi, publikasi, komunikasi, dan transparansi 
kepada stakeholders. 
 4      Melibatkan stakeholders secara proporsional dengan mempertimbangkan 
relevansi pelibatannya, batas-batas yurisdiksinya, kompetensinya, dan 
kompatibilitas tujuan yang akan dicapainya45. 
         Keberhasilan peningkatan partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah dapat diukur dengan beberapa indikator berikut: 
1   Kontribusi/dedikasi stakeholders meningkat dalam hal jasa (pemikiran, 
keterampilan), finansial, moral, dan material/barang. 
2  Meningkatnya kepercayaan stakeholders kepada sekolah, terutama 
menyangkut kewibawaan dan kebersihan. 
3  Meningkatnya tanggungjawab stakeholders terhadap penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah. 
4  Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk 
peningkatan mutu pendidikan. 
5  Meningkatnya kepedulian stakeholders  terhadap setiap langkah yang 
dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu. 
6  Keputusan-keputusan yang dibuat oleh sekolah benar-benar 
mengekspresikan aspirasi dan pendapat stakeholders dan mampu 
meningkatkan kualitas pendidikan. 
 
         Sekolah adalah organisasi pelayanan yang diberi mandat oleh  masyarakat 
untuk menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya, sebab mengingat sekolah 
adalah organisasi pelayanan masyarakat, maka sekolah harus transparan kepada 
masyarakat mengenai proses dan hasil pendidikan yang dicapai.  
                                                           
                 45 H.M. Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah, h. 51 
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           Transparansi dicapai melalui kemudahan dan kebebasan masyarakat 
untuk memperoleh informasi dari sekolah. Bagi masyarakat, transparansi bukan 
lagi merupakan kebutuhan tetapi hak yang harus diberikan oleh sekolah sebagai 
organisasi pelayanan pendidikan. 
         Hak masyarakat atas informasi yang harus diberikan oleh sekolah antara 
lain: hak untuk mengetahui, hak untuk menghadiri pertemuan sekolah, hak 
untuk mendapatkan salinan informasi, hak untuk diinformasikan tanpa harus 
ada permintaan, dan hak untuk menyebarluaskan informasi. Oleh karena itu, 
sekolah harus memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap akses 
informasi sekolah atau kebebasan memperoleh informasi sekolah. Kebebasan 
memperoleh informasi sekolah dapat dicapai jika dokumentasi informasi 
sekolah tersedia secara mutakhir, baik kualitas maupun kuantitas.46 
          Pengembangan transparansi sangat diperlukan untuk membangun 
keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada sekolah, sebab dengan 
transparansi yang tinggi, masyarakat tidak lagi curiga terhadap sekolah dan 
karenanya keyakinan dan kepercayaan masyarakat  terhadap sekolah juga 
tinggi. . 
          Transparansi sekolah adalah keadaan di mana setiap orang yang terkait 
dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil 
pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Dalam konteks pendidikan, 
istilah transparansi sangatlah jelas yaitu kepolosan, apa adanya, tidak bohong, 
                                                           
               46 Jamal Ma’mur Asmani, Membangun Organisasi Sekolah, h. 154 
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tidak curang, jujur, dan terbuka terhadap masyarakat tentang apa yang 
dikerjakan oleh sekolah. Ini berarti bahwa sekolah harus memberikan informasi 
yang benar kepada masyarakat.47           
           Transparansi menjamin bahwa data sekolah yang dilaporkan 
mencerminkan realitas. Jika terdapat perubahan pada status data dalam laporan 
suatu sekolah, transparansi penuh menyaratkan bahwa perubahan itu harus 
diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang 
terkait (stakeholders). 
c. Transparansi 
        Pengembangan transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan 
keyakinan masyarakat kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi 
pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti tidak KKN 
dan berwibawa dalam arti profesional. Transparansi bertujuan untuk 
menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan masyarakat melalui 
penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam 
memperoleh informasi yang akurat. 
           Transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami 
situasi sekolah dan dengan demikian mempermudah masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Upaya-upaya 
yang perlu dilakukan dalam kerangka meningkatkan transparansi sekolah 
kepada masyarakat antara lain melalui pendayagunaan berbagai jalur 
                                                           
                 47 Jamal Ma’mur Asmani, Membangun organisasi Sekolah, h. 135 
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komunikasi, baik secara langsung melalui temu wicara, maupun secara tidak 
langsung melalui jalur media tertulis (brosur, leaflet, newsletter, pengumuman 
melalui surat kabar) maupun media elektronik (radio dan televisi lokal).48 
            Upaya lain yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan 
transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan 
informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh masyarakat ataupun 
bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, 
durasi waktu untuk mendapatkan informasi, dan prosedur pengaduan apabila 
informasi tidak sampai kepada masyarakat. 
             Sekolah perlu mengupayakan peraturan yang menjamin hak masyarakat 
untuk mendapatkan informasi sekolah, fasilitas database, sarana informasi dan 
komunikasi, dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang 
ada di sekolah maupun prosedur pengaduan. 
          Keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan oleh beberapa indikator 
berikut:  
1. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada sekolah 
bahwa sekolah adalah bersih dan wibawa,  
2.  Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah, 
3.  Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan sekolah, dan  
                                                           
                   48 Idi Subandi Ibrahim, Kecerdasan Komunikasi Kepada Publik,(Simbiosa 
Rekatama Media, Bandung 2007) hal.95 
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4.  Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di sekolah.49  
d.Akuntabilitas 
          Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberi kewenangan yang lebih 
besar kepada penyelenggara sekolah yaitu kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus sekolah, mengambil keputusan, mengelola, memimpin, dan 
mengontrol sekolah. Agar penyelenggara sekolah tidak sewenang-wenang 
dalam menyelenggarakan sekolah, maka sekolah harus bertanggungjawab 
terhadap apa yang dikerjakan. Untuk itu, sekolah berkewajiban 
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan 
sebagai konsekwensi dari mandat yang diberikan oleh  masyarakat. Ini berarti, 
akuntabilitas masyarakat akan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh 
pertanggungjawaban penyelenggara sekolah.50  
              Masyarakat sebagai pemberi mandat dapat memberi penilaian terhadap 
penyelenggara sekolah apakah pelaksanaan mandat dilakukan secara 
memuaskan atau tidak.  
          Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, masyarakat mempunyai hak untuk 
memberikan masukan, hak diinformasikan, hak untuk komplain, dan hak untuk 
menilai kinerja sekolah. 
                                                           
                   49 H.M. Nurdin Matry, Implemntasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah, h. 137 
                   50 Jerry H. Makawimbang, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan, (Penerbit 
Alfabeta, Bandung  2011) hal. 59 
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             Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan 
tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggjawaban, sebab     
pertanggung jawaban penyelenggara sekolah merupakan akumulasi dari 
keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi sekolah yang perlu 
disampaikan kepada  masyarakat atau stakeholders51.  
          Akuntabilitas kinerja sekolah adalah perwujudan kewajiban sekolah 
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 
rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 
           Akuntabilitas    meliputi     pertanggungjawaban penyelenggara sekolah 
yang diwujudkan melalui transparansi dengan cara menyebarluaskan informasi 
dalam hal:  
a. pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan,  
b. anggaran pendapatan dan belanja sekolah,  
c. pengelolaan sumberdaya pendidikan di sekolah, dan  
d. keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam  
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan52. 
           Menurut jenisnya, akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi empat 
bagian:  
                                                           
                    51 Jamal Ma’mur Asmani, Membangun Organisasi Sekolah, h. 225 
                    52 Jamal Ma’mur Asmani, Membangun Organisasi Sekolah, h. 227 
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a. akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas pilihan atas kebijakan yang 
akan dilaksanakan,  
b. akuntabilitas kinerja (product/quality accountability), yaitu akuntabilitas 
yang berhubungan dengan pencapaian tujuan sekolah,  
c. akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan 
proses, prosedur, aturan main, ketentuan, pedoman, dan sebagainya., 
dan  
d. akuntabilitas keuangan (kejujuran) atau sering disebut (financial 
accountability), yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan 
pendapatan dan pengeluaran uang (cash in and cash out). Sering kali 
istilah cost accountability juga digunakan untuk kategori akuntabilitas 
ini.53 
 
             Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya 
akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya 
sekolah yang baik dan terpercaya. 
            Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus 
mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat. Selain itu, tujuan 
akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk 
mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan 
untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada 
masyarakat atau stakeholders. 
          Untuk mengukur kinerja mereka secara obyektif perlu adanya indikator 
yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil evaluasi harus 
dipublikasikan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sansi, sebab sekolah 
dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil kinerja sekolah 
dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 
                                                           
                 53 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 147 
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           Agar sekolah memiliki akuntabilitas yang tinggi, maka perlu diupayakan 
hal-hal sebagai berikut; 
a)  Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk 
mekanisme pertanggungjawaban. Ini perlu diupayakan untuk menjaga 
kepastian tentang pentingnya akuntabilitas. 
b)  Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan 
kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang 
jelas dan tegas. 
c)  Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan 
kepada masyarakat atau stakeholders di awal setiap tahun anggaran. 
d)  Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan 
disampaikan kepada stakeholders. 
e)  Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan 
menyampaikan hasilnya kepada masyarakat atau stakeholders di akhir 
tahun. 
f)   Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pengaduan masyarakat. 
g)  Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada masyarakat yang akan 
memperoleh pelayanan pendidikan. 
h)  Memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen 
baru.54 
 
            Keberhasilan akuntabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator 
berikut, yaitu:  
a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap sekolah,  
b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai terhadap 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah,  
c. Berkurangnya kasus-kasus KKN di sekolah, dan  
d. Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan 
norma yang berkembang di masyarakat. 
                                                           
                    54 M. Ngalim Purwanto, Administrasi  dan Supervisi Pendidikan, 158 
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  5. Karakteristik dan prinsip-prinsip  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
1. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki karakter yang perlu 
dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya, karakteristik tersebut 
merupakan ciri khas yang dimiliki sehingga membedakan dari sesuatu yang 
lain. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 
a. Adanya otonomi yang luas kepada Sekolah 
b. Adanya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi 
c. Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional 
d. Adanya team work yang tinggi, dinamis dan profesional.55 
 
Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 
(MPMBS) dapat dilihat pula melalui pendidikan sistem. Hal ini didasari oleh 
pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem sehingga penguraian 
karakteristik MPMBS berdasarkan pada input, proses dan output.56 Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) dianggap memiliki tingkat efektifitas yang tinggi, 
serta dapat memberikan beberapa keuntungan seperti: 
a. Kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung 
kepada peserta didik,orang tua dan guru. 
b. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya local 
c. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik 
                                                           
                55 H.M. Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah, h.40 
56 Depdiknas, MPMBS, Konsep & Pelaksanaan ( Jakarta: depdiknas dirjen diknasmen 
direktorat SLTP, 2001), h.9 
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d. Timbulnya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, 
memberdayakan potensi dan perubahan perencanaan jika diperlukan.57 
Dalam pelaksanaan kita tidak mesti meniru secara persis model-model 
Manajemen Berbasis Sekolah dari luar, yang mestinya kita gali dari dalam 
dengan mempertimbangkan berbagai kondisi setempat seperti sejarah,georafis, 
struktur masyarakat, dan didikan yang telah berlangsung selama ini. 
 2.Prinsip-prinsip  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
1. Input Pendidikan 
Sekolah yang berhasil adalah menghasilkan keluaran yang memadai 
dalam standar prestasi akademik dan standar non akademik 
Dalam input pendidikan ini meliputi; (a) memiliki kebijakan, tujuan, dan 
sasaran mutu yang jelas, (b) sumber daya yang tersedia dan siap, (c) staf yang 
kompeten dan berdedikasi tinggi, (d) memiliki harapan prestasi yang tinggi, (e) 
fokus pada pelanggan. Manajemen input pendidikan ini dapat mengantar 
sebuah sekolah lebih maju dan kompetetif baik dalam aspek kuantitatifnya 
maupun kualitasnya. Untuk itu sekolah harus memerhatikan aspek input 
pendidikan. 
2. Proses pemberdayaan 
Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pemberdayaan  
dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah agar dapat mencapai tujuan 
secara optimal,efektif dan efesien. Pada sisi lain, untuk memberdayakan 
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 H.M Nurdin Matry,Imlementasi Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, h.38 
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sekolah harus pula ditempu upaya-upaya memberdayakan peserta didik dan 
masyarakat setempat, disamping mengubah paradigm pendidikan yang 
dimiliki oleh para guru dan kepala sekolah. 
Para guru dan Kepala Sekolah perlu lebih dahulu tahu, memahami akan 
hakikat, manfaat, dan proses pemberdayaan peserta didik. Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) sebagai proses pemberdayaan merupakan cara untuk 
membangkitkan kemauan dan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan 
mengontrol diri dan lingkungannya untuk memanfaatkan bagi kepentingan 
peningkatan kesejahteraan. 
            Dalam proses pemberdayaan terdapat sejumlah karakter yaitu; 
a) Pembelajaran yang memiliki tingkat efektifitas yang tinggi , 
b) Kepemimpinan sekolah yang kuat,  
c) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, 
d) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, 
e) Sekolah memiliki budaya mutu, 
f) Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis.58 
Sekolah adalah satuan pendidikan yang merupakan satu kesatuan yang 
sistemik, didalam terdiri dari sub sistem yang paling menentukan, rumit dan 
banyak factor yang mempengaruhinya, sehingga yang paling menentukan 
adalah factor manusianya terutama kepemimpinan sekolahnya dengan 
dukungan penuh para pendidik dan tenaga kependidikan. 
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            Dalam hubungan ini maka kesadaran akan tanggung jawab professional 
masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah dibawa 
kepemimpinan sekolah sangat menentukan mutu pendidikan dan mutu sekolah. 
3. Output Pendidikan 
Output sekolah adalah Prestasi yang dihasilkan melalui proses 
pembelajarn dan manajemen di sekolah. Pada umumnya output dapat di 
klasifikasikan menjadi dua yaitu output berupa prestasi akademik yang berupa 
NEM, lomba karya ilmiah remaja, cara-cara berfikir ( Kritis, Kreatif, Nalar, 
Rasionalog, Induktif, Deduktif dan Ilmiah. Dan output non akademik, berupa 
keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerjasama yang baik, toleransi, 
kedisiplinan, prestasi olahraga, kesenian dari para peserta didik dan sebagainya. 
Karakteristik MBS bisa diketahui juga antara lain dari bagaimana Sekolah 
dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, 
pengelolaan sumber daya manusia,dan pengelolaan sumber daya administrasi.59 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diproyeksikan untuk membentuk 
sekolah yang efektif. Sekolah yang demikian memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 
a. Memiliki harapan prestasi peserta didik yang tinggi. 
b. Tingkat efektifitas proses belajarnya berjalan dengan tinggi. 
c. Berkemandirian tinggi. 
d. Tingginya partisipasi warga sekolah dan warga masyarakat. 
                                                           
59 Depdiknas, MPMBS, Konsep & Pelaksanaan , h.29 
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e. Kuatnya  kepemimpinan kepala sekolah 
f. Aman dan tertib lingkungannya. 
g. Sangat efektif tenaga kependidikannya. 
h. Tinggi budaya mutunya. 
i. Kuat tim kerja. 
j. Tinggi keterbukaannya. 
k. Tinggi kerjasamanya. 
l. Tinggi akuntabilitasnya. 
m. Rajin melakukan evaluasinya dan perbaikan.  
n. keadaan tingkat kesiapan yang tinggi.60 
Dari karakteristik diatas, maka akan mendorong peningkatan mutu 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) khususnya masyarakat. Di samping itu, 
dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini diharapkan Sekolah dapat 
bekerja dengan koridor-koridor tertentu di antaranya sumber daya sekolah harus 
mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya yang sesuai 
dengan kebutuhan setempat. 
Secara singkat dapat ditegaskan bahwa akhir dari itu semua bermuara 
kepada mutu pendidikan. Karena itu, sekolah harus berjuang untuk menjadi 
pusat mutu (center of excelence ) dan ini mendorong masing-masing sekolah 
agar dapat menentukan visi dan misinya untuk mempersiapkan dan memenuhi 
                                                           
60 Suryo Subroto. Manajemen Pendidikan di Madrasah (Jakarta: PT Radja Grafindo 
Persada, 2004), h.205-206. 
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kebutuhan masa depan peserta didiknya.61 Berdasarkan penjelasan-penjelasan 
di atas, maka konklusi yang dapat penulis tarik adalah bahwa dalam rangka 
mengimplementasikan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini, perlu 
adanya partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua/wali peserta didik, peserta 
didik, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk institusi-institusi yang 
memiliki kepedulian terhadap pendidikan di sekolah.  
6. FAKTOR PENDUKUNG, TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM MANAJEMEN 
BERBASIS SEKOLAH (MBS) 
1. Faktor Pendukung Manajemen Berbasis Sekolah 
a. Lingkungan Internal 
           Dalam standar pengelolaan satuan pendidikan disebutkan bahwa 
setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang kode 
etik hubungan antara sesama warga didalam lingkungan satuan pendidikan dan 
hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat. Disebutkan 
bahwa pedoman kode etik dimaksud diputuskan dalam rapat dewan guru dan 
ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Rapat dewan guru 
mempertimbangkan pula dari pendapat komite sekolah, peserta didik dan 
tenaga kependidikan lainnya.  
       Sekolah menumbuhkan dan mengembangkan budaya yang kondusif 
dalam peningkatan efektifitas proses pendidikan di sekolah pada umumnya 
efektivitas pembelajaran pada khususnya yang dibuktikan oleh penerapan setiap 
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                                                                                                             94 
 
                                                                                                                         
 
aturan kode etik dan tata krama kehidupan sosial sekolah, baik yang tertulis 
maupun yang tidak tertulis, serta penataan hubungan dengan masyarakat. 
        Budaya sekolah adalah karakter atau pandangan hidup sekolah yang 
merefleksikan keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan yang dibentuk dan 
disepakati bersama oleh warga sekolah. Budaya sekolah merupakan peleburan 
unsur akal, emosi, spirit, yang kemudian diekspresikan dalam bentuk sikap dan 
perbuatan. 
           Sekolah menumbuhkan dan mengembangkan budaya antara lain: 
Pendidikan yang berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan 
belajar yang kondusif, berorientasi belajar, profesionalisme, motif berprestasi, 
hormat terhadap setiap individu warga sekolah, keadilan, kepastian, kebiasaan 
bekerja secara kolaboratif dan kolektif, kebiasaan menjadi masyarakat belajar, 
wawasan masa depan yang sama, perencanaan bersama, kolegialitas tenaga 
kependidikan sebagai pembelajaran dan kedisiplinan dan tata krama hubungan 
sosial di sekolah. 
        Kode etik hubungan internal sekolah hendaknya mempertimbangkan 
berbagai faktor budaya psikologi seperti: 
1. Tata hubungan Kepala Sekolah dengan semua warga sekolah (Guru,Tenaga 
pendidik, kependidikan dan peserta didik) hendaknya mengacu pada nilai-
nilai dasar seperti ketaqwaan,budi pekerti, tata krama, tata tertib, 
kedisiplinan, keberhasilan dan keamanan. Hal ini diperlukan agar suasana 
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kondusif di sekolah dapat terwujud, sehingga kinerja semua warga sekolah 
meningkat. 
2. Tata krama dan tata tertib di sekolah merupakan nilai dasar yang secara 
konsekuen harus dilaksanakan oleh warga sekolah untuk membentuk budi 
pekerti peserta didik sehingga berakhlak mulia.62 
                 Untuk mendukung terlaksananya tata krama dan tata tertib 
sekolah bagi peserta didik diperlukan tata krama dan tata hubungan  
Kepala Sekolah dengan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan.  
1. Kepala Sekolah sebagai pribadi 
a. Kepala Sekolah sebagai bagian dari warga sekolah mempunyai sebagai 
pendidik, manajer, administratif, superfaisor,pemimpin, pemrakarsa 
dan motivator  merupakan figur yang harus menjadi teladan bagi 
peserta didik, guru dan tenaga kependidikan di sekolah. 
b. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Kepala Sekolah hendaknya 
mengacu pada nilai-nilai dasar seperti keimanan, ketaqwaan, budi 
pekerti yang luhur serta konsekuen melaksanakan tatakrama dan tata 
tertib sekolah. 
c. Kepala Sekolah harus memiliki kepribadian yang mantap, keberanian 
moral, disiplin tinggi, kejujuran, objektif, berlaku adil, mempunyai 
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kepedulian, suka membantu, mempunyai wawasan luas dan 
berwibawa.63 
2. Hubungan Kepala Sekolah dengan guru 
a. Kepala Sekolah melakukan kerja sama yang baik dan harmonis dengan 
semua anggota Dewan Guru untuk mewujudkan sekolah yang efektif. 
Hubungan Kepala Sekolah dengan guru merupakan hubungan 
kebidanan, kemitraan dan kekeluargaan. 
b. Kepala sekolah dan guru memiliki visi yang sama dalam 
merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran, evaluasi 
belajar, melakukan analisis hasil evaluasi dan mengadakan program 
tindak lanjut program pembelajaran. 
c. Bersikap terbuka terhadap semua masukan, saran dan kritik. 
d. Membantu guru dalam mencari alternatif dan pemecahan masalah 
yang berhubungan dengan proses pembelajaran. 
e. Tidak menegur atau memarahi guru didepan guru-guru lain atau 
didepan peserta didik. 
f. Tidak berdebat sengit atau bertengkar dengan guru didepan peserta 
didik.64 
3. Hubungan Kepala Sekolah dengan Tenaga Kependidikan 
a. Kepala Sekolah sebagai administrator hendaknya dapat memberi 
contoh  dan membantu kelancaran tugas-tugas tenaga kependidikan 
administrasi. 
b. Perlu kerja sama yang baik antara kepala sekolah dengan seluruh 
tenaga kependidikan termasuk dengan petugas kebersihan sekolah. 
c. Dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di sekolah perlu 
adanya supervisi administrasi yang berkelanjutan oleh Kepala Sekolah. 
d. Dalam membuat rincian tugas tenaga kependidikan dan analisis 
pekerjaan, Kepala Kekolah bekerja sama dengan kepala tata usaha. 
4. Hubungan Kepala Sekolah dengan Peserta didik 
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                     64 M.Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h.158 
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a. Kepala Sekolah melayani kebutuhan belajar peserta didik dan 
membantu memecahkan masalah kesulitan belajar peserta didik. 
b. Memotivasi peserta didik untuk meningkatkan prestasinya baik intra  
kurikuler maupun ekstra kurikuler. 
c. Tidak memahami atau mempermalukan peserta didik didepan peserta 
didik lain atau di depan umum. 
5. Hubungan Kepala Sekolah dengan Masyarakat 
Hubungan sekolah dengan masyarakat  pada hakekatnya merupakan suatu 
sarana yang sangat beperan dalam membina dan mengembangkan 
pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah 
sebagai sitem sosial yang merupakan bagian integral dari sistem sosial 
yang lebih besar yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki 
hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau 
pendidikan secara efektif dan efesien. Hubungan sekolah dengan 
masyarakat bertujuan antara lain:  
1.   Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak   
2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan 
penghidupan masyarakat.  
3.   Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah 
dalam merealisasikan tujuan sekolah.65 
             Kepala Sekolah yang baik merupakan salah satu kunci untuk bisa 
menciptakan hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat secara 
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efektif karena harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada 
peserta didik di sekolah dan apa yang di pikirkan orang tua tentang 
sekolah. Sekolah didirikan pada hakekatnya adalah untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan pelayanan pendidikan sekolah adalah bagian 
bahkan dapat dikatakan milik masyarakat. 
Program pemimpin mutlak dimiliki oleh seorang Kepala Sekolah. 
Karena tanpa adanya program tersebut, seorang pemimpin tidak akan mampu 
memenejerial kepemimpinannya secara efektif. Karenanya seorang Kepala 
Sekolah dituntut kemampuannya untuk menyusun program kepemimpinan di 
sekolah. 
              Kepala Sekolah harus mampu menilai hasil belajar peserta didik dan 
kemampuan guru, selanjutnya menganalisa hasil bimbingan, apakah meningkat 
atau tidak setelah dilakukan pembimbingan. Selain itu kemampuan 
mengumpulkan data sumber daya pendidikan dan pembelajaran lalu 
mengolahnya harus pula di kuasai Kepala Sekolah. Allah berfirman dalam kitab 
suci al-Qur’an. 
     QS  al-An’am, /6:153 
  ُﻣ ﻲِطاَﺮِﺻ َاﺬَھ ﱠَنأَو َﺗ ْﻢُﻜﱠَﻠَﻌﻟ ِِﮫﺑ ْﻢُﻛﺎ ﱠﺻَو ْﻢُﻜِﻟَذ ِﮫِﻠﯿِﺒَﺳ ْﻦَﻋ ْﻢُﻜِﺑ َق ﱠَﺮَﻔَﺘﻓ َُﻞﺒﱡﺴﻟا اُﻮﻌِﺒﱠَﺘﺗ ﻻَو ُهُﻮِﻌﺒﱠﺗَﺎﻓ ﺎًﻤﯿَِﻘﺘْﺴ َنُﻮﻘﱠﺘ  
 
Artinya : 
Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka 
ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena 
jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu 
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.66 
                                                           
                        66 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,(Direktorat Bimbingan 
Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah. 2009)h. 200 
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Tenaga pendidik yang ada di sekolah tidak boleh dibiarkan stagnan 
begitu saja dalam menjalankan tugasnya, tapi diharapkan setiap saat 
meningkatkan kemampuannya untuk mendidik demikian pula personil  lainnya 
yang ada di sekolah. Peningkatan kecakapan ini seharusnya dibimbing oleh 
Kepala Sekolah. Maka Kepala Sekolah harus mengetahui bagaimana cara 
membimbing mereka agar mampu meningkatkan kecakapan guru. Kepala 
Sekolah menyusun laporan dan evaluasi manajerial dari seluruh warga sekolah 
yang ada di lingkungan yang dipimpinnya. 
   b. Lingkungan Eksternal 
            Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan 
suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan 
pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai 
sistem sosial yang merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih 
besar yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan yang 
sangat erat dalam pencapaian tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan 
efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian atau pamenuhan 
kebutuhan masyarakat, khusunya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, 
sekolah berkewajiban untuk memberi penjelasan tentang tujuan dan program-
program, kebutuhan serta keadaan masyarakat. Begitu juga, sekolah harus 
mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat, 
terutama terhadap sekolah. Dengan kata lain, antara sekolah dan masyarakat 
harus dibina hubungan yang harmonis. 
              Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain: 
1. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak 
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2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan 
penghidupan masyarakat. 
3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.67 
            Tujuan manajemen Sekolah berdasarkan uraian di atas dapat dipahami 
dalam rangka peningkatan aspek-aspek yang berkaitan dengan keunggulan 
sekolah secara mandiri. Kemandirian dimaksud adalah pengelolaan pendidikan 
di sekolah dapat dikembangkan oleh sekolah itu dalam hal kiat-kiat 
peningkatan mutu, prestasi sekoah dan lain-lain. Sekolah merupakan sistem 
pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat secara 
demokratis ( dari, oleh, untuk masyarakat), hubungan sekolah dengan 
masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan, 
dukungan moral, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. 
Sedangkan masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan 
inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan, berparsitifasi dalam 
pendidikan, melalui tekanan, dan tuntutan pada sekolah. Untuk kepentingan 
tersebut, dapat dilakukan berbagai tekhnik dan media misalnya,: mengadakan 
rapat atau pertemuan, surat menyurat, buku penghubung, buletin sekolah dan 
kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang bermanfaat bagi peserta didik maupun 
orang tua. 
       Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan paradigma 
manajemen pendidikan, dirasakan perlunya revitalisasi hubungan sekolah 
dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini perlu, karena sekolah perlu 
masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus 
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memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Disisi lain, 
masyarakaat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-program 
yang relevan. Jalinan sepeti itu dapat terjadi, jika kepala sekolah aktif dan dapat 
membangun hubungan yang saling menguntungkan. 
Hubungan sekolah dengan masyarakat  dimaksudkan untuk,: 
1.  Mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap sekolah 
2.  Menilai program sekolah 
3. Mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan     peserta didik 
4.  Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan disekolah dalam 
era globalisasi 
5.  Membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah 
6.  Memberitahu masyarakat tentang pekerjaan di sekolah 
7. Mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan 
program sekolah.68 
           Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, merupakan seluruh 
proses kegiatan sekolah yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan 
bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinyu untuk mendapatkan 
simpati dari masyrakat, khusus yang berkepentingan langsung dengan sekolah. 
Dengan demikian, kegiatan operasional pendidikan, kinerja dan produktifitas 
sekolah, diharapkan semakin efektif dan efesien. Pada hakikatnya, sekolah 
merupakan bagian tak terpisahkan dengan masyarakat, demikian pula hasil 
pendidikan yang berupa lulusan, akan menjadi harapan dan dambaan 
masyarakat. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh menjadi menara gading bagi 
masyarakat. 
          Kepala Sekolah yang baik adalah yang memiliki program kerja yang 
akan mengarahkan bekerja secara maksimal selama setahun. Pekerjaan yang 
tidak terprogram apalagi dalam kurung waktu satu tahun akan mendatangkan 
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hasil yang tidak memuaskan, bahkan kegagalan. Makanya perlu adanya 
kalender pendidikan yang akan dijadikan acuan dalam membuat program, 
sehingga program tidak melebihi hari-hari efektif. Selain itu kecakapan 
memotivasi seluruh yang dipimpinnya menjadi syarat yang tidak boleh 
dinafikan oleh kepala sekolah. Keterlibatan semua unsur untuk mendukung dan 
memotivasi bisa pula dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler. 
a) Administrasi kesiswaan 
(1) Buku pendaftaran peserta didik baru dan foto copy STTB; 
(2) Buku mutasi peserta didik; 
(3) Buku klapper; 
(4) Buku induk; 
(5) Buku daftar hadir/persentase peserta didik dan rekapitulasinya; 
(6) Buku daftar kelas/legger/kumpulan nilai; 
(7) Papan absen kelas; 
(8) Administrasi OSIS; 
(9) Dokumen penyerahan STTB, dll69. 
Masalah administrasi kesiswaan disiapkan beberapa buku secara 
parsial. Yakni buku pendaftaran peserta didik baru dan foto copy STTB, buku 
mutasi peserta didik, buku klapper, buku induk, buku daftar hadir, buku daftar 
kelas, legger/kumpulan nilai. Diadakan pula papan absen, administrasi OSIS, 
dokumen penyerahan STTB dll. 
b) Administrasi ketenagaan 
(1) Pendayagunaan ketenagaan; 
(2) Masalah yang berkaitan dengan DP3; 
(3) Daftar urut kepangkatan (DUK); 
(4) Mutasi kepangkatan; 
(5) Pengembangan ketenagaan; 
(6) Usaha kesejahteraan pegawai; 
(7) Tata tertib kerja.70 
                                                           
69Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam 
Sekolah pada Umum dan Supervisi pada Madrasah , h. 83. 
70 Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam 
Sekolah pada Umum dan Supervisi pada Madrasah   h. 84. 
17Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam 
Sekolah pada Umum dan Supervisi pada Madrasah  h. 85. 
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Bidang administrasi ketenagaan yang perlu diperhatikan adalah 
pendayagunaan ketenagaan, masalah yang berkaitan dengan DP3, DUK, mutasi 
kepangkatan, mpengembangan ketenagaan, UKP dan tata tertib kerja. 
c) Administrasi perlengkapan kerja 
(1) Pencatatan penerimaan; 
(2) Pencatatan pembelian; 
(3) Penggunaan dan pemanfaatan; 
(4) Pemeliharaan dan perawatan; 
(5) Pemutihan/penghapusan; 
(6) Gedung bangunan.71 
Bagian administrasi perlengkapan kerja adalah hal urgen pula 
diperhatikan. Misalnya pencatatan penerimaan, pembelian, penggunaan dan 
pemanfaatan,pemeliharaan dan perawatan, penghapusan dan pencatatan gedung 
bangunan. Semua pencatatan tersebut adalah bukti penting yang harus 
diperlihatkan bagi mereka yang memerlukan bukti-bukti fisik tersebut, sehingga 
tidak ada satupun catatan perlengkapan yang akan diada-adakan. Artinya 
semuanya transparan dan tuntas masalahnya.  
d) Administrasi keuangan 
(1) Pengurusan keuangan; 
(2) Kelengkapan yang diperlukan dalam tata usaha keuangan; 
(3) Pencatatan keuangan.72 
Administrasi keuangan merupakan administrasi yang paling rentan 
terinfeksi masalah. Sebab salah menulis satu angka jumlah rupiah saja sudah 
menjadi masalah yang akan mengancam pencatatnya atau yang berkompeten 
                                                                                                                                                          
 
 
            72 Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam 
Sekolah pada Umum dan Supervisi pada Madrasah  h. 85. 
19 Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam 
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mengurus administrasi keuangan ini. Ancaman tersebut bisa berupa pidana 
karena divonis menggelapkan uang yang ditanganinya. 
e) Administrasi pelaksanaan ujian 
(1) Kesesuaian data peserta ujian; 
(2) Kehadiran peserta ujian; 
(3) Kehadiran panitia penyelenggara; 
(4) Kehadiran keamanan sekolah/madrasah; 
(5) Kelengkapan sarana penunjang; 
(6) Pengolahan nilai; 
(7) Laporan hasil ujian.73 
Administrasi pelaksanaan ujian juga sangat penting, sebab 
ketidaksesuaian peserta ujian bisa mendatangkan masalah yang pelik untuk 
diselesaikan. Demikian pula dengan laporan hasil ujian yang tidak tepat, 
menjadi pekerjaan yang melelahkan. 
f) Administrasi penerimaan peserta didik baru; 
Administrasi penerimaan peserta didik baru ini menjadi hal yang 
penting, karena mampu menunjang keberhasilan penerimaan peserta didik. 
Keberhasilan bisa ditunjukkan jika dalam mengaministrasikan seluruh berkas-
berkas penerimaan dengan baik, maka peserta didik baru merasa nyaman 
terlayani yang berujung pada ketertarikan terhadap sekolah tersebut. 
 
1. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat; 
2. Administrasi kelembagaan; 
3. Administrasi KKG/MGMP; 
4. Administrasi laboratorium; 
5. Administrasi perpustakaan; 
6. Administrasi surat menyurat; 
7. Administrasi keterampilan.74 
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Jenis dan kegiatan administrasi sebagaimana tersebut di atas adalah 
bagian dari supervisi manajerial. Pelaksanaan supervisi disesuaikan dengan 
kondisi lapangan dan bidang tugas kepala sekolah yang bersangkutan yang 
diatur oleh para guru dan tenaga kependidikan beserta semua stake kholder 
yang terlibat disekolah. 
Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa kemampuan adalah 
kecakapan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan mampu 
memanfaatkan tenaga orang lain untuk kelancaran tugas-tugas. 75  Ada tiga 
bidang yang harus diperhatikan dalam melaksanakan proses manjerial : 
(1) Kemampuan teknis dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik 
dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu yang 
diperoleh dari pengalaman pendidikan; 
(2) Kemampuan tanpa menyerah atau pantang mundur dalam bekerja 
dengan melalui orang lain, yang mencakup pemahaman tentang 
motivasi dan penerapan kepemimpinan yang efektif; 
(3) Kemampuan konseptual yang diterapkan untuk memenuhi konsep 
organisasi penyusuaian bidang gerak unit kerja kedalam bidang operasi 
organisasi secara menyeluruh.76 
 Berdasarkan ketiga indikator tersebut di atas, maka dapat dimengerti 
bahwa manajemen adalah bidang pengetahuan yang disusun secara sistematis, 
terarah, terencana, bekerjasama mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. 
Kegiatan kepengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, 
merupakan proses dimana pemimpin dapat memastikan aktifitas aktual sesuai 
yang direncanakan. Merencanakan tujuan pokok merupakan salah satu sasaran 
untuk mencapai tujuan yang dapat diinginkan dalam kepemimpinan. 
 
                                                           
75Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Cet. X; Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2003), h. 41. 
                76 H.M. Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah, h. 135 
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2. Faktor Tantangan Manajemen Berbasis Sekolah 
a. Internal   
Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan inti sekolah dan 
pengelolaannya merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen 
sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Manajemen kurikulum dan 
kegiatan pembelajaran mencakup, kegiatan perencanaan dan pengembangan 
bagaimana merealisasikan serta menyesuaikan kurikulum tersebut dengan 
kegiatan pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah, karakteristik peserta 
didik, potensi daerah, kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat. 
Manajemen Berbasis Sekolah harus mampu mengembangkan skenario 
pembelajaran, agar semua mata pelajaran mendukung tercapainya Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL). Kepala Sekolah harus mampu memimpin para 
guru dalam mengembangkan pembelajaran kearah tercapainya SKL. Guru 
Pembina mata pelajaran harus sadar tentang peran mata pelajarannya dalam 
mewujudkan SKL yang semua ini merupakan paradigm baru dalam 
pembelajaran, yang sangat berbeda dengan sebelumnya dimana arah 
pembelajaran teratas pada penguasaan materi ajar saja dan ini merupakan 
tantangan yang tidak ringan bagi Kepala Sekolah. 
Dalam standar pengelolaan satuan pendidikan disebutkan bahwa setiap 
satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang kopde etik 
hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan 
hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat. Disebutkan lebih 
lanjut bahwa pedoman kode etik dimaksud diputuskan dalam rapat dewan guru 
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dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Rapat dewan guru 
mempertimbangkan pula pendapat dari komite sekolah, peserta didik dan 
tenaga kependidikan lainnya.77  Sekolah menumbuhkan dan mengembangkan  
budaya yang kondusif  bagi peningkatan efektifitas proses pendidikan di 
sekolah pada umumnya dan efektifitas pembelajaran pada khususnya yang 
dibuktikan oleh penerapan setiap aturan kode etik dan tata krama kehidupan 
sosial sekolah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta penataan 
hubungan dengan masyarakat. 
Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tidak mungkin 
dilakukan sekaligus, akan tetapi perlu pengtahapan sesuai dengan kondisi sosial 
masyarakat serta mempertimbangkan faktor giografis, demografis, budaya 
setempat dan potensi dasar sekolah. Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) sekolah sepantasnya menerapkan pola pendekatan” idigrafik”, 
yakni memberikan kebebasan dalam cara melaksanakannya. 
Dalam pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  
perlu dilaksanakan secara bertahap, paling tidak melalui tiga tahap, yaitu jangka 
pendek(tahun pertama sampai dengan tahun ketiga), Jangka menengah(tahun 
keempat sampai tahun keenem), jangka menengah(setelah tahun keenam). 
 
Program jangka pendek perlu diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan 
yang tidak memerlukan perubahan yang mendasar terhadap aspek-aspek 
pendidikan.  Perlu juga ditekankan bahwa sosialisasi dan pelatihan mempunyai 
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 H.M. Nurdin Matri, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah, h.  201 
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peran penting, karena Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memerlukan 
perubahan sikap dan perilaku tenaga kependidikan dan masyarakat yang selama 
ini top-down. Jika masyarakat dan sekolah telah memahami hak dan kewajiban 
masing-masing, perubahan-perubahan mendasar tentang aspek-aspek 
pendidikan dapat dilakukan, sebagai strategi jangka menengah dan jangka 
panjang dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Mengingat 
prioritas jangka pendek memerlukan strategi yang segera dapat ditindak lanjuti, 
perlu diidentifikasi secara rinci kegiatan dan program yang perlu dipersiapkan. 
Program dan kegiatan jangka pendek dapat dipilih dengan 
mempertimbangkan alasan-alasan berikut: 
1. Baik sekolah maupun masyarakat, pada saat ini diyakini belum 
mengenal prinsif-prinsif Manajemen Berbasis Sekolah Secara rinci. 
Oleh karena itu, perlu disosialisasikan agar mereka memahami hak 
dan kewajiban masing-masing. 
2. Pengalokasian dana langsung ke sekolah harus menjadi prioritas 
utama dalam melaksanakan otonomi sekolah, yang selama ini 
memperoleh dana melalui birokrasi yang kompleks dan mengikat. 
3. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memerlukan 
tenaga yang profesional, minimal mampu mengelola dan mengerti 
prinsif-prinsifnya. Selama ini tenaga yang ada, baik di tingkat 
sekolah maupun di tingkat pengawas memerlukan peningkatan 
keterampilan dan pengembangan profesi. Oleh karena itu, diperlukan 
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suatu pelatihan agar dana yang dialokasikan secara langsung tersebut 
mampu dikelola sesuai dengan prinsif Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS). 
4. Kurangnya otonomi Kepala Sekolah dalam mengelola keuangan, dan 
perlunya peningkatan kemampuan manajemen kepala sekolah, 
mengisyaratkan bahwa Kepala Sekolah perlu menjadi prioritas utama 
dalam memperoleh pelatihan. 
                 Tugas Kepala Sekolah selaku pemimpin yaitu membantu para guru 
mengembangkan kesanggupan-kesanggupan mereka secara maksimal dalam 
menciptakan suasana sekolah hidup sehat yang mendorong pendidik, 
kependidikan, tenaga administrasi, murid, orang tua siswa, masyarakat untuk 
menyatukan kehendak, fikiran dan tindakan dalam kegiatan kerja sama yang 
efektif bagi tercapainya tujuan sekolah. 
               Demikian juga, tanggung jawab tenaga guru dalam fungsi 
kependidikannya tidak dapat dikatakan kecil jika diberi kesempatan, 
membimbing dan diberi jalan untuk mengembangkan kesanggupan-
kesanggupannya itu. Peranannya didalam kelas dan dalam proses pelaksanaan 
administrasi tidak kurang pentingnya. Belum lagi untuk membuat murid-
muridnya belajar secara efektif, guru harus mengkondisikan kelasnya untuk 
kegiatan belajar dan mengoordinasi kegiatan-kegiatan menjadi suatu 
keseluruhan yang berarti seperti: 
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a. Merencanakan dengan kelompok-kelompok murid tentang tujuan yang 
akan dicapai kelompok serta kegiatan-kegiatan yang diperlukan. 
b. Mengumpulkan sumber-sumber, bahan, alat, dan perlengkapan yang 
dibutuhkan, dan menilai kemajuan-kemajuan yang dicapai siswa. 
c. Di luar kelas mengambil bagian yang penting pula dalam perencanaan, 
pekerjaan-pekerjaan kelompok guru secara keseluruhan dan dalam 
kondisi kegiatan yang beraneka ragam yang dilakukan guru dalam 
lingkungan sekolah. 
Demikianlah seorang guru, walaupun tidak biasa disebut pemimpin 
pendidikan tapi pada hakikatnya juga melakukan fungsi-fungsi administrasi 
pendidikan yang meminta sifat kepemimpinan yang bermutu, termasuk 
didalamnya kesanggupan untuk memberi pertimbangan, kecakapan untuk 
membantu orang-orang dalam merumuskan masalah-masalah untuk mendorong 
dan mengkoordinasi kegiatan siswa, serta kesanggupan untuk menilai 
kemajuan-kemajuan kearah tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. 
Seiring dengan perkembangan pendidikan saat ini, maka kewajiban dan 
tanggung jawag pemimpin pendidikan dalam hal ini, Kepala Sekolah 
mengalami perkembangan dan perubahan pula, adapun perubahan itu dibagi 
menjadi tiga aspek: 
1). Perubahan dalam tujuan, 
2).Perubahan dalam scope ( luasnya tanggung jawab dan kewajiban) 
3) Perubahan dalam sifatnya 
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Ketiga aspek tersebut sangat berhubungan erat dan sukar untuk 
dipisahkan satu dari yang lain. Adanya perubahan dalam tujuan pendidikan, 
mengubah juga scope atau luasnya tanggung jawab yang harus dipikul dan 
dilaksanakan oleh para pemimpin pendidikan. Hal ini pula, mengubah 
bagaimana sipat-sifat kepemimpinan yang harus dijalankan sehingga dapat 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
          Sekolah merupakan sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang di 
tengah-tengah masyarakat secara demokratis ( dari, oleh, untuk masyarakat), 
hubungan sekolah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi 
kepentingan pembinaan, dukungan moral, dan pemanfaatan masyarakat sebagai 
sumber belajar. Sedangkan masyarakat dapat mengetahui berbagai hal 
mengenai sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan 
kebutuhan, berparsitifasi dalam pendidikan, melalui tekanan, dan tuntutan pada 
sekolah. Untuk kepentingan tersebut, dapat dilakukan berbagai tehnik dan 
media misalnya : mengadakan rapat atau pertemuan, surat menyurat, buku 
penghubung, buletin sekolah dan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang 
bermanfaat bagi peserta didik maupun orang tua. 
          Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan paradigma 
manajemen pendidikan, dirasakan perlunya revitalisasi hubungan sekolah 
dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini perlu, karena sekolah perlu 
masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus 
memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Disisi lain, 
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masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-program 
yang relevan. Jalinan sepeti itu dapat terjadi, jika Kepala Sekolah aktif dan 
dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan. 
Hubungan sekolah dengan masyarakat  dimaksudkan untuk,: 
4. Mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap sekolah 
5. Menilai program sekolah. 
6. Mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi 
kebutuhan peserta didik. 
7. Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan disekolah 
dalam era globalisai. 
8. Membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap 
sekolah. 
9. Memberitahu masyarakat tentang pekerjaan di sekolah. 
10. Mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan 
peningkatan program  sekolah. 
 
            Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, merupakan seluruh 
proses kegiatan sekolah yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan 
bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinyu untuk mendapatkan 
simpati dari masyrakat, khusus yang berkepentingan langsung dengan sekolah.   
Dengan demikian, kegiatan operasional pendidikan, kinerja dan produktifitas 
sekolah, diharapkan semakin efektif dan efesien. Pada hakikatnya, sekolah 
merupakan bagian tak terpisahkan dengan masyarakat, demikian pula hasil 
pendidikan yang berupa lulusan, akan menjadi harapan dan dambaan 
masyarakat. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh menjadi menara gading bagi 
masyarakat. 
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b. Harapan Masyarakat yang Terlibat dalam Proses Pengembangan 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
Sistim pendidikan nasional yang sudah tertata melalui UU No.20 Tahun 
2003 diharapkan memiliki kemampuan untuk merespon berbagai tuntutan 
akibat digelindingkannya reformasi dan globalisasi pada semua lini. Pada 
tingkat nasional pendidikan dituntut untuk mempersiapkan Sumber daya 
Manusia (SDM) Indonesia yang bermutu dan memiliki kemampuan untuk 
bersaing serta bekerjasama dalam kanca global dan pasar bebas. Pada tingkat 
daerah, otonomi daerah mempunyai misi untuk memberdayakan masyarakat 
dan potensi daerah secara optimal, serta meningkatkan kemampuan daerah 
dalam menghadapi persaingan regional, nasional, dan global.78 
Dalam Masyarakat demokratis, sekolah seyogyanya dapat dijadikan  
sebagai pelopor dan pusat perkembangan bagi perubahan-perubahan 
masyarakat di dalam bidang-bidang kehidupan ekonomi, kebudayaan, 
tekhnologi dan sebagainya, ketingkat yang lebih tinggi. Jadi dalam hal ini, 
bukan sekolah yang harus mengekor secara pasif kepada perkembangan  
masyarakat akan tetapi sekolahlah justru harus mempelopori bagaimana dan 
kemana masyarakat itu harus dikembangkan. Seperti pernah dikemukakan oleh  
Bactiar Rifai dan Sudarmadi. dalam ulasan mengenai sekolah pembangunan 
yang telah dirintis di Indonesia bahwa “ Sekolah Pembangunan harus dapat 
memenuhi persyaratan sbb: 
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      1. Sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup, sekolah hendaknya 
mempunyai dwi fungsi : mampu memberikan pendidikan formal dan 
juga memberikan pendidikan non formal, baik untuk para pemuda 
maupun untuk para orang dewasa pria dan wanita; 
     2. Sekolah hendaknya mempunyai kurikulum, metode mengajar, serta 
evaluasi dan program yang menyenangkan, merangsang dan cocok 
dengan tujuan pendidikan. 
3. Sekolah hendaknya merupakan bagian integral dari masyarakat 
sekitarnya dan berorientasikan kepada pembangunan dan kemajuan. 
4. Sekolah hendaknya mempunyai mekanisme untuk menjamin 
terpeliharanya dialog yang kontinyu antara sekolah, orang tua siswa, dan 
masyarakat begitu juga intra sekolah dan antar sekolah.”79 
Dari apa yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa,  berbeda 
dengan sekolah-sekolah tradisional, seperti yang kita miliki sekarang ini, 
sekolah pembangunan lebih merupakan community center atau lebih spesifik 
lagi, “ pusat kegiatan belajar masyarakat” walaupun tidak tertutup kemungkinan 
untuk memakai fasilitas-fasilitasnya untuk rekreasi, balai budaya, ataupun 
pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat anggota masyarakat di sekitarnya.  
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       Banyak orang mengartikan hubungan kerja sama sekolah dan 
masyarakat itu dalam pengertian sempit. Mereka beranggapan bahwa hubungan 
kerja sama itu hanyalah dalam hal mendidik anak belaka. Padahal, hubungan 
kerja sama sekolah dan masyarakat mengandung arti yang lebih luas dan 
mencakup beberapa bidang. Sudah barang tentu yang ada hubungannya dengan 
bidang-bidang pendidikan siswa dan bidang pendidikan masyarakat pada 
umumnya. 
            Penulis berpendapat bahwa hubungan kerja sama sekolah dan 
masyarakat itu dapat digolongkan menjadi tiga jenis hubungan yaitu: 
1. Hubungan edukatif yaitu hubungan kerja sama dalam hal mendidik 
antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. 
2. Hubungan kultural yaitu usaha kerja sama antara sekolah dan 
masyarakat yang kemungkinan adanya saling membina dan 
mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. 
3. Hubungan intitusional yaitu hubungan kerja sama antara sekolah dengan 
lembaga-lembaga instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun 
lembaga pemerintah.80 
           Adanya hubungan sekolah dan masyarakat ini dimaksudkan agar proses 
belajar yang berlaku di sekolah mengalami perubahan, dari proses belajar 
dengan cara “menyuapi”dengan bahan pelajaran yang telah dicerna dari guru, 
menjadi proses belajar inovatif, yaitu belajar “tisipotoris dan partisipatoris”.     
                                                           
                  80 M.Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan,  h. 194 
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Proses belajar yang inovatif ini, tidak hanya “belajar memecahkan masalah” 
tetapi justru yang lebih penting adalah mengidentifikasi, mengerti dan bila perlu 
merumuskan kembali masalah itu. Anak- anak dididik untuk berpartisipasi 
dalam arti luas di dalam kehidupan masyarakat yang akan datang tempat 
mereka akan hidup dan terlibat di dalamnya setelah mereka dewasa. 
C. Upaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Mengatasi Tantangan  
Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah  (MBS) 
  a.Membangun Komunikasi  yang  Baik  dengan  Pihak   Sekolah   dan     
Masyarakat.                 
            Untuk mencapai tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), upaya-
upaya yang perlu dilakukan oleh Kepala Sekolah, membangun komunikasi 
yang baik dalam rangka mengatasi hambatan pelaksanaan tujuan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) adalah meningkatkan partisipasi masyarakat 
diantaranya  sebagai berikut: 
(1).Membuat peraturan dan pedoman sekolah yang dapat menjamin 
hak   masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam segala 
proses  pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengevaluasian pendidikan di sekolah. 
(2). Menyediakan sarana partisipasi atau saluran komunikasi 
agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya atau dapat 
mengekspresikan keinginan dan aspirasinya melalui pertemuan umum, 
temu wicara, konsultasi, penyampaian pendapat secara tertulis, partisipasi 
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secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, 
perencanaan, pelaksanaan, dan  pengevaluasian pendidikan di sekolah. 
(3).Melakukan pendekatan, publikasi, komunikasi, dan transparansi 
kepada masyarakat. 
(4). Melibatkan masyarakat secara proporsional dengan mempertimbangkan 
relevansi pelibatannya, batas-batas yurisdiksinya, kompetensinya, dan 
kompatibilitas tujuan yang akan dicapainya. 
             Sekolah adalah organisasi pelayanan yang diberi mandat oleh 
masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya. Mengingat 
sekolah adalah organisasi pelayanan masyarakat, maka sekolah harus 
transparan kepada masyarakat mengenai proses dan hasil pendidikan yang 
dicapai. Transparansi dicapai melalui kemudahan dan kebebasan masyarakat 
untuk memperoleh informasi dari sekolah. Bagi masyarakat, transparansi bukan 
lagi merupakan kebutuhan tetapi hak yang harus diberikan oleh sekolah sebagai 
organisasi pelayanan pendidikan. 
    Hak masyarakat atas informasi yang harus diberikan oleh sekolah antara lain:  
a. hak untuk mengetahui, hak untuk menghadiri pertemuan sekolah, hak 
untuk mendapatkan salinan informasi, 
b.  hak untuk diinformasikan tanpa harus ada permintaan, dan  
c. hak untuk menyebarluaskan informasi. 81 
                                                           
                     81 Jerry H. Makawimbang, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan,  h. 200 
                                                                                                             118 
 
                                                                                                                         
 
            Oleh karena itu, sekolah harus memberikan jaminan kepada masyarakat 
terhadap akses informasi sekolah atau kebebasan memperoleh informasi 
sekolah. Kebebasan memperoleh informasi sekolah dapat dicapai jika 
dokumentasi informasi sekolah tersedia secara mutakhir, baik kualitas maupun 
kuantitas. 
  Pengembangan transparansi sangat diperlukan untuk membangun 
keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Dengan transparansi 
yang tinggi, masyarakat tidak lagi curiga terhadap sekolah dan karenanya 
keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah juga tinggi. . 
Sekolah dan keadaan di mana setiap orang yang terkait dengan 
kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan 
keputusan dan kebijakan sekolah. Dalam konteks pendidikan, istilah 
transparansi sangatlah jelas yaitu kepolosan, apa adanya, tidak bohong, tidak 
curang, jujur, dan terbuka terhadap masyarakat tentang apa yang dikerjakan 
oleh sekolah. Ini berarti bahwa sekolah harus memberikan informasi yang benar 
kepada masyarakat. Transparansi menjamin bahwa data sekolah yang 
dilaporkan mencerminkan realitas. Jika terdapat perubahan pada status data 
dalam laporan suatu sekolah, transparansi penuh mensyaratkan bahwa 
perubahan itu harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada 
semua pihak yang terkait (stakeholders). 
Pengembangan transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan 
dan keyakinan masyarakat Kepada Sekolah bahwa sekolah adalah organisasi 
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pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti tidak KKN 
dan berwibawa dalam arti profesional. Transparansi bertujuan untuk 
menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan masyarakat melalui 
penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam 
memperoleh informasi yang akurat. 
a. Menyusun Program Perencanaan 
            Penyusunan Program Perencanaan sekolah perlu disusun dan 
direncanakan agar masyarakat memahami situasi sekolah dan dengan demikian 
mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam kerangka 
penyusunan perencanaan sekolah kepada masyarakat antara lain melalui 
pendayagunaan berbagai jalur komunikasi, baik secara langsung melalui temu 
wicara, maupun secara tidak langsung melalui jalur media tertulis. 
             Upaya lain yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam perencanaan  
sekolah adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan 
informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh masyarakat ataupun 
bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, 
durasi waktu untuk mendapatkan informasi, dan prosedur pengaduan apabila 
informasi tidak sampai kepada masyarakat. 
             Sekolah perlu mengupayakan peraturan yang menjamin hak masyarakat 
untuk mendapatkan informasi sekolah, fasilitas database, sarana informasi dan 
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komunikasi, dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang 
ada di sekolah maupun prosedur pengaduan. 
             Keberhasilan perencanaan sekolah ditunjukkan oleh beberapa indikator 
berikut:  
(1) Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada sekolah 
bahwa sekolah adalah bersih dan wibawa,  
(2) Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah,  
(3)Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan sekolah, dan  
(4) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di sekolah.  
             Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberi kewenangan yang lebih 
besar kepada penyelenggara sekolah yaitu kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus sekolah, mengambil keputusan, mengelola, memimpin, dan 
mengontrol sekolah. Agar penyelenggara sekolah tidak sewenang-wenang 
dalam menyelenggarakan sekolah, maka sekolah harus bertanggungjawab 
terhadap apa yang dikerjakan. Untuk itu, sekolah berkewajiban 
mempertanggung jawabkan kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan 
sebagai konsekwensi dari mandat yang diberikan oleh  masyarakat. Ini berarti, 
akuntabilitas masyarakat akan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh 
pertanggung jawaban penyelenggara sekolah. Masyarakat sebagai pemberi 
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mandat dapat memberi penilaian terhadap penyelenggara sekolah apakah 
pelaksanaan mandat dilakukan secara memuaskan atau tidak.  
            Masyarakat mempunyai hak untuk memberikan masukan, hak 
diinformasikan, hak untuk komplain, dan hak untuk menilai kinerja sekolah. 
Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan 
menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada masyarakat 
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 
pertanggjawaban. Pertanggung jawaban penyelenggara sekolah merupakan 
akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi sekolah 
yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Pelaksanaan kinerja sekolah adalah 
perwujudan kewajiban sekolah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan 
atau kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 
 Pertanggung jawaban penyelenggara sekolah yang diwujudkan melalui 
transparansi dengan cara menyebarluaskan informasi dalam hal:  
(a) Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan,  
(b) Anggaran pendapatan dan belanja sekolah,  
(c) Pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah, dan  
(d) Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai   
      tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan. 
           Menurut jenisnya, akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi 4:  
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(1) Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas pilihan atas kebijakan yang 
akan dilaksanakan,  
(2) Akuntabilitas kinerja (product/quality accountability), yaitu akuntabilitas 
yang berhubungan dengan pencapaian tujuan sekolah,  
(3) Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan 
proses,  prosedur, aturan main, ketentuan, pedoman, dan sebagainya.,  
(4) Akuntabilitas keuangan (kejujuran) atau sering disebut (financial 
accountability), yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan 
pendapatan dan pengeluaran uang (cash in and cash out). Sering kali 
istilah cost accountability juga digunakan untuk kategori akuntabilitas 
ini.82 
c.  Melakukan Evaluasi 
              Tujuan utama evaluasi adalah untuk mendorong terciptanya 
pelaksanaan dan tanggung jawab kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat 
untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah 
harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja 
kepada masyarakat. Selain itu, tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk 
menilai kinerja sekolah dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan 
masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk 
                                                           
                      82 Departemen Agama RI,Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah,(Direktorat 
Jenderal Kelembagaan Agama Islam) h. 106 
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mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada 
masyarakat. 
               Untuk mengevaluasi kinerja sekolah secara obyektif perlu adanya 
indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil evaluasi 
harus dipublikasikan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. 
Sekolah dikatakan memiliki tanggungjawab tinggi jika proses dan hasil kinerja 
sekolah dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
           Agar sekolah memiliki kepercayaan yang tinggi, maka perlu diupayakan 
hal-hal sebagai berikut. 
a)  Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem pelaksanaan termasuk 
mekanisme pertanggung jawaban. Ini perlu diupayakan untuk menjaga 
kepastian tentang pentingnya evaluasi. 
b)  Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan 
kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang 
jelas dan tegas. 
c)  Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan 
kepada masyarakat di awal setiap tahun anggaran. 
d)  Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan 
disampaikan kepada stakeholders. 
e)  Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan 
menyampaikan hasilnya kepada masyarakat / stakeholders di akhir tahun. 
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f)   Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pengaduan masyarakat. 
g)  Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada masyarakat yang akan 
memperoleh pelayanan pendidikan. 
h)  Memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen 
baru.83 
d.   Melakukan Pelaporan 
                Keberhasilan kepemimpinan dapat diukur dengan beberapa indikator 
berikut, yaitu:  
(a) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap sekolah,  
(b) Tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai terhadap 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah,  
(c) Berkurangnya kasus-kasus KKN di sekolah, dan  
(d) Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan 
norma yang berkembang di masyarakat.  
          Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model 
pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) 
lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas / keluwesan-keluwesan 
Kepada Sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah 
(guru, siswa, Sepala Sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh 
masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya.), untuk meningkatkan mutu 
sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
                                                           
                      83 Departemen Agama RI, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, h. 105 
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               Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan 
tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan 
kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah serta masyarakat 
atau stakeholder yang ada. (Catatan: MBS tidak dibenarkan menyimpang dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku). 
D.Kerangka Konseptual 
 Masalah pokok yang akan dibahas dalam tesis ini adalah  kepemmpinan 
Kepala Sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu yang dilakukan di Madrasah Tsanwiyah Ganrang 
Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Yang dikorelasikan dengan 
penyelenggaraan pendidikan. 
 Kemudian pembahasan mengacu pada teori-teori kepemimpinan dan 
manajemen pendidikan, dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang 
variabel-variabel yang akan diteliti secara profesional, serta usaha-usaha 
meningkatkan hasil belajar peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Ganrang 
Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.  
 Gambaran tersebut yang diuraikan dalam kerangka pikir ini, tidak 
dimaksudkan untuk meletakkan konsep-konsep pemikiran lebih dahulu 
(apriori) untuk menilai apakah sistem kepemimpinan yang dilaksanakan kepala 
sekolah di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten 
Jeneponto selama ini sudah layak untuk membangun kompetensi dan 
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meningkatkan sasaran (output) pendidkan di Madrasah Tsanawiyah Ganrang 
Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
 Jika dilihat dari kawasan pembahasan yang akan dituangkan lebih lanjut 
maka dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Gambaran Kepemimpinan Kepala Sekolah di Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
2. Gambaran Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
3. Faktor pendukung, penghambat dalam  kepemimpinan Kepala Sekolah 
serta solusi mengatasi hambatan pada pencapaian sasaran output 
pendidikan dalam kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten 
Jeneponto sejak berdirinya merupakan suatu wadah pembinaan potensi peserta 
didik untuk memacu dari peningkatan prestasi menuju kepada tecapainya tujuan 
pembangunan nasional. Tentunya dalam pengelolaan lembaga pendidikan 
tersebut menggunakan suatu bentuk manajemen yang mungkin tetap akan 
mengacu pada prinsip peningkatan hasil belajar peserta didik, sehingga mampu 
bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya melalui bentuk program unggulan 
yang di prioritaskan di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto. 
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Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual ini, secara skematis dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
                                      Skema Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al-Qur’an dan 
Hadis 
 Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 
Landasan yuridis : 
1. UUD RI 1945 
2. UU No.32 Tahun 2004 
3. PP.RI No.25 Tahun 
2000 
4. PERMENDIKNAS RI 
No.38 Tahun 2007 
5. UU No. 20 Tahun 2003 
6. PP No. 19 Tahun 2005 
7. KEPMENDIKNAS RI 
No.24 Tahun 2007 
8. PERMENAG No.16 
Thn 2010 
 
Tanggung 
jawab Kepala 
Sekolah 
Faktor 
pendukung 
dan 
Tantangan 
Upaya -Upaya 
 
MBS 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A.Jenis dan Lokasi Penelitian 
    1.Jenis Penelitian 
         Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis 
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 
memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan 
sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta antara fenomena yang 
dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.1 
         Penelitian  deskriptif kualitatif dalam tesis ini adalah penulis 
mendeskripsikan secara faktual dan sistematis mengenai kepemimpinan Kepala 
Sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
     2.Lokasi Penelitian 
              Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jeneponto Kecamatan Turatea 
dengan menjadikan Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu sebagai fokus 
penelitian. Adapun yang menjadi pertimbangan sehingga peneliti menetapkan 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 
sebagai lokasi penelitian adalah: 
                                                           
1 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Bandung: 
RemajaRosdakarya, 2000), h. 14. 
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a. Setelah penulis menelusuri, belum ditemukan penelitian yang membahas 
tentang masalah yang akan diteliti; 
b. Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu adalah salah satu sekolah yang 
berstatus swasta. menurut sumber Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
berdiri sejak tahun tujuh puluhan  beropersi sebagai tempat belajar agama 
Islam bagi masyarakat sekitar hingga pada awal delapan puluhan berubah 
status menjadi Madrasah Tsanawiyah sampai sekarang. 
c. Penulis ingin mengetahui sejauh mana  kepemimpinan Kepala Sekolah 
melalui Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) pada Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
B.PendekatanPenelitian 
          Dalam menelaah tesis ini, penelitian ini menggunakan berbagai macam 
pendekatan antara lain: 
      Pendekatan normatif teologis 
            Pendekatan ini mendudukkan Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber nilai 
sekaligus sebagai landasan operasional dalam  kepemimpinan Kepala Sekolah 
melalui Manajemen berbasis sekolah (MBS). Hal ini di maksudkan untuk 
menjadikan ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw,sebagai pedoman 
utama kepemimpinan dalam setiap aktivitas kehidupan, tata cara menjadi 
pemimpin yang baik seperti yang pernah di contohkan Nabi sebagai seorang 
Rasul. 
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        Pendekatan Sosiologis 
              Pendekatan ini juga digunakan pada saat melihat interaksi edukatif 
yang terbina antara guru dengan kepemimpinan Kepala Sekolah, dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalnya sehingga dapat tercipta suasana yang  
nyaman,  harmonis dan kundusif dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah 
dengan sesuai manajemen pembelajaran. 
       Pendekatan Psikologis 
           Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan mendalami berbagai 
gejala psikologis dari kepemimpinan Kepala Sekolah, tenaga kependidikan, 
guru dan peserta didik, baik pada saat evaluasi, supervisi dari sisi perlengkapan 
berlangsungnya pembelajaran maupun setelah selesainya pembelajaran. 
        Pendekatan budaya. 
          Pendekatan budaya  adalah  Pendekatan dengan melakukan deskrifsi 
berdasarkan pada nilai kepercayaan dan norma masyarakat yang berlaku pada 
suatu lingkungan tertentu khususnya yang berkaitan dengan pembahasan 
penelitian. 
C.Sumber Data  
Data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu: 
     Sumber data primer 
          Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti 
dari objek penelitian di lapangan. Dalam memperoleh data ini, peneliti 
berhadapan langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat, 
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agar peneliti dalam melakukan pengelolaan data tidak kesulitan. Sumber data 
primer dalam tesis ini adalah data yang berkaitan langsung dengan 
kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, 
mengenai hal ini peneliti mewawancarai kepala Kementrian Agama, kepala 
seksi mapenda, pengawas, tenaga pendidik dan kependidikan, komite sekolah, 
ketua yayasan, tokoh pendidik,  peserta didik dan Orang tua/ wali peserta didik. 
           Sumber  data sekunder.  
           Sumber data sekunder adalah yang berhubungan dengan kondisi obyektif 
Kepala Sekolah dan guru pada Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini berhubungan dengan 
kepemimpinan Kepala Sekolah seperti program-program pengajaran, program 
Kepala Sekolah, keadaan guru, pegawai, dan data-data prestasi yang sering di 
raih peserta didik. 
D.Metode Pengumpulan Data 
          Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik sebagai 
berikut: 
Observasi 
             Joko Subagyo dalam Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa: 
“Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 
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mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian 
dilakukan pencatatan”.2 
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara 
langsung. Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati 
kondisi obyektif Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu dan mencatat berbagai 
data yang ada untuk keperluan pembahasan. Observasi ini menggunakan 
lembaran yang tidak diberikan kepada responden, tetapi digunakan sendiri oleh 
peneliti untuk merekam data pada saat observasi. 
Wawancara 
              Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka untuk 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan.3 Penulis melakukan kegiatan wawancara langsung terhadap sumber 
data, yakni Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan dan sumber data 
pendukung lainnya yaitu komite sekolah ketua yayasan, tenaga pendidik, wakil 
kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik. 
              Wawacara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan 
dalam pedoman yang telah disiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan 
penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu lebih lanjut untuk 
                                                           
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XIII; 
Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 227. 
3Cholid Narbukodan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian(Cet. IV; Jakarta: Bumi 
Aksara, 2002), h. 83. 
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mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang 
telah diberikan. 
Dokumentasi               
            Penulis mengumpulkan data dengan cara menghimpun dari dokumen-
dokumen resmi, seperti halnya dokumen tentang Kepala Sekolah, guru, prestasi 
kerja, dan laporan tertulis lain yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini. 
E.Instrumen Penelitian 
               Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument adalah peneliti 
sendiri. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menentukan dan 
menetapkan fokus penelitian, memiliki informan sebagai sumber data, 
melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 
data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. 4   Adapun instrumen yang 
digunakan peneliti adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan 
catatan dokumentasi. 
F .Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
              Data yang telah dikumpulkan di lapangan diolah dengan analisis 
kualitatif dan dipadukan dengan data pustaka. Penelitian ini berlangsung 
bersamaan dengan proses pengumpulan data melalui tiga tahapan, yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan verifikasi.5 Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan 
                                                           
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. 11; Bandung: 
Alfabeta, 2010), h. 222. 
5Rachmad Ida, Metode Analisis Isi, Penelitian Kuantitatif, Edisi Revisi (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2001), h. 169. 
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dengan mencocokkan dan membandingkan data dari berbagai sumber, baik 
sumber lisan (wawancara) tulisan (pustaka, dokumentasi) dan angket maupun 
observasi.6 
             Reduksi data, yaitu data yang sudah dikumpulkan kemudian dicermati, 
diedit, dipilih antara data  yang diperlukan dengan data yang tidak diperlukan. 
Secara rinci reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses 
pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan 
transformasi data dari data yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan 
mulai dari awal hingga akhir pengumpulan data. 
               Penyajian data, yaitu data yang sudah diedit dan diorganisi secara 
keseluruhan. Data yang sifatnya kuantitatif seperti jumlah guru, program kerja 
kepala sekolah, dilampirkan  dalam bentuk tabel.  Sedangkan data yang sifatnya 
kualitatif seperti jumlah guru, jumlah siswa, sikap, perilaku, dan pernyataan 
disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. 
                 Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan terhadap data yang 
telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan ini peneliti membuat kesimpulan 
yang terbuka, baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang 
telah dibuat untuk menemukan tema yang sesuai dengan fokus dan tujuan 
penelitian. 
 
                                                           
6Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 
h. 172. 
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G.Pengujian Keabsahan Data 
                Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 
menghindari data yang tidak valid. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya 
jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan 
data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk 
kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan perbandingan 
terhadap data yang ada. Triangulasi data dilakukan dan digunakan untuk 
pengujian keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.7 
                Triangulasi dengan menggunakan sumber yaitu dengan cara 
membandingkan dan menguji kembali derajat kepercayaan suatu informasi 
yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang ada. 
Triangulasi dengan menggunakan metode yaitu dengan cara membandingkan 
hasil data observasi dengan data dari hasil wawancara, sehingga dapat 
disimpulkan kembali untuk memperoleh derajat dan sumber sehingga menjadi 
data akhir autentik sesuai masalah pada penelitian ini. 
                  Triangulasi dengan menggunakan waktu yaitu dengan melakukan 
pengecekan wawancara, observasi atau metode lain dalam waktu dan situasi 
                                                           
7Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33. 
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yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah 
penelitian.8 
Pengecekan keabsahan data yang dilakukan peneliti adalah membandingkan 
data yang telah terkumpul dari responden utama yakni kepemimpinan Kepala 
Sekolah, dan tenaga kependidikan serta responden pendukung seperti orang tua 
peserta didik, peserta didik itu sendiri dari hasil data observasi dan wawancara 
tersebut diambil suatu kesimpulan dan menghasilkan data yang valid.  
   
 
                                                           
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif; Kualitatif, dan 
R&D (Cet. XI; Bandung: 2010), h. 273-274. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Deskripsi Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto 
Lokasi penelitian di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto adalah merupakan Madrasah dibawah naungan 
yayasan Pendidikan Islam Turatea, yang terletak kurang lebih 110 Km ke arah 
selatan kota Makassar  tepatnya di Dusun Ganrang Batu Utara Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto  dan berjarak 5 Km ke arah utara pusat 
pemerintahan Kabupaten Jeneponto, berdiri sejak tahun 1970  dan beroperasi 
pada tahun 1976, pada awal berdirinya yayasan pendidikan Islam Turatea hanya 
berupa  tempat pengajian non formal bagi masyarakat setempat kemudian 
berkembang menjadi Diniyatul Ula dan Diniyatul wustha Pendidikan di 
Madrasah ini berlangsung diwaktu sore hari, dengan berkat dukungan dari 
berbagai pihak baik itu pemerintah daerah maupun tokoh-tokoh masyarakat 
yang ada maka pihak pengelola yayasan tergerak hati  menjadikan pendidikan 
formal. Pada awal tahun 1976 membuka Pendidikan Guru Agama (PGA) 
setelah berlangsung beberapa tahun kemudian pada awal tahun 1980 status 
Pendidikan Guru Agama (PGA) beralih menjadi Madrasah Tsanawiyah sampai 
sekarang. 
Namun dalam tulisan ini yang menjadi bahan kajian adalah tingkatan 
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Madrasah Tsanawiyahnya yang tentunya dikorelasikan dengan  kepemimpinan 
Kepala Sekolah Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
selengkapnya untuk mengetahui lebih jelas sejarah Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, maka akan diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Sejarah singkat Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto. 
Dalam perjalanan sejarahnya  Madrasah ini tergolong cukup tua dan 
sudah banyak mencetak Alumni yang tersebar dipenjuru tanah air. Dengan 
keikhlasan dan motivasi yang begitu tinggi dan semangat membangun yang 
cukup besar maka Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto berkembang  yang di nahkodai atau dipimpin oleh kepala 
madrasah secara berturut-turut yaitu: KH. Muh. Natsir dg Guling. A.Md (1970-
1991). H.Samuddara.BA (1991-1993).H. Muda Sitaba. (1993-1996) Muh. Ilyas 
(1996-1998), H.Sahariah (1998-2005) Rohani.S.Ag.MM.(2005 - hingga 
sekarang). 
              Mengingat sejarah persekolahan di Indonesia sudah dimulai sejak 
jaman penjajahan dengan segala permasalahannya. Sejak Indonesia merdeka, 
ekspektasi negara, masyarakat, dan keluarga terhadap sekolah sedemikian 
besar, sehingga setiap pemerintahan di negara ini selalu menjadikan isu 
pendidikan dan sekolah menjadi sentral untuk menunjukkan kepada masyarakat 
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bahwa negara sangat “concern” dalam rangka legitimasi pemerintahannya. 
Dengan disahkannya UU Sisdiknas tahun 2003, terjadi pergeseran paradigma 
pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik. Pasal 51 UU Sistem 
Pendidikan Nasional No. 20//2003 menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 
dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip 
manajemen berbasis sekolah/madrasah”.1  
                Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan konsep pengelolaan 
sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era 
desentralisasi pendidikan.Manajemen berbasis sekolah (MBS) diharapkan 
mampu menjawab tantangan jaman dan ekpektasi negara, masyarakat, serta 
keluarga terhadap sekolah.Kajian ini dimaksudkan untuk menyambut 
desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan pemerintah, agar sekolah yang 
selama ini dikontrol ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak dalam 
mengelola sumber dayanya, sehingga mutunya dapat ditingkatkan. Lebih 
kongkretnya, pembahasan ini berusaha menampilkan suatu alternatif model 
sekolah yang manajemennya dikelola di tingkat sekolah atau biasa disebut 
dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Namun dalam kondisi 
persekolahan saat ini, upaya mewujudkan model Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) yang ideal tidaklah mudah karena terbatasnya sumber daya. Karena 
kondisi tersebut, maka diajukan pencapaian tujuan Manajemen Berbasis 
                                                           
                 1H.M. Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan,(Makassar; 
YPM, Aksara Madani 2009) h. 31 
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Sekolah (MBS) secara bertahap yang dibagi ke dalam strategi jangka pendek, 
menengah, dan panjang. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi 
yang lebih besar tersebut, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah 
terhadap tuntutan masyarakat, juga dapat dipakai sebagai sarana Improving 
school efficiency. Argumentasinya ialah, krisis ekonomi yang melanda 
Indonesia berdampak luas terhadap pendidikan terutama pada dua segi; 
pertama, mengurangi kemampuan pemerintah menyediakan dana yang cukup 
untuk pendidikan, dan kedua, menurunkan kemampuan orang tua dalam 
membiayai pendidikan anaknya. Dengan melibatkan masyarakat dalam 
pengelolaan sekolah maka beban pemerintah dapat berkurang. Di samping itu, 
berkurangnya liku-liku birokrasi dalam prinsip desentralisasi juga mendukung 
efisiensi sekolah. Mengikutsertakan Kepala Sekolah dan guru dalam 
pengambilan keputusan sekolah, dapat mendorong rasa kepemilikan yang tinggi 
dari warga sekolah terhadap sekolahnya. Hal ini pada akhirnya mendorong 
mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada secara efisien untuk 
mencapai hasil yang optimal.2 
Keberadaan Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto memberikan kontribusi terhadap pembangunan di bidang 
pendidikan Islam yang semakin kompetitif. Hal ini penting untuk tetap menjaga 
eksistensi dan kelayakan sebagai lembaga pendidikan. 
                                                           
                 2 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategik, dan Implementasi.( 
Cet. VI; Bandung Rosdakarya, 2009) h.115 
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Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah di bidang  
kepemimpinan Kepala Sekolah melalu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu berupaya untuk mengimplementasikan 
setiap kebijakan pendidikan yang digariskan oleh pemerintah di bidang  
Pendidikan Agama Islam . 
 
Kekuatan kepemimpinan Kepala Sekolah yakni Kepala Sekolah 
bersama perangkatnya sangat mewarnai keberhasilan pengelolaan sekolah 
dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuju kemandirian, 
kemitraan, partisipasi keterbukaan dan akuntabilitas seperti yang diharafkan 
dalam pasal 49 PP 19 Tahun 2005 “bahwa pendidikan adalah pilar utama 
pengembangan sumber daya manusia, baik secara fisik maupun mental”. 
Pendidikan yang berkualitas saat ini akan sangat menentukan kualitas masa 
depan bangsa. Dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka  strategi 
yang paling jitu sebenarnya adalah meningkatkan mutu sekolah dalam berbagai 
aspeknya, melalui pengelolaan teknis pendidikan, pengelolaan administrasi dan 
pemamfaatan secara optimal seluruh sumber daya yang dimiliki mulai dari 
sarana dan prasarana, keuangan, ketenagaan, waktu,  stakeholders, dan lain-
lain.  Sekolah adalah satuan pendidikan yang merupakan satuan kesatuan yang 
sistimatik, didalamnya terdiri atas sub-sub sistem yang saling menentukan, 
rumit dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Sehingga yang sangat 
menentukan adalah faktor manusianya terutama kepemimpinan sekolahnya 
dengan dukungan penuh para pendidik dan tenaga kependidikan. 
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Itulah sebabnya, maka dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 
tentang sistim pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (2) dinyatakan bahwa 
Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: 
a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 
kreatif dinamis dan dialogis. 
b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 
pendidikan. 
c. Memberi teladan dan nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai 
dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.3 
Dengan memaksimalkan setiap potensi yang ada seperti dengan 
menerapkan kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS), yang bertujuan untuk menjadikan pengelolaan pendidikan 
yang lebih bermutu dan berkualitas peningkatan mutu dan daya saing dalam 
pembangunan pendidikan nasional akan memberikan dampak luas pada 
terwujudnya eksistensi insan-insan Indonesia lebih mandiri dan mampu 
bersaing didalam konteks pergaulan yang semakin mengglobal terkhusus di 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
Perumusan visi dan misi Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto dilaksanakan melalui rapat pertemuan antara 
pihak sekolah  dan komite, serta pengurus yayasan dalam rangka penyusunan 
kurikulum 2013 pada Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu. 
                                                           
       3 H.M.Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, h. 55 
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Adapun rumusan visi Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto adalah: "Menjadikan Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu menjadi Madrasah yang unggul melalui pembelajaran ilmu 
keislaman, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermutu tinggi, bagi 
pengembangan kemampuan pribadi peserta didik berdasarkan watak tauhid dan 
berjiwa islami". 
Berdasarkan pada rumusan visi tersebut, kemudian dirumuskan misi 
sekolah yaitu: 
Misi: 
1. Menyelenggarakan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler dan 
extrakurikuler melalui kepemimpinan yang baik dan intensif. 
2. Melaksanakan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan untuk 
mengembangkan kompetensi guru dan prestasi peserta didik. 
3. Melaksanakan kegiatan praktek pengamalan ajaran Agama Islam dan 
pembiasaan bekerja keras, sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan 
pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Sekolah yang ingin dijadikan sebagai Sekolah yang berprestasi sebaiknya 
melaksanakan misi seperti yang tersebut di atas, Yakni pelaksanaan dan 
pengelolaan yang transparan dan objektif. Sebab penerimaan yang tidak 
memenuhi syarat tersebut hanya akan menghasilkan peserta didik yang lemah, 
khususnya lemah dalam segi Iman dan Taqwa. Penerimaan peserta didik yang 
tidak transparan merupakan tindakan awal pendidikan yang tidak benar kepada 
calon peserta didik.Sebab mereka sudah menyadari bahwa ternyata berbuat 
curang atau tidak berbuat jujur sah-sah saja. 
Sekolah menginginkan pula SDM yang handal, khususnya ketika tamat 
dari sekolah tempatnya menimba ilmu tersebut. Salah satu cara untuk 
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mewujudkannya adalah dengan menerapkan disiplin terhadap seluruh 
komponen yang ada, bukan hanya kepada siswa. Staf, guru, tenaga 
kependidikan dibawa kendali kepemimpinan Kepala Sekolah harus 
disiplin.Fakta menunjukkan bahwa SDM yang handal itu selalu terwujud pada 
mereka yang mau disiplin dalam seluruh aktifitas dalam kehidupannya. 
Bimbingan belajar di Sekolah sangat membantu dalam mendongkrak 
prestasi peserta didik.Dalam hal ini adalah bimbingan belajar yang jujur dan 
transparan, bukan bimbingan yang berorientasi pada besarnya gaji yang 
dijanjikan kepada para pembimbingnya tetapi berorientasi pada peningkatan 
kemampuan maksimal kepada peserta didik. 
Melaksanakan pelatihan peningkatan kualitas guru dan tenaga 
kependidikan secara berkala.Sebab diyakini bahwa manusia itu adalah makhluk 
yang berkembang. Sehingga salah satu cara yang efektif untuk 
mengembangkan kualitasnya adalah dengan melatihnya sesuai dengan 
kecakapan yang dimilikinya. Peningkatan kecakapan guru dan tenaga 
kependidikanakan berimplikasi positif terhadap pembangunan SDM peserta 
didik. 
Ada hal perlu diperhatikan adalah penghayatan terhadap ajaran agama 
dan budaya positif (membangun).Penghayatan terhadap agama dan budaya 
merupakan bagian dari peningkatan kualitas Iman dan Taqwa. 
Sarana dan prasarana yang memadai di sekolah merupakan penunjang 
prestasi siswa yang sangat penting. Sarana dan prasarana yang tidak lengkap 
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apalagi tidak nyaman akan berkonsekwensi terhadap penurunan semangat dan 
minat belajar peserta didik. Karena tidak semangat mengikuti pelajaran akan 
menyebabkan penyerapan pelajaran menjadi apatis bahkan menurun yang 
berujung pada lemahnya kualitas peserta didik. 
Pelatihan seni budaya dan semacamnya terhadap peserta didik juga akan 
semakin meningkatkan kualitas mereka. Sebab pelajaran seni yang bertumpu 
pada hapalan dan tes-tes tertulis saja tidak mampu memberikan nilai yang 
signifikan terhadap peserta didik.  Pelajaran itu akan bermanfaat maksimal 
ketika mampu diterapkan dalam bentuk praktek (psikomotorik) dan itulah 
sebenarnya yang sangat diharapkan oleh pendidikan saat ini. 
Sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik dan guru sebagai ibu 
bapaknya maka lingkungan sekolah sebaiknya ditata dan dijaga agar asri, aman 
dan nyaman. Taman-taman dan halaman perlu diperindah dengan menata dan 
membersihkan dan menghijaukan dengan berbagai tanaman. Sekolah  yang 
bersuasana demikian membuat peserta didik merasa nyaman dan badan segar. 
Suasana demikian menjadikan penghuninya betah khususnya peserta didik. Jika 
mereka betah dengan lingkungannya maka akan menimbulkan kesenangan 
untuk belajar. Sekolah yang bersuasana sebaliknya praktis peserta didik selalu 
mau lari dari sekolah khususnya ketika belajar, karena mereka merasa tidak 
nyaman, sehingga yang terpikirkan bagi mereka adalah keindahan-keindahan 
dan kenyamanan di luar Sekolah. Jika demikian keadaannya, sulit bagi pihak 
Sekolah untuk mewujudkan lulusan yang berprestasi yang siap mandiri. 
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Sekolah yang gagal menerapkan kepemimpinan adalah Sekolah yang 
menerapkan manajemen “tukang sate”. Artinya segala pekerjaan mulai dari 
Kepala Sekolah sampai tukang sapu (cleaning service) dilakukan oleh kepala 
Sekolah. Tentunya gaya seperti ini berakhir dengan kegagalan Sekolah secara 
total. Jika Sekolah sudah dianggap gagal dalam manajemen praktis tidak 
mampu menghasilkan sekolah yang berprestasi.Karenanya harus diterapkan 
manajemen partisipatif yang melibatkan semua unsur Sekolah. 
Administrasi merupakan tulang punggung sebuah sekolah. Sekolah yang 
tidak terarah, tidak tertib dan tidak terencana administrasinya maka Sekolah  
tersebut tidak mampu berdiri sendiri. Bantuan dari pihak lain selalu 
mengharafkan apa yang dibutuhkannya, maka setiap saat untuk membantunya 
tetap berdiri atau tampil sebagai sekolah yang bersifat apatis. Karena menafikan 
bantuan dari luar sekolah tersebut tidak bisa bergerak mencapai yang 
diinginkannya. Olehnya itu, administrasi yang terencana, tertib dan terarah 
mutlak terlaksana dengan baik dalam sebuah sekolah. Tanpa pelaksanaan 
administrasi demikian maka sulit untuk mencapai sekolah yang berprestasi. 
Tujuan: 
Pada akhir tahun pelajaran 2013/2014 Madrasah Tsanawiyah Ganrang 
Batu dapat: 
1. Memperoleh selisih NUM (gain score achievement): 0,65  
2. Peningkatan mutu akademik dengan menaikkan KKM sebesar 0,65dan 
peningkatan nilai rapor 
3. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan, di antaranya,  
PAKEM, serta layanan bimbingan dan konseling 
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4. Memperoleh juara 1 pidato 3 bahasa tingkat Kabupaten 
5. Memperoleh juara 1 lomba seni baca tulis Alqur’an tingkat kabupaten. 
6. Membekali 85% siswa mampu mengoperasikan komputer 
7. Membekali 100 % siswa mampu membaca dan menulis Al Qur'an 
8. Membiasakan 100% siswa melaksanakan sholat berjama~~‘ah 
9. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, nyaman dan kondusif 
untuk belajar 
10. Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium IPA dan 
komputer. 
2. Keadaan guru dan pegawai 
Di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten 
Jeneponto, terdapat 20 orang guru, 3 orang staf tata usaha, 1 orang pustakawan 
dan 1 orang teknisi laboratorium komputer. Untuk tenaga guru secara rinci 
dapat  dilihat menurut tingkat pendidikan dan statusnya pada tabel berikut. 
Tabel 1. Karakteristik guru berdasarkan status pendidikan 
No Pendidikan Tertinggi Jumlah 
Guru Tetap Guru Tidak Tetap 
1. S2 1 __- 
2. S1 24      - 
3. Jumlah 25      - 
Sumber: Profil Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, 2015 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa sebahagian besar guru Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu, telah berkualifikasi Sarjana (S1), bahkan di 
antaranya ada 1 orang guru yang berkualifikasi magister (S2), sehingga sangat 
memungkinkan berprakarsa mengembangkan diri dengan berorientasi terhadap 
kebutuhan masyarakat dengan teraplikasinya Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS). 
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3. Keadaan siswa 
Keadaan siswa Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu pada tiga tahun 
terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 2. Data siswa dan kelulusan 
Tahun Jumlah Siswa Jumlah Tamatan Ket.  
Pelajaran Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah  
2012/2013 14 23 37 11 20 31  
2013/2014 15 23 38 16 28 44  
2014/2015 22 51 73 12 26  38  
Sumber: Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, 2015. 
 
Pada penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2014/2015, daya tampung 
siswa Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten 
Jeneponto semakin besar, karena tiga tahun sebelumnya hanya menerima satu 
kelas, sedang pada tahun pelajaran 2014-2015 mampu menampung dua kelas 
siswa baru, ini menunjukkan bahwa animo dan kepercayaan masyarakat untuk 
menyekolahkan anaknya di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu semakin 
tinggi. Hal tersebut dapat terlihat pada statistik penerimaan siswa baru dalam 
tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3. Daya tampung siswa, Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Ratio Pendaftar 
Tahun     Jumlah Pendaftar Jumlah Siswa Baru
 Diterima          Pelajaran 
 Lk Pr Jml Lk Pr Jml % ) 
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20012/2013 42 74 129 11 20 31 0,98 
2013/2014 41 72 113 16 28 44 0,69 
2014/2015 51 97 148 13 26 38 1,1 
Sumber: Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, 2015 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto setiap tahun Jumlah pendaftarnya 
semakin meningkat, padahal terdapat sekolah sederajat yang berdekatan dengan 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, namun dalam penerimaan siswa baru 
dibatasi mengingat bahwa Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu adalah 
Madrasah lama dan mempunyai alumni yang siap bersaing di sekolah yang 
jenjangnya lebih tinggi. Olehnya itu, dari pihak yayasan memberikan batasan 
penerimaan siswa baru dengan cara waktu pendaftaran dibatasi dan 
penyaringan siswa baru, mengingat terbatasnya ruangan kelas yang tiap tahun 
dibolehkan menerima sebanyak satu kelas. 
Hingga tahun 2014, prestasi akademik siswa Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu cukup meningkat secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari 
tingkat kelulusan para siswa cukup baik dan persentase siswa tidak lulus praktis 
tidak ada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4. Peserta Ujian Akhir Nasional Tahun 2014 
 
Jumlah 
Peserta 
Peserta Ujian 
Lulus Tidak Lulus Tidak Ikut 
L P Jml L P Jml% L P Jml% L P Jml% 
13 26 38 13 26 38 00.00 00.00 0 0 0.0 0.0 
Sumber: Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, 2014 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil ujian nasional siswa Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu  memiliki rata-rata yang cukup baik serta nilai 
standar deviasi yang cukup kecil. Namun demikian, beberapa mata pelajaran 
memiliki Range yang cukup besar, seperti mata pelajaran Bahasa Inggris, 
Bahasa Indonesia dan Matematika yang tentunya pelajaran Agama yang paling 
terdepan dalam peningkatan nilai rata-rata tiap tahun. Artinya penyebaran nilai 
sangat menyolok. Hasil ujian seperti yang telah ditampilkan pada tabel 
sebelumnya, menunjukkan bahwa siswa yang tidak luluspraktis tidak ada.  
4. Keadaan sarana dan prasarana 
 
Secara umum Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu memiliki sarana 
yang cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari tabel barikut: 
Tabel 5. Keadaan sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Jenis Ruang 
Jumlah 
Ruang 
Was Kondisi Ruangan 
Ruang 
Ket 
(M) B RR RB 
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Ruang kelas       5  0 0 0 
Perpustakaan 1 1 -  
Lab IPA 1 1   
Lab IPS 1 1 -  
Lab Bahasa 1 1 - - 
R.Ka.Sekolah 1 1 -  
Ruang Guru 1 1 -  
Ruang TU 1 1 - - 
R. Komputer 1 1 - - 
Ruang OSIS 1  1 -  -  
Ruang UKS 1  1 -  -  
Ruang BK 1  1 -   
Sumber: Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, 2015. 
 
Untuk perpustakaan, hingga tahun 2015 telah ditunjang oleh sejumlah 
buku pelajaran yang dapat melengkapi kebutuhan para guru dan siswa, 
khususnya buku-buku paket agama dan bahasa, buku penunjang dan buku 
referensi, jumlahnya cukup besar dan dapat membantu serta memenuhi 
kebutuhan para siswa dan guru. 
Dari Tabel 6 berikut dapat dilihat bahwa jumlah buku paket mata 
pelajaran Agama dan bahasa lebih besar dari jumlah buku penunjang dan 
referensi, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut. 
Tabel 6. Keadaan sarana perpustakaan 
Jenis buku Jumlah Kondisi Buku 
B RR RB 
Buku Paket 1.175 1.035 97 53 
Buku Penunjang 1.743 1.666 49 28 
Sumber: Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, 2014 
Pada tahun 2011 Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan 
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Turatea Kabupaten Jeneponto mendapat bantuan peralatan berupa perangkat 
komputer sebanyak 2 unit, dari Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sulawesi-
Selatan dan masih dapat dioperasikan hingga sekarang.  Dengan adanya 
perhatian dari berbagai pihak baik dari Masyarakat maupun dari pemerintah 
pusat dan daerah khususnya dari bidang pendidikan dan keterampilan maka dari 
berbagai bantuan tersebut menjadikan Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto memiliki sarana yang cukup 
memadai sehingga dapat menunjang kelancaran berbagai proses pembelajaran. 
 
B. Gambaran Kepemimpinan kepala Sekolah pada Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
a. Tujuan Kepemimpinan Kepala Sekolah 
              Dalam penelitian ini terfokus kepada kepemimpinan Kepala Sekolah 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu yang diangkat oleh Kementerian Agama, 
yang dijabat oleh (Rohani. S.Ag.MM). dengan bertujuan bisa memajukan 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu menjadi Madrasah yang berkompetensi 
dalam bidang pendidikan agama maupun  pada bidang pendidikan ilmu 
pengetahuan umum sesuai visi dan misi Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, 
bahwa “ Menjadikan Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu menjadi Madrasah 
yang unggul melalui pembelajaran ke Islaman, ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang bermutu tinggi bagi kemampuan pribadi peserta didik 
153 
 
                                                                                
berdasarkan watak tauhid dan berjiwa Islami”. 
                  Menurut Ketua Yayasan Madrasah Tsanawiyah Ganrang batu 
(Syafaruddin S.Sos), kepemimpinan Kepala Sekolah dapat membantu 
terciptanya suasana persaudaraan, dan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan, 
membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri yaitu ikut memberikan 
rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan tujuan, 
membantu kelompok dalam menetapkan proses kerja, bertanggung jawab 
dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok, dan terakhir 
bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi 
organisasi. 4 
             Sementara itu (Muh Arief S.Pdi) mengemukakan kepemimpinan 
Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu dapat membangkitkan 
kepercayaan dan loyalitas bawahan, mengkomunikasikan gagasan kepada orang 
lain, dengan berbagai cara mempengaruhi orang lain, menciptakan perubahan 
secara efektif di dalam penampilan kelompok, dan menggerakkan orang lain, 
sehingga secara sadar orang lain tersebut mau melakukan apa yang 
dikehendaki.5  Keberhasilan sekolah pada hakikatnya terletak pada efisiensi dan 
efektivitas penampilan pemimpinnya, (Gasssing. MM) mengemukakan bahwa 
Kepala Sekolah dituntut  memiliki kualitas  kepemimpinan yang  kuat, sebab 
keberhasilan sekolah hanya dapat dicapai melalui kepemimpinan Kepala 
                                                           
            4 Safaruddin, Ketua Yayasan Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, Wawancara, diruan 
kerjanya, Pada tanggal 23 September 2015 
             5 Muh. Arief, Ketua Komite Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, Wawancara ,di 
rumahnya Pada Tanggal 23 september 2015 
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Sekolah bermutu dan berkualitas 6 . Lanjut (Rohani. MM). mengemukakan 
Kepala Sekolah yang memiliki kemampuan dasar, kualifikasi pribadi, serta 
pengetahuan dan keterampilan profesional. Menurut Rohani, keahlian atau 
kemampuan dasar, yaitu sekelompok kemampuan yang harus dimiliki oleh 
tingkat pemimpin apapun, yang mencakup: conceptual skills,  human skill dan 
technicalskisl. 
           Berikut uraian kemampuan dasar yang dikemukakan oleh Rohani. 
a. Technical skills, yaitu: Kecakapan pimpinan yang spesifik tentang proses dan 
prosedur atau teknik –teknik yang merupakan kecakapan khusus dalam 
menganalisis hal-hal khusus dalam penggunaan fasilitas dan peralatan sekolah.   
b. Human skills, yaitu:  kecakapan pemimpin untuk bekerjasama secara efektif 
sebagai anggota kelompok dan untuk menciptakan usaha kerjasama di 
lingkungankepemimpinnya. 
c. Conceptual skills, yaitu kemampuan seorang pemimpin melihat organisasi 
sebagai kerjasama antar pemimpimpin dan anggota sebagai satu keseluruhan.7 
                 Menurur (H.Saharuddin S.Ag. M.pd) Kualifikasi pribadi adalah 
serangkaian sifat atau watak yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin 
termasuk Kepala Sekolah. Dengan kata lain seorang pemimpin yang diharapkan 
berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan harus didukung oleh 
mental, fisik, emosi, watak sosial, sikap, etika, dan mempunyai kebiasaan 
                                                           
              6 Gassing, Pengawas Madrasah  Kementerian Agama, wawancara, diruang kerjanya, 
Pada Tanggal 16 September 2015 
              7 Rohani, Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyag Ganrang Batu, Wawancara, di ruang 
Kerjanya, Pada Tanggal 23 September 2015 
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kepribadian yang dapat ditiru dengan baik. (H. Gassing) mengatakan bahwa; 
Seorang pemimpin harus pula memiliki pengetahuan dan keterampilan 
profesional. Pengetahuan profesional meliputi:  
1. Pengetahuan terhadap tugas, dimana seorang pemimpin atau Kepala 
Sekolah harus mampu secara menyeluruh mengetahui banyak tentang 
lingkungan organisasi atau sekolah dimana organisasi atau sekolah tersebut 
berada,  
2. Peorang pemimpin atau kepala sekolah harus memahami hubungan kerja 
antar berbagai unit, pendelegasian wewenang, sikap bawahan, serta bakat 
dan kekurangan dari bawahan,  
3. Seorang pemimpin harus tahu wawasan organisasi dan kebijaksanaan 
khusus, perundang-undangan dan prosedur,  
4. Seorang pemimpin harus memiliki satu perasaan rill untuk semangat dan 
suasana aktivitas diri orang lain dan staf yang harus dihadapi,  
5. Seorang pemimpin harus mengetahui layout secara fisik bangunan, kondisi 
operasional, berbagai macam keganjilan dan problema yang biasa terjadi, 
dan  
6. Seorang pemimpin harus mengetahui pelayanan yang tersedia untuk dirinya 
dan bawahan, serta kontrol yang dipakai oleh manajemen tingkat yang lebih 
tinggi8.  
Sedangkan keterampilan professional menurut (Safaruddin S.Sos), meliputi:  
1. Mampu berfungsi sebagai seorang pendidik,  
2. Mampu menampilkan analisis tinggi untuk mengumpulkan, mencatat dan 
menguraikan tugas pekerjaan, 
 3. Mampu mengembangkan silabus rangkaian mata pelajaran dan program-
program pengajaran,  
                                                           
              8  Gassing, Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, 
Wawancara, diruang pengawasan, pada tanggal 16 September 2015 
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4. Mampu menjadi mahkota dari berbagai macam teknik mengajar, 
 5. Mampu merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam pendidikan dan 
mempergunakan temuan riset,  
6. Mampu mengadakan supervisi dan evaluasi pengajaran, fasilitas, 
kelengkapan, dan materi pelajaran,  
7. Mengetahui kejadian di luar sekolah yang berhubungan dengan paket dan 
pelayanan pendidikan, dan  
8. Mampu menjadi pemimpin yang baik dan komunikator yang efektif.9 
 
                 Berkaitan dengan uraian di atas, (St Minasa) menyatakan bahwa: 
 
Pemimpin suatu organisasi yang sukses harus memiliki beberapa syarat yaitu:  
1. Mempunyai kecerdasan yang lebih, untuk memikirkan dan memecahkan 
setiap persoalan yang timbul dengan tepat dan bijaksana,  
2. Mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang ambing oleh 
suasana yang berganti, dan dapat memisahkan persoalan pribadi, rumah 
tangga, dan organisasi,  
3. Mempunyai keahlian dalam menghadapi manusia serta bisa membuat 
bawahan menjadi senang dan merasa puas,  
4. Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan 
bawahannya dengan kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan 
organisasi, umpamanya tahapan bila dan kepada siapa tanggung jawab 
dan wewenang akan diserahkan.   
5. Kondisi fisik yang sehat dan kuat.10 
                                                           
                9 Syafaruddin, Ketua Yayasan Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu , Wawancara, 
diruang Kerjanya pada tanggal 23 sptember 2015 
                10 Hj. Sitti Minasa , Pengawas Madrasah di Keneterian Agama, Wawancara, diruan 
Kerjanya Pda tanggal 23 September 2015 
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             Kepemimpinan Kepala Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Ganrang 
Batu menurut (Muh. Arief) ada beberapa kriteria yang harus dilakukan 
diantaranya adalah; 
 (1) perilaku instruktif; komunikasi satu arah, pimpinan membatasi 
peranan bawahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 
menjadi tanggung jawab pemimpin, pelaksanaan pekerjaan diawasi 
dengan ketat,  
(2) perilaku konsultatif; pemimpin masih memberikan instruksi yang cukup 
besar serta menentukan keputusan, telah diharapkan komunikasi dua arah dan 
memberikan supportif terhadap bawahan, pemimpin mau mendengar keluhan 
dan perasaan bawahan tentang pengambilan keputusan, bantuan terhadap 
bawahan ditingkatkan tetapi pelaksanaan keputusan tetap pada pemimpin,  
(3) perilaku partisipatif; kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan 
keputusan antara pimpinan dan bawahan seimbang, pemimpin dan bawahan 
sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, 
komunikasi dua arah makin meningkat, pemimpin makin mendengarkan secara 
intensif terhadap bawahannya, keikutsertaan bawahan dalam pemecahan dan 
pengambilan keputusan makin bertambah,  
(4) perilaku delegatif; pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan 
bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya 
kepada bawahan, bawahan diberi hak untuk menentukan langkah-langkah 
bagaimana keputusan dilaksanakan, dan bawahan diberi wewenang untuk 
menyelesaikan tugas- tugas sesuai dengan keputusan sendiri.11 
 
              Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan kemampuan dari seorang Sepala 
Sekolah dalam mempengaruhi dan menggerakkan bawahan dalam suatu 
organisasi atau lembaga sekolah guna tercapainya tujuan sekolah.  
                                                           
                11 Muh. Arief, Ketua Komite Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, Wawancara di 
ruang kerjanya Pada tanggal 16 September 2015 
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c. Fungsi Kepemimpinan Kepala Sekolah 
              Fungsi Kepemimpinana Kepala Sekolah setidaknya empat hal yang 
perlu diperhatikan menurut (H. Gassing) Terdapat empat macam pendekatan 
studi kepemimpinan, yaitu: (1) pendekatan pengaruh kewibawaan, (2) 
pendekatan sifat, (3) pendekatan perilaku, dan (4) pendekatan situasional.  
           Fungsi dari kepemimpinan secara garis besar yaitu mempengaruhi dan 
menggerakkan orang lain dalam suatu organisasi agar mau melakukan apa yang 
dikehendaki seorang pemimpin guna tercapainya tujuan12.  
          Sedangkan syarat seorang pemimpin yaitu harus memiliki kemampuan 
dasar berupa technical skills, human skil, dan conceptual skill, serta 
pengetahuan dan keterampilan profesional.  
          Dengan terpenuhinya syarat sebagai seorang pemimpin, maka seorang 
Kepala Sekolah dituntut untuk dapat memberi keteladanan dalam pelaksanaan 
tugas yaitu; a. menyusun administrasi dan program sekolah, b. menentukan 
anggaran belanja sekolah, dan  c. pembagian pelaksanaan tugas.   Sementara 
itu empat pola perilaku kepemimpinan yang lazim disebut  kepemimpinan  
perilaku instruktif, konsultatif, dan partisipatif, dan delegatif.13 
                                                           
                12 Gassing, Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, 
Wawancara, diruang Pengawasan Pada tanggal 16 September 2015 
                 13 Gassing, Pengawas Madrasah,  Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, 
wawancara diruang Kerjanya Pada tanggal 17 September 2015 
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         Menurut  (H.Jabbar. S.Pd), gaya pengambilan keputusan pemimpin dapat 
mengelompokan,yakni;  
1. Otoratif yakni; diterapkan pada situasi ketika manajer memiliki pengalaman 
dan informasi untuk menghasilka konklusi, sementara pengikut tidak memiliki 
kemampuan, kesediaan, dan keyakinan untuk memecahkan masalah. Jadi, 
manajer harus membuat keputusan tanpa bantuan pengikut Gaya ini 
mengisyaratkan perilaku direktif dan pada situasi ketika hanya pemimpin yang 
memiliki informasi atau keahlian. 
2. Konsultatif, adalah strategi yang tepat apabila manajer mengenali bahwa 
pengikut juga mempunyai beberapa pengalaman atau pengetahuan tentang 
masalah dan bersedia memecahkan masalah meskipun belum mampu.                       
Dalam situasi ini strategi yang terbaik adalah memperoleh masukan anggota 
kelompok mereka, sebelum membuat keputusan sebagai ketetapan.  
Dengan cara ini ada dua keuntungan atau hasil yang segera didapat, yaitu kerja 
sama berbagi pengetahuan sehingga meningkatkan keakuratan keputusan dan 
pemimpin memberi motivasi dan membantu pengikut mengidentifikasi tujuan 
kelompok secara lebih jelas. 
3. Fasilitatif yakni; merupakan upaya kooperatif yaitu manajer dan pengikut 
bekerjasama mencapai keputusan bersama. Dalam hal ini, pemimpin secara 
efektif memiliki komitmen terhadap diri sendiri untuk berbagi dalam proses 
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pengambil keputusan. Gaya ini merupakan cara yang sempurna manakala 
berhadapan dengan pengikut yang mampu, tetapi belum yakin akan dirinya. 
4. Delegatif yakni; digunakan terhadap pengikut yang memiliki tingkat 
kesiapan yang memilki pengalaman dan informasi yang diperlukan untuk 
keputusan atau rekomendasi yang layak14 .  
             Berdasarkan eksplorasi yang cukup komprehensif dari beberapa teori 
tersebut di atas, maka penulis dapat mengkonklusikan pengertian tentang 
kepemimpinan Kepala Sekolah yang disintesiskan sebagai berikut: 
kepemimpinan Kepala Sekolah adalah kemampuan dari seorang Kepala 
Sekolah dalam mempengaruhi dan menggerakkan bawahan dalam suatu 
organisasi atau lembaga sekolah guna tercapainya pendidikan dan tujuan 
sekolah.  
    Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah  Menurut  (Gassing S.Pd. MM) 
memiliki tiga dimensi yaitu; 
1. Kewibawaan Kepala Sekolah, dengan indikator: pembinaan terhadap 
bawahan, memberdayakan SDM, rutinitas kerja Kepala Sekolah,  
2. Dimensi Sifat dan keterampilan Kepala Sekolah, dengan indikator: 
keteladanan dalam pelaksanaan tugas, menyusun administrasi dan program 
sekolah, menentukan anggaran belanja sekolah, pembagian  tugas.   
                                                           
                14 H. Jabbar, Tokoh Pendidik Orang tua/wali siswa madrasah Tsanawiyah Ganrang 
Batu, Wawancara , di Rumahnya Pada Tanggal 18 September 2015 
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3. Dimensi Perilaku kepala sekolah, dengan indikator: instruktif, konsultatif, 
partisipatif, delegatif.15 
C.  Gambaran Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 
           Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu dapat dideskripsikan menjadi tiga tahap yaitu: 1. 
Tahap perencanaan, 2. Tahap pelaksanaan, 3. Tahap pelaporan. Menurut 
(H.Gassing) dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah   (MBS) maka 
sekolah seharusnya memiliki: 
Pertama, sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu 
dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan 
pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke 
segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil 
dan melakukan pembinaan terhadap pihak yang belum berhasil. 
Kedua, adanya peran serta masyarakat lingkungan secara aktif, dalam hal 
pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum. Sekolah harus 
lebih banyak mengajak lingkungan dalam mengelola sekolah karena 
bagaimanapun sekolah adalah bagian dari masyarakat luas. 
Ketiga, Kepala  Sekolah harus menjadi sumber inspiras atas pembangunan dan 
pengembangan sekolah secara umum. Kepala Sekolah dalam Manajemen 
                                                           
                  15 Gassing, Pengawas Madrasah Kementeriana Agama,Kabupaten Jeneponto, 
Wawancara diruang Kerjanya Pada tanggal 18 September 2015 
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Berbasis Sekolah (MBS) berperan sebagai designer, motivator, fasilitator. 
Bagaimanapun kepala sekolah adalah pimpinan yang memiliki kekuatan untuk 
itu. Oleh karena itu, pengangkatan Kepala Sekolah harus didasarkan atas 
kemampuan manajerial dan kepemimpinan dan bukan lagi didasarkan atas 
jenjang kepangkatan. 
Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam 
kehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepala 
sekolah harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi 
dari bawah. Konsumen yang harus dilayani Kepala Sekolah adalah siswa dan 
orang tuanya, masyarakat dan para guru. Kepala Sekolah jangan selalu 
menengok ke atas sehingga hanya menyenangkan pimpinannya namun 
mengorbankan masyarakat pendidikan yang utama. 
Kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara 
bersungguh-sungguh. Untuk bisa memahami peran dan tanggung jawabnya 
masing-masing harus ada sosialisasi terhadap konsep Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) itu sendiri. Siapa kebagian peran apa dan melakukan apa, 
sampai batas-batas nyata perlu dijelaskan secara nyata. 
Keenam, adanya guidlines dari Kementerian Agama terkait sehingga mampu 
mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Guidelines 
itu jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan 
membelenggu sekolah. Artinya, tidak perlu lagi petunjuk pelaksanaan dan 
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petunjuk teknis dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang 
diperlukan adalah rambu-rambu yang membimbing. 
Ketujuh, sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal 
diwujudkan dalam laporan pertanggung jawabannya setiap tahunnya. 
Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah terhadap semua 
stakeholder. Untuk itu, sekolah harus dijalankan secara transparan, demokratis, 
dan terbuka terhadap segala bidang yang dijalankan dan kepada setiap pihak 
terkait. 
Kedelapan, Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus diarahkan 
untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan 
pencapaian belajar siswa. Perlu dikemukakan lagi bahwa Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) tidak bisa langsung meningkatkan kinerja belajar siswa namun 
berpotensi untuk lebih mandiri. Oleh karena itu, usaha Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) harus lebih terfokus pada pencapaian prestasi belajar siswa. 
Kesembilan, implementasi diawali dengan sosialsasi dari konsep Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS), identifikasi peran masing-masing pembangunan 
kelembagaan capacity building mengadakan pelatihan pelatihan terhadap peran 
barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan 
dilapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan.16 
            Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu dibawah pimpinan Kepala Sekolah 
dalam hal ini (Rohani S.Pd. MM) menurutnya Madrasah Tsanawiyah Ganrang 
                                                           
                    16 Gassing, pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, 
wawancara diruang Kerjanya Pada tanggal 18 September 2015 
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Batu senantiasa  mengadakan perumusan  paling tidak ada 6 (enam) langkah, 
yaitu : 1. evaluasi diri self assessment; 2. Perumusan visi, misi, dan tujuan; 3. 
Perencanaan; 4. Pelaksanaan; 5. Evaluasi; dan 6. Pelaporan. Masing-masing 
langkah sebagai berikut: 
1. EVALUASI DIRI (SELF ASSESSMENT) 
              Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi sekolah yang ingin, atau akan 
melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kegiatan ini dimulai 
dengan curah pendapat brainstorming yang diikuti oleh Kepala Sekolah, guru, 
dan seluruh staf, dan diikuti juga anggota komite sekolah. Prakarsa dan 
pimpinan rapat adalah Kepala Sekolah. Untuk memancing minat acara rapat 
dapat dimulai dengan pertanyaan seperti: Perlukah kita meningkatkan mutu 
pendidikan?  Bagaimanakah kondisi sekolah kita dalam hal mutu pada saat ini? 
Mengapa sekolah kita belum bermutu?  
Kegiatan ini bertujuan: 
a.Mengetahui kondisi sekolah saat ini dalam segala aspeknya  
Seluruh komponen sekolah, kemajuan yang telah dicapai, maupun masalah-
masalah yang dihadapi ataupun kelemahan yang dialami. 
b. Refleksi, untuk membangkitkan kesadaran. 
Keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu, sehingga 
timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu sense of quality. 
c.Merumuskan titik tolak point of departure bagi sekolah yang ingin atau 
akan mengembangkan diri terutama dalam hal mutu.  
165 
 
                                                                                
Titik awal ini penting karena sekolah yang sudah berjalan untuk memperbaiki 
mutu, mereka tidak berangkat dari nol, melainkan dari kondisi yang dimiliki. 
2. PERUMUSAN VISI, MISI DAN TUJUAN 
            Bagi sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan, perumusan visi dan 
misi serta tujuan merupakan langkah awal yang harus dilakukan yang 
menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para  
penyelenggara pendidikan.  Kepala Sekolah bersama guru, yayasan dan komite 
sebagai pendiri dan bersama wakil masyarakat setempat ataupun orang tua 
siswa harus merumuskan kemana sekolah kemasa depan akan dibawa, sejauh 
tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam 
UU No. 23 th 2003 tentang Sisdiknas.  
             Kondisi yang diharapkan dan diimpikan dalam jangka panjang itu, 
kalau dirumuskan secara singkat dan menyeluruh disebut visi. Keadaan yang 
diinginkan tersebut hendaklah ada kaitannya dengan idealisme dan mutu 
pendidikan . Idealisme disini dapat berkaitan dengan kebangsaan, kemanusiaan, 
keadilan, keluhuran budi pekerti, ataupun kualitas pendidikan sebagaimana 
telah didefinisikan sebelumnya. 
           Sedangkan misi, merupakan jabaran dan visi atau merupakan 
komponen-komponen pokok yang harus direalisasikan untuk mencapai visi 
yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, misi merupakan tugas-tugas pokok 
yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi.  
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            Tujuan merupakan tahapan antara, atau tonggak tonggak penting antara 
titik kondisi awal dan titik  tujuan akhir yang rumusannya tertuang dalam dalam 
bentuk visi-misi. Tujuan-tujuan antara ini sebagai tujuan jangka menengah 
kalau tiba saatnya berakhir (tahun yang ditetapkan ) akan disusul dengan tujuan 
berikutnya, sedangkan visi dan misi masih tetap.  
               Tujuan, dipenggal-penggal menjadi tujuan tahunan yang biasa disebut 
sasaran, dalam formulasi yang jelas baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  
 
3. PERENCANAAN 
             Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk 
menjawab : apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannnya untuk 
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan  pada sekolah yang bersangkutan, 
termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang 
direncanakan. Dengan kata lain perencanaan adalah kegiatan menetapkan lebih 
dulu tentang apa-apa yang harus dilakukan, prosedurnya serta metode 
pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau satuan organisasi. 
               Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang 
apa-apa yang akan dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai 
tujuan yang diharapkan, dalam bentuk tertulis. Dikatakan teliti karena ia harus 
menjelaskan apa yang akan dilakukan, seberapa besar lingkup cakupan 
kuantitatif dan kualitatif yang akan dikerjakan, bagaimana, kapan dan berapa 
perkiraan satuan-satuan biayanya, serta hasil seperti apa yang diharapkan. 
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4. PELAKSANAAN 
              Apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang 
umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 
atau pemimpinan dan pengawasan serta evaluasi, maka langkah pertama sampai 
dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan 
sudah dibahas.        
               Didalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-
perencanaan yang lebih mikro baik yang terkait dengan penggalan waktu 
‘bulanan,semesteran, bahkan mingguan’, atau yang terkait erat dengan kegiatan 
khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya.  
                Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab 
bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai 
tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan 
dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya (efektif 
dan efisien)17.              
             Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan 
merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan.  
             Peran masing-masing itulah yang perlu disoroti didalam Manajemen 
Mutu Berbasis Sekolah (MBS). 
a. Peran kepala sekolah 
                                                           
              17 Sulaeman Natsir, Tokoh Pendidik Orang tua/Wali siswa Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu, wawancarai di rumahnya Pda tanggal 24 September 2015 
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           Dengan kedudukan sebagai manajer Kepala Sekolah bertanggung jawab 
atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Sebagai perencana, Kepala 
Sekolah mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh 
sekolah dan mengidentifikasi serta merumuskan cara untuk mencapai hasil 
yang diharapkan. Peran dalam fungsi ini mencakup: (penetapan tujuan dan 
standar, penentuan aturan dan prosedur kerja disekolah, pembuatan rencana, 
dan peramalan apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang). 
b. Peran Guru dan Staf Sekolah 
               Peran guru sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran Kepala 
Sekolah, hanya lingkupnya yang berbeda. Dalam lingkup yang lebih kecil  
yaitu; mengelola proses pembelajaran sesuai kelompok belajar atau bidang 
studi yang diajarkannya, setiap guru memahami visi dan misi sekolah, 
merencanakan proses pembelajaran, (mengorganisasikan bahan, siswa, 
mensinergikan dengan metoda dan sumber belajar yang tepat yang ia kuasai), 
menerapkan kepemimpinan yang demokratis dan memberdayakan siswa 
dengan mengambil keputusan sesuai kewenangan yang ia miliki dan menjalin 
hubungan komunikasi yang baik dengan guru lain, dengan siswa, dengan 
kepala sekolah dan orang tua. Ia juga memonitor kemajuan siswa, serta 
melakukan evaluasi perkembangan setiap anak sebagai masukan bagi perbaikan 
pelaksanaan proses pembelajaran secara terus menerus.  
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               Guru juga memberi penghargaan bagi siswa yang menunjukkan 
kemajuan dalam  berprestasi serta memberikan semangat dan dorongan serta 
membantu siswa yang prestasinya kurang atau belum memuaskan. 
c. Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat 
            Peran orang tua siswa dan masyarakat sudah lama dikenal sebagai 
pusat-pusat pendidikan yang penting di dalam mengembangkan anak (menjadi 
pribadi mandiri dengan segala keterampilan hidupnya) bersama-sama dengan 
sekolah sebagai institusi formal yang terencana, terstruktur, dan teratur 
melaksanakan fungsi pendidikan. 
d. Peran Siswa 
             Siswa  merupakan subjek utama dan konsumen utama primebeneficiary 
dari segala upaya yang dilaksanakan oleh penyelenggara satuan pendidikan 
bersama manajemen yang terlibat didalamnya. Dalam posisinya yang menjadi 
subjek tujuan pendidikan itu, maka keinginan dan harapan mereka, motivasi 
mereka, serta komitmen keterlibatan mereka menjadi penting. Salah satu cara 
untuk mengakomodasi kepentingan mereka adalah dengan mendengarkan suara 
mereka.18 
5. EVALUASI 
              Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan 
                                                           
                      18 Saparuddin, Ketua yayasan Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, wawancara 
dirumahnya Pada Tanggal 18 Sepetember 2015 
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ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah didalam melaksanakan fungsinya 
sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah.  
              Evaluasi pada tahap ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut 
pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan yaitu; a. bidang teknis 
edukatif (pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala aspeknya), 
b. bidang ketenagaan, c. bidang keuangan, d. bidang sarana prasarana e. 
administrasi dan ketatalaksanaan sekolah. Sungguhpun demikian, bidang teknis 
edukatif harus menjadi sorotan utama dengan fokus pada capaian hasil dan 
prestasi belajar siswa.19 
6. PELAPORAN 
              Pelaporan disini diartikan sebagai pemberian atau penyampaian 
informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan stake 
holders, mengenai aktifitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang 
dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah 
ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang 
diemban oleh satuan pendidikan tersebut.  
               Kegiatan pelaporan sebenarnya merupakan kelanjutan kegiatan 
evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan hasil evaluasi secara resmi kepada 
berbagai pihak sebagai pertanggung jawaban mengenai apa-apa yang telah 
dikerjakan oleh sekolah beserta hasil-hasilnya. Hanya perlu dicatat disini bahwa 
sesuai keperluan dan urgensinya tidak semua hasil evaluasi masuk kedalam 
                                                           
                  19 Maemuna, bendahara Dana Bos Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, wawancara 
diruang Kerjanya Pada Tanggal 20 September 2015 
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pelaporan. Ada hasil evaluasi tertentu yang pemanfaatannya bersifat internal 
yaitu untuk kalangan dalam sekolah sendiri, ada yang untuk kepentingan 
eksternal yaitu pihak luar, bahkan masing-masing stake holder mungkin 
memerlukan laporan yang berbeda fokusnya.  
                   Disamping itu, sebagai dokumen tertulis resmi, yang menyangkut 
pertanggungjawaban serta reputasi lembaga pendidikan, sungguhpun isinya 
harus berdasarkan data dan informasi yang benar laporan memiliki tujuan 
tertentu sesuai dengan peran institusi yang dikirimi atau pembacanya.20 
D.Upaya Pemberdayaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 
 
           Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mulai diperkenalkan pada tahun 
1994 dan diujicobakan pada tahun 1998 merupakan paradigma baru pendidikan 
yang memberikan otonomi luas pada pendidikan, yang memberikan otonomi 
luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam rangka kebijakan 
pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola 
sumberdaya dan sumberdana dengan mengalokasikannya sesuai dengan 
prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan 
masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan 
mengontrol pengelolaan pendidikan, termasuk kebijakan nasional harus pula 
dilakukan oleh sekolah. Pada sitem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
                                                           
                    20 Saparuddin, Ketua Yayasan Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, wawancara 
dirumahnya Pada tanggal 20 September 2015 
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sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan 
prioritas, mengendalikan, mempertanggungjawabkan, pemberdayaan sumber-
sumber baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. 21   Alasan 
Perlunya Implementasi kebijakan Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) Sejarah persekolahan di Indonesia sudah dimulai sejak jaman 
penjajahan dengan segala permasalahannya. Sejak Indonesia merdeka, 
ekspektasi negara, masyarakat, dan keluarga terhadap sekolah sedemikian 
besar, sehingga setiap pemerintahan di negara ini selalu menjadikan isu 
pendidikan dan sekolah menjadi sentral untuk menunjukkan kepada masyarakat 
bahwa negara sangat “concern” dalam rangka legitimasi pemerintahannya.                   
Dengan disahkannya UU Sisdiknas tahun 2003, terjadi pergeseran paradigma 
pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik. Pasal 51 UU Sistem 
Pendidikan Nasional No. 20//2003 menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 
dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip               
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)”. merupakan konsep pengelolaan sekolah 
yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi 
pendikan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diharapkan mampu menjawab 
tantangan jaman dan ekpektasi negara, masyarakat, serta keluarga terhadap 
sekolah. Kajian ini dimaksudkan untuk menyambut desentralisasi pendidikan 
                                                           
                21 H.M. Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah, (Makassar: Penerbit; 
Aksara Madani 2009 ) h. 37 
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yang dilaksanakan pemerintah, agar sekolah yang selama ini dikontrol ketat 
oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak dalam mengelola sumber dayanya. 
            Lebih kongkretnya, pembahasan ini Madrasah Tsanawiyah Ganrang 
Batu berusaha menampilkan suatu alternatif model sekolah yang 
manajemennya dikelola di tingkat sekolah atau biasa disebut dengan 
Manajemen Berbasis Sekolah.  Menurut Penulis dalam upaya mewujudkan 
model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang ideal tidaklah mudah karena 
terbatasnya sumber daya. Karena kondisi tersebut, maka diajukan pencapaian 
tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara bertahap yang dibagi ke 
dalam strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pemberdayaan sekolah 
dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut, di samping 
menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga 
dapat dipakai sebagai sarana Improving school efficiency.  
            Argumentasinya ialah,menurut Tokoh Pendidik Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang batu (Sulaemen Natsir S.Kom) bahwa krisis ekonomi yang melanda 
Indonesia berdampak luas terhadap pendidikan terutama pada dua segi; 
pertama, mengurangi kemampuan pemerintah menyediakan dana yang cukup 
untuk pendidikan, dan kedua, menurunkan kemampuan orang tua dalam 
membiayai pendidikan anaknya. Dengan melibatkan masyarakat dalam 
pengelolaan sekolah maka beban pemerintah dapat berkurang. Di samping itu, 
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berkurangnya liku-liku birokrasi dalam prinsip desentralisasi juga mendukung 
efisiensi sekolah22.  
              Kepala Sekolah dan guru di sekolah madrasah Tsanawiyah Ganrang 
Batu melibatkan semua unsur stakeholders dalam pengambilan keputusan 
sekolah, Kepala Sekolah dapat mendorong rasa kepemilikan yang tinggi dari 
warga sekolah terhadap sekolahnya. Hal ini pada akhirnya mendorong mereka 
untuk menggunakan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai hasil 
yang optimal.  
               Batasan Implementasi kebijakan Kepemimpinan dalam Manajemen 
Berbasis Sekolah Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa pada dasarnya 
implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan terdiri dari dua lapisan 
pengelolaan. Yaitu:  
pertama membahas tentang komponen birokrasi pengelolaan pendidikan, 
sedangkan lapisan kedua dengan uraian yang singkat merupakan komponen 
pengelolaan sekolah. Meskipun dalam praktiknya kedua pengelolaan tersebut 
untuk kepentingan sekolah sebagai muaranya, kajian ini dibatasi pada lapisan 
kedua, yaitu: pengelolaan sekolah melalui apa yang dikenal dengan 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).  
                                                           
             
22
 Sulaemen Natsir, Tokoh Pendidik dan Orang Tua/Wali Siswa Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu, Wawancara, dirumahnya pada tanggal 25 September 2015 
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           (H.Saharuddin M.Pd) Mengatakan bahwa dimana terdapatnya beberapa 
catatan penyebab terjadinya manajemen sekolah menjadi tidak efektif, antara 
lain : (a). pada umumnya Kepala Sekolah memiliki otonomi yang sangat 
terbatas dalam mengelola sekolahnya, (b). Kepala Sekolah kurang memiliki 
keterampilan untuk mengelola sekolah dengan baik, (c). kecilnya peran serta 
masyarakat dalam pengelolaan sekolah, padahal perolehan dukungan dari 
masyarakat merupakan bagian dari peran kepemimpinan Kepala Sekolah23.  
               Keterampilan ini sangat penting tatkala fungsi-fungsi pendidikan 
didesentralisasikan. Pelaksana kebijakan Kepemimpinan dalam Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS). Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),  
delegasi tanggung jawab dan wewenang, akan berbeda antara satu sekolah 
dengan sekolah yang lainnya. Alasannya menurut pengamatan penulis bahwa 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menawarkan kebebasan yang besar 
kepada sekolah, namun hal itu tetap disertai seperangkat tanggung jawab yang 
harus dipikul oleh sekolah. Tanggung jawab tersebut adalah terjaminnya 
partisipasi masyarakat, pemerataan, efektivitas, serta manajemen yang 
bertumpu di tingkat sekolah. Oleh karena itu, tidak dapat dihindarkan perlunya 
ada perangkat peraturan yang memberikan peran tertentu kepada pemerintah 
pusat dan daerah dalam pelaksanaan model ini. Lebih jelasnya, prioritas dan 
kebijakan pemerintah ini harus dilaksanakan oleh sekolah.   
                                                           
                23 H. Saharuddin, Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto. Wawancara 
diruang Kerjanya ,Pada tanggal 25 September 2015 
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                Sekolah tidak memiliki kapasitas untuk berjalan sendiri tanpa 
menghiraukan kebijakan prioritas dan standardisasi yang dirumuskan oleh 
pemerintah, karena sekolah itu sendiri berada dalam sistem pendidikan 
nasional. Oleh karena itu, kantor pusat berkewajiban membuat peraturan dan 
mengevaluasi pelaksanaannya. Namun pada prakteknya, Kepala Sekolah 
sebenarnya merupakan pelaksana yang paling diharapkan berperan sebagai 
pemimpin dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk mewujudkan visi 
menjadi misi yang feasible bagi peningkatan pelayanan dan kualitas sekolah.  
              Pihak-pihak lain seperti, komite sekolah, para guru, orangtua, dewan 
pendidikan dan kementerian pendidikan diharapkan menyumbang pada 
pengembangan kepemimpinan Kepala Sekolah dalam hal, penilaian, tantangan, 
dan dukungan.              
               Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepala 
sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa 
mengabaikan kebijakan dan prioritas dari pemerintah. Lingkup strategi 
kebijakan yang ditawarkan adalah :  
(a). kurikulum yang bersifat inklusif,  
(b) proses belajar-mengajar yang efektif,  
(c). lingkungan sekolah yang mendukung,  
(d). sumber daya yang berasas pemerataan, dan  
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(e). standardisasi dalam hal tertentu, monitoring, evaluasi, dan tes.  
            Kelima strategi tersebut harus menyatu ke dalam lingkup fungsi 
pengelolaan sekolah, yaitu : 1. manajemen/ organisasi 2. kepemimpinan,3. 
proses belajar-mengajr, 4. sumber daya manusia, dan 5. administrasi sekolah24.  
                   Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan Kepemimpinan 
dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan demikian desentralisasi 
pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau 
masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Hal ini sejalan 
dengan apa yang terjadi di kebanyakan negara.  
                 Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi pendidikan terinci 
sbb: Tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan 
perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas 
pendidikan. Anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat 
bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah. 
Ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan 
sekolah setempat dan masyarakat yang beragam. 
                . Penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru 
dari masyarakat. Tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan 
pendanaan. Hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan Kepemimpinan 
                                                           
                          24 Gassing, Pengawas  Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, 
Wawancara, Diruang Pengawasan Pada tanggal 25 September 2015 
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dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Di Indonesia, gagasan penerapan 
pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) desentralisasi pendidikan 
sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah,         dengan demikian, 
pada dasarnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah upaya 
memandirikan sekolah dengan memberdayakannya.25  Kepemimpinan Kepala 
Sekolah yang Efektif, menurut (H. Saharuddin.M.Pd) Kepala Sekolah 
merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan 
menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya 
direalisasikan. Sehubungan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 
Kepala Sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja. 
Dengan demikian, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai paradigma 
baru pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Kinerja Kepala 
Sekolah dalam kaitannya dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah 
segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh Kepala Sekolah 
dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di 
sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien26.  
              Sehubungan dengan itu, kepemimpinan Kepala Sekolah yang efektif 
pengawas kementerian agaman (Gassing) dalam Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut ini.  
                                                           
           25 Gassing, Pengawas Madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto,Wawancara 
diruang Pengawasan Pada tanggal 25 September 2015 
           26 H. Saharuddin, Mapenda, Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, Wawancara 
diruang Mapenda Pada tanggal  25 September 2015 
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1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 
pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif.  
2. Dapat melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan.  
3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga 
dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan 
sekolah dan tujuan pendidikan.  
4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat 
kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. 5. Bekerja dengan tim 
manajemen.  
6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan27.  
             (Sulaeman Natsir S.Kom), mengemukakan tiga macam keterampilan 
yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah untuk menyukseskan 
kepemimpinannya. Ketiga keterampilan tersebut adalah keterampilan 
konseptual, yaitu keterampilan untuk memhami dan mengoperasikan 
organisasi; keterampilan munusiawi yaitu keterampilan untuk bekerjasama, 
memotivasi dan memimpin; serta keterampilan teknik ialah keterampilan dalam 
                                                           
                       27 Gassing Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto , 
Wawancara di ruang Kepengawasan Pada tanggal 25 September 2015 
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menggunakan pengetahuan, metode, teknik, serta pelengkapan untuk 
menyelesaikan tugas tertentu.28 
              Lebih lanjut (Sulaeman Natsir. S.Kom). dikemukakan bahwa untuk 
memiliki kemampuan, terutama keterampilan konsep, para Kepala Sekolah 
diharapkan melalui kegiatan-kegiaatan berikut:  
(1) Senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari terutama dari cara kerja para 
guru dan pegawai sekolah lainnya;  
(2) Melakukan observasi kegiatan manajemen secara terencana;  
(3) Membaca berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang 
sedang dilaksanakan;  
(4) Memanfaatkan hasil penelitian orang lain;  
(5) Berpikir untuk masa yang akan datang; dan  
(6) Merumuskan ide-ide yang dapat diujicobakan. Selain itu, kepala sekolah 
harus dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang efekfif sesuai dengan 
situasi dan kebutuhan serta motivasi para guru dan pekerja lain29. 
Dalam pengamatan penulis di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, 
masalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi pembahasan yang 
                                                           
                    28 Sulaemen Natsir, Tokoh Pendidik Orang Tua/wali Siwawa Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu, wawancara di rumahnya Pada Tanggal 17 september 2015 
                    29 Gassing, Pengawas Madrasah Kementerian Agaman Kabupaten Jeneponto, 
wawancara diruang Kepengawasan Pada tanggal 25 September 2015 
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menarik. Karena  peserta didik yang kualitasnya cukup berkompetensi dan 
tersebar di seluruh penjuru desa Kecamatan Turatea dan beberapa desa sekitar 
bahkan dari luar kabupaten, hal tersebut terjadi karena pendidikan spiritual 
keagamaan yang dijadikan pendidikan sebagai solusi untuk mengatasi 
kebutuhan masyarakat sekitar.  pembelajaran yang fokus orientasinya menitip 
beratkan kepada kedisiplinan baik dari segi perencanaan maupun dari segi 
pelaksanaan proses belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. 
Secara umum Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang batu  Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto  adalah merupakan 
gambaran dari otonomi dan desentralisasi pendidikan di Kabupaten Jeneponto 
yang memberikan kebebasan  kepada pengelola pendidikan terkhusus kepada 
tingkatan madrasah yang menjadi solusi dari kemerosotan output, terutama dari 
segi pendidikan karakter agama, dimana Kabupaten Jeneponto 100 persen 
penduduk aslinya adalah beragama Islam.30 
Dalam konteks pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
mencakup input, proses dan output pendidikan. 31  Input pendidikan adalah 
segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. 
Segala hal yang dimaksud meliputi sumber daya dan perangkat lunak serta 
harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber 
daya meliputi sumber daya manusia (Kepala Sekolah, Guru termasuk Guru 
                                                           
30 Hj Siti Minasa. Pengawas Madrasah Kementrian Agama Kabupaten Jeneponto, 
wawancara di kantor Pengawas, 16 September 2015. 
31Hasmulah.Orang tua siswa,wawancara di rumahnya, tanggal 23 September 2015. 
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Konseling, Karyawan, Siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, 
perlengkapan, uang, bahan dan lain sebagainya).32 
Dari segi input yang meskipun tergolong baru Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu  Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dapat dikatakan cukup 
berkualitas, hal ini dapat dilihat pada saat penerimaan siswa baru diadakan 
seleksi yang sangat ketat, mulai dari nilai ijazah yang memasang standar rata-
rata 7,5 sehingga hanya peserta yang memiliki ijazah dengan standar tersebut 
boleh ikut tes tertulis. kualitas di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto itu sangat selektif inputnya  dan 
prosesnya juga cukup bagus ini membuktikan bahwa pengelolaan pendidikan 
yang terbangun di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu cukup berhasil.33 
Bagaimana guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto tersebut meningkatkan mutu peserta 
didik untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-
masing, di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu  juga mempunyai guru yang 
rata-rata telah menempuh jenjang pendidikan S1, staf TU, konselor dan 
administrator yang mempunyai keahlian di bidangnya, termasuk Kepala 
Sekolah yang berkompeten dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan juga 
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya yaitu: adanya 
                                                           
32Gassing, Pengawas Madrasah Kementrian Agama Kabupaten Jeneponto, wawancara 
diruang pengawas, 17 Sptember 2015. 
33 Muh Muh. Arif, Ketua Komite Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto, wawancara di rumahnya, tanggal  23 September 2015. 
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ruang kelas,  yang cukup luas, tempat wudhu, karpet, peralatan shalat 
(misalnya: Mokena dan sarung), ruang audio yang di dalamnya ada TV, VCD 
dan kaset-kaset yang berhubungan dengan agama, buku-buku agama, LKS, 
perpustakaan, dan lingkungan madrasah yang asri dan nyaman. 
Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dapat mempermudah guru dan 
siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran.  
Proses dikatakan berkualitas apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta 
pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan lain-lain) 
dilakukan secara harmonis dan terpadu, sehingga mampu menciptakan situasi 
pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong 
motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta 
didik. 
Dalam proses pembelajaran, guru di Madrasah Tsanawiyah Ganrang 
Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto telah menggunakan metode 
belajar yang bervariasi sehingga membuat peserta didik lebih mudah 
memahami materi yang disampaikan oleh guru baik itu guru agama serumpun 
maupun guru mata pelajaran yang lain sehingga membuat peserta didik tidak 
bosan atau jenuh dalam proses belajar mengajar. Di Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu diadakan beberapa kegiatan keagamaan, sehingga cukup 
memberikan banyak manfaat atau hasil bagi peserta didik itu sendiri, di antara 
hasil yang diperoleh  peserta didik dari terlaksananya beberapa kegiatan 
keagamaan yaitu: misalnya; dengan diadakannya wajib jama‘ah dhuhur di 
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mesjid yang ada disekitar sekolah , sehingga para peserta didik yang ada akan 
tertanam pembiasaan shalat dengan berjama‘ah, hal ini bisa dilihat dari 
pelaksanaan berjama‘ah setiap waktu shalat suhur walaupun tanpa adanya 
perintah terlebih dahulu dari guru peserta didik sudah berantusias mengikuti 
berjama‘ah  setiap waktu shalat suhur tiba, disamping itu dari kegiatan tersebut 
di isi pula dengan kegiatan pengembangan diri yakni tadarus Alquran dan 
praktek dakwah islamyah, kegiatan ini secara berkesinambungan terlaksana 
bersama-sama dengan guru dan peserta didik. 
               (Gassing) menyatakan bahwa hasil (output) pendidikan dipandang 
berkualitas jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler 
pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau 
menyelesaikan program pembelajaran tertentu. 34 Keunggulan akademik 
dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik.Sedangkan keunggulan 
ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh 
siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. 
Dengan didukung pengelolaan Sekolah yang baik, maka tidak dapat 
dipungkiri bahwa Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu ini dapat menghasilkan 
mutu lulusan yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dari peserta didik lulusan 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu sebagian besar banyak yang diterima di 
SMA Negeri unggulan yang tentunya penguasaan membaca Alquran dengan 
                                                           
34 H.Gassing. Pengawas Kementrian Agama Kabupaten Jeneponto, wawancara,         
15 September  2015. 
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baik dan kemampuan berbahasa yang mumpuni baik itu bahasa arab maupun 
bahasa inggris, disamping itu peserta didik dibekali dengan beberapa 
keterampilan seperti perbengkelan, menjahit, perikanan dan holtikultura 
sehingga peserta didik mampu membuka usaha dengan keterampilan tersebut. 
Peserta didik Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu juga meraih prestasi dalam 
berbagai bidang, diantaranya yaitu: memperoleh juara pidato, tilawatil Quran 
dan cerdas cermat dan bidang extrakurikuler seperti pramuka, dan olahraga. 
Selain itu peserta didik juga banyak yang memperoleh nilai di atas Standar 
Kelulusan Minimal (SKM) untuk bidang studi bahasa inggris. 
   Mengingat demikian pentingnya pengelolaan pendidikan yang baik 
dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) demi untuk kelangsungan dan 
kualitas generasi penerus bangsa, maka pelaksanaan Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto berlangsung secara efektif dan efesien dalam bentuk 
proses pembelajaran. Hal ini didukung oleh sumber daya manusia yang 
profesional untuk mengoperasikan Sekolah, pengelolaan keuangan, penggunaan 
sarana dan prasarana yang memadai serta mendapat dukungan dari masyarakat 
atau orang tua peserta didik. Oleh sebab itu, dengan kepribadian dan sumber 
daya manusia yang dapat di andalkan maka kualitas pendidikan pada umumnya 
dan terkhusus lembaga pendidikan keagamaan akan terjamin untuk masa yang 
akan datang. Dari kualitas sumber daya manusia dan output lembaga 
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pendidikan inilah, H.A.R. Tilaar mengatakan harus adanya upaya kontrol 
lembaga pendidikan terhadap output-nya.  
E. Faktor Pendukung dan Tantangan Kepemimpinan Kepala Sekolah 
serta Solusinya Melalui Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 
a. Faktor Pendukung  
Adapun faktor pendukung  dalam  kepemimpinannya sebagai berikut: 
1. Latar belakang Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
yang berasal dari guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Tauladan. 
 Apabila memperhatikan latar belakang pendidikan Kepala Sekolah 
maka peneliti meyakinkan kepemimpinannya sangat potensial, karena Kepala 
Sekolah yang ada di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto diangkat dari guru sekolah sehingga memungkinkan 
kinerja yang baik dan memahami kebutuhan sekolah terutama akan kompetensi 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya, disamping itu dukungan dari 
kementrian Agama Kabupaten Jeneponto yang terus melakukan peningkatan 
kompetensi Kepala Sekolah lewat pengiriman dalam berbagai pelatihan dan 
workshop yang dibutuhkan oleh Kepala Sekolah, seperti yang telah di 
ungkapkan oleh Mapenda Kementrian Agama Bapak (H. Saharuddin. M.Pd) 
yang diwawancarai secara ekslusif diruang kerjanya. Bahwa demi untuk 
menambah kompetensi Kepala Sekolah maka pihak Kementrian Agama 
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memotivasi para Kepala Sekolah lewat pengirimannya dalam berbagai 
pelatihan dan memfasilitasi bagi Kepala Sekolah yang melanjutkan study 
kejenjang yang lebih tinggi.35 
2. Kerjasama yang baik antara Kepala Sekolah dengan pihak Sekolah. 
Salah-satu hal yang menjadi faktor penunjang kinerja Kepala Sekolah di 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu adalah keinginan para guru untuk 
disupervisi karena mereka mengangap dengan supervisi kita bisa menjadi lebih 
maju terutama dalam hal profesi keguruan yang dituntut untuk senantiasa 
memperbaiki kualitas diri sebagai seorang pendidik, yang menjadi teladan yang 
bukan hanya di lingkungan Sekolah namun terlebih dalam lingkungan sosial 
kemasyarakatan, hal ini diperkuat oleh pernyataan  salah seorang orang tua 
peserta didik (Sulaeman Natsir. S.Com) bahwa salah satu hal yang menjadi 
faktor keberhasilan Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu adalah semangat dan 
kerja keras seluruh perangkat sekolah yang ada, baik itu Kepala Sekolah guru-
guru sampai kepada tenaga kependidikan semuanya saling bersinergi dalam 
mengembangkan lembaga pendidikannya.36 
3. Semangat belajar peserta didik tinggi 
Peserta didik yang ada di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu, 
semangat belajarnya sangat tinggi, karena rata-rata orang tua peserta didik sadar 
akan pendidikan. 
                                                           
35
H.Saharuddin. Mapendais  Kementrian Agama Kabupaten Jeneponto.Wawancara di 
ruang kerjanya. 15 September  2015 
36
Sulaeman  Natsir.  Orang Tua/ Wali  Peserta  Didik.  Wawancara,  dirumahnya.              
23 September  2015 
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b. Tantangan   
Dalam kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS), Kepala Sekolah menghadapi  tantangan yang senantiasa 
mengganggu kelancaran prosespengembangan pendidikan di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi sejumlah hambatan yang 
dihadapi oleh Kepala Sekolah dalam kepemimpinannya. Kepala Sekolah 
Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten  Jeneponto, antara lain: 
1. Sebagian besar guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
masih berstatus honorer, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya belum 
maksimal disebabkan karena masih mencari pekerjaan sampingan untuk 
mencukupi kebutuhannya sehari-hari.   
2. Mata pencaharian orang tua peserta didik sebagian besar adalah petani 
sehingga banyak peserta didik yang tidak maksimal mengikuti 
pembelajaran dengan alasan membantu orang tua.  
3. Banyaknya guru mata pelajaran, baik itu guru mata pelajaran umum 
maupun guru mata pelajaran Agama serumpun, yang menyulitkan Kepala 
Sekolah dalam melakukan bimbingan karena kompetensi Kepala Sekolah 
berasal dari guru mata pelajaran Agama.37 selain kendala di atas masalah 
                                                           
37 Gassing, Ketua. Pokjawas Kabupaten Jeneponto,wawancara di ruang kerjanya 
tanggal 17 September 2015. 
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lain yang sering di jadikan   alasan adalah tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu masih 
minim pengalaman mengingat rata-rata masih berusia muda, ini terjadi 
karena pihak yayasan merekrut tenaga guru yang kebanyakan dari kaum 
muda yang baru selesai dari bangku perkuliahan. 
4. Kepala Sekolah masih kesulitan membagi waktu karena Kepala Sekolah 
yang ada di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto, bukan hanya membimbing Guru namun Kepala 
Sekolah juga Mengajar di kelas. Seperti yang telah di unkapkan oleh 
H.Saharuddin.S.Ag.M.Pd bahwa salah satu yang menjadi kendala dalam 
pelaksanaan tugas Kepala Sekolah adalah, adanya tugas ganda yakni 
disamping Kepala Sekolah di madrasah juga mengajar di kelas dan 
membimbing guru yang ada di sekolah.38 
c. Solusi   
 
Sebagai solusi dari kendala yang dihadapi Kepala Sekolah adalah 
sebagai berikut: 
1. Kementerian Agama harus mengangkat mengangkat Kepala Sekolah 
yang cukup kompoten yang berstatus guru berpengalaman membina,  
mengarahkan dan membina Sekolah, karena Kepala Sekolah  yang ada 
mempunyai tugas ganda yakni mengajar di kelas, membimbing  juga 
                                                           
                             
38
H. Saharuddin.  Kepala  Seksi  Mapemda. Kementrian  Agama  Kabupaten 
Jeneponto.Wawancara.diruang kerjanya. 16 September  2015. 
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mengawasi dan mengevaluasi pula guru  di kelas yang ada di sekolah. 
2. Sebaiknya Kepala Sekolah memberikan kesempatan lebih kepada para 
guru dan tenaga kependidikandi sekolah dalam memberikan bimbingan 
sehingga kepemimpinan internal yang dilakukan oleh Kepala Sekolah 
tidak terjadi kesenjangan ilmu mengenai kompetensi kepemimpinan yang 
dimiliki kepala sekolah, semua itu bertujuan untuk menutupi kekurangan 
waktu yang dimiliki oleh Kepala Sekolah dalam mengevaluasi dan 
membimbing para guru dan tenaga kependidikan yang ada, khususnya 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten 
Jeneponto. Dan menjadikan Kepala Sekolah dan guru sebagai mitra kerja, 
supaya guru tidak menilai supervisor sebagai inspeksi.Solusi lain, Kepala 
Sekolah jangan pernah berhenti memberikan bimbingan, nasehat dan 
dipecahkan bersama. 
Solusi dan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sekolah pada Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto adalah: 
a. Solusi kepemimpinan adalah Kepala Sekolah harus meningkatkan 
kompetens ikepemimpinan sesuai dengan kebutuhan guru dan pentingnya 
peningkatan kualitas kepala sekolah tentang skill  kepemimpinan, serta tetap 
memberikan pemahaman betapa pentingnya supervisi pendidikan, baik dari 
segi supervisi akademik maupun supervisi manajerialnya. Sebagaimana 
dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah: 
1) Membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan yang sebenarnya; 
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2) Membantu guru melihat lebih jelas persoalan dan kebutuhan peserta didik 
pemula dan membantu mereka sedapat mungkin agar dapat memenuhi 
kebutuhan itu; 
3) Membantu guru mengembangkan kecakapan belajar lebih besar; 
4) Membantu guru melihat kesukaran peserta didik belajar dan membantu 
pelajaran efektif; 
5) Membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam 
suatu tim efektif, bekerjasama secara intelligent, dan saling menghargai 
untuk mencapai tujuan yang sama. 
Membantu memberi pengertian kepada masyarakat mengenai program 
sekolah agar dapat mengerti dan membantu usaha sekolah.untuk menjadi guru 
yang profesional harus menguasai beberapa hal sebagai berikut: 
a. Menguasai kurikulum serta perangkat pedoman pembelajaran; 
b. Menguasai materi mata pelajaran yang harus diajarkan; 
c. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai metode yang 
bervariasi; 
d. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media 
pembelajaran; 
e. Terampil menyelenggarakan evaluasi proses dan hasil belajar; 
f. Memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi guru terhadap tugasnya dan 
disiplin melaksanakan tugasnya. 
Dengan adanya uraian di atas bahwa sebagai pelaku pendidikan harus 
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mengetahui betapa pentingnya supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah 
khususnya pada Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto. 
b. Hasil pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sekolah adalah setelah diadakan 
observasi, kunjungan kelas dan supervisi oleh Kepala Sekolah, secara jelas 
diharapkan adanya perubahan sikap terhadap guru akan mengerti bagaimana 
mengajar dan menggunakan metode yang baik. Hendaknya Kepala Sekolah 
menerapkan peranannya sebagai motivator, artinya sebagai Kepala Sekolah 
hendaknya: 
1) Membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai 
prestasi kerja yang semakin baik; 
2) Mendorong guru mempraktekkan gagasan-gagasan baru yang dianggap 
baik bagi penyempurnaan proses belajar mengajar; 
3) Bekerjasama dengan guru untuk mewujudkan perubahan yang 
dikehendaki; 
4) Merangsang lahirnya ide baru; dan 
5) Menyediakan rangsangan yang memungkinkan usaha-usaha pembaharuan 
dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. 
Uraian di atas cukup memberikan masukan kepada setiap Kepala 
Sekolah bahwa selaku Kepala Sekolah harus mengetahui tugas pokoknya. 
Khususnya di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto, Sebagaimana tuntutan sekarang bahwa sekolah dan 
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madrasah harus berkompetisi demi kemajuan pendidikan di Indonesia, sehingga 
pemerintah tidak membedakan sekolah negeri dengan sekolah swasta. 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten 
Jeneponto harus memperlihatkan kemajuan baik dari kualitas maupun dari 
kuantitas dan sarana dan prasarananya harus bermutu. 
Menurut (Rohani S.Ag.MM), sebagai kepala sekolah dikatakan 
berkualitas bilamana telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
1.   Gedung yang cukup dan memadai 
2.   Guru yang profesional 
3.   Jumlah siswa 
4.   Kepala sekolah mempunyai RPS 
5.   Kepala sekolah mempunyai program kerja tahunan 
6.   Komite sekolah harus aktif 
7.   Pengelolaan dana harus transparan 
8.   Standar nilai minimal 7,5 
9.    Kedisiplinan meningkat 
10. Kesejahteraan guru meningkat.39 
 
Dengan uraian tersebut di atas, bahwa sebagai pelaku pendidikan harus 
mengetahui betapa pentingnya menempatkan  guru yang masih aktif dan 
produktif, demi untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto karena 
madrasah tersebut mempunyai potensi untuk menjadi lembaga pendidikan yang 
diharapakan dimasa yang akan datang.mengingat animo orang tua peserta didik 
yang cukup besar untuk memasukkan anak-anaknya menimbah ilmu di sekolah 
tersebut. 
Dipahami bahwa  kepemimpinan merupakan suatu produksi untuk 
                                                           
39Rohani.Kepala Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamtan Turatea Kabupaten 
jeneponto, wawancara.di ruang kerjanya 19 Sptember 2015. 
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menghasilkan mutu yang diawasinya untuk mencari cara bagaimana melakukan 
penilaian dan pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan pada sekolah  secara 
menyeluruh baik teknis pendidikan maupun administrasi,  
Walaupun perangkat pembelajaran sudah dimiliki namun secara 
kontinyu guru belum menerapkan secara maksimal, tentunya sangat 
berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah 
Ganrang Batu,  Pada hal melihat tanggung jawab selaku Kepala Sekolah sudah 
dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Persoalan penilaian terhadap seorang 
Kepala Sekolah seyogyanya tidak ditekan pada sejauh mana ia telah 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan uraian jabatan, melainkan sejauh mana ia 
telah berhasil mewujudkan misi kepemimpinannya. 
Oleh sebab itu, titik berat kriteria penilaian atas kinerja seorang Kepala 
Sekolah haruslah pada perubahan yang terjadi sesuai dengan misi 
kepemimpinannya.Ini berarti bahwa meskipun pelaksanakan evaluasi akademik 
Kepala Sekolah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai prosedur 
administrasi yang ada.Namun jika tidak ada bukti-bukti mengenai peningkatan 
keberhasilan pengajaran, maka kinerjanya harus dinilai rendah. Salah satu 
acuan penting dalam penilaian ini adalah tidaknya pengajaran yang efektif dan 
terwujud atau isi kesepakatannya dibuat bersama oleh guru dan Kepala Sekolah 
mengenai target output pengajaran. 
Lembaga pendidikan apapun bentuk dan sifatnya berusaha akan 
memperbaiki input, proses, maupun outputnya. Dengan demikian, lembaga 
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pendidikan harus mempersiapkan hasil lulusannya yang berkualitas, bermoral, 
berakhlak dan berprestasi yang membawa harum lembaga pendidikannya. 
Dengan demikian, bahwa tujuan kepemimpinan di sekolah dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. 
2. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar peserta didik. 
3. Membantu guru dalam menggunakan belajar sumber-sumber pengalaman 
belajar. 
4. Membantu guru dalam menggunakan metode-metode dan alat-alat 
pelajaran modern. 
5. Membantu guru dalam hal memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 
6. Membantu guru dalam hal menilai kemajuan peserta didik dan hasil 
pekerjaan guru itu sendiri. 
7. Membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan 
tugas-tugas yang diperolehnya. 
8. Membantu guru dalam membina reaksi mental dan moral pekerjaan 
9. Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap 
masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat dan 
seterusnya. 
10. Membantu guru agar tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan 
sekolah. 
Dalam rangka peningkatan kinerja Kepala Sekolah harus bermuara 
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kepada peningkatan mutu guru, sekolah dan siswa. Kepala Sekolah bukanlah 
mencari kesalahan guru, melainkan memberikan bimbingan kepada guru, 
karena kepala sekolah  adalah guru juga. 
Di dalam masyarakat yang sedang berkembang ini seorang guru 
hendaknya dapat mengikuti perkembangan, jika tidak, maka kita akan tertinggal 
dan secara tidak sadar menjadi faktor penghambat bagi perkembangan prestasi 
siswa. Justru itulah kinerja Kepala Sekolah lebih ditingkatkan, sehingga 
pendidikan di sekolah akan lebih berhasil sebagaimana yang diharapkan. 
Pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap peningkatan kualitas 
guru apapun alasannya pasti ada pengaruh.Untuk melihat sejauh mana 
pengaruhnya, penulis menyampaikan hasil penelitian.Menurut Ketua Komite 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu bahwa guru dulunya mengajar tanpa RPP 
dan sekarang sudah ada, mengajar sudah menggunakan alat peraga dan kepala 
sekolah sudah melengkapi administrasinya.40 
Di tempat lain (Zainal Abidin) mengemukakan pengaruh kepemimpinan 
Kepala Sekolah meliputi nilai anak selalu meningkat dan tingkat kedisiplinan 
guru meningkat.41 
Menurut (Gassing) dengan di adakannya supervisi lewat Manajemen 
Berbasis Sekoah (MBS) sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas 
                                                           
40Muh, Arif, Ketua Komite Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto, wawancara di dirumahnya tanggal 23 September 2015. 
41
Sainal Abidin. Guru Ilmu Pengetahuan Alam Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Wawancara di ruang guru 23 September 2015 
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pendidikan terbukti setelah diadakannya supervisi secara spontan kepala 
madrasah, guru dan stafnya termotivasi dalam hal melaksanakan tugas.42 
Namun sering mengalami kendala-kendala dalam kepemimpinan antara 
lain, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah 
Tsanawiyah Ganrang Batu tergolong masih minim pengalaman karena rata-rata 
masih berusia muda sehingga masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan 
secara kontinyu. 43 Dari kendala tersebut Kepala Sekolah dapat mencari 
solusinya yakni tidak pernah berhenti memberikan bimbingan, nasehat dan 
dipecahkan bersama melalui monitoring dan evaluasi. 
Obyek penilaian kepemimpinan Kepala Sekolah dapat dikemukakan 
bahwa ukuran yang tepat untuk menilai kepemimpinan Kepala Kekolah 
madrasah Tsanawiyah Ganran Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 
adalah: 
1. Melalui observasi aktivitas kinerja beberapa Kepala Sekolah yang ada di 
KKMnya di Kabupaten Jeneponto, seperti membuat program kerja, 
mempersiapkan sarana, melakukan suverfisi atau kunjungan kelas, 
menentukan tindak lanjut serta melaporkan hasil suverfisi yang 
ditemukan. Bahwa kepala sekolah yang berlaku seperti di atas, mereka 
dapat menampilkan aktivitas kepemimpinannya yang baik karena 
                                                           
42 H Gassing.Pengawas Kementrian Agama Kabupaten Jeneponto, Wawancara di 
ruang kerjanya  15 September  2015. 
43Syafaruddin.S.Sos. Ketua Yayasan Mts Ganrang Batu, wawancara di Rumahnya    
20 September  2015. 
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didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut: 
a. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi 
b. Kemampuan profesional yang memadai 
c. Motivasi, pengalaman dan fasilitas kerja 
d. Motivasi agama yang tinggi dan ikhlas 
2. Melalui wawancara dengan Tokoh Masyarakat, tokoh pendidik, dan 
orang tua siswa yang ada disekitar Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto tentang kinerja Kepala Kekolah 
terungkap bahwa : 
a. Terlaksana sesuai dengan program pemerintah terbukti dimana Kepala 
Sekolah telah melaksanakan supervise terpadu, baik supervisi manajerial 
maupun supervisi akademik. 
b. Dengan adanya supevisi melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) maka 
secara spontan Kepala Sekolah dan guru termotivasi dalam hal 
melaksanakan tugas demi peningkatan kualitas lembaga pendidikan.44 
Demikian temuan yang dapat dikemukakan penulis tentang 
kepemimpinan Kepala Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, melalui observasi dan wawancara 
baik secara lisan maupun secara tertulis. Lancarnya suatu supervisi yang 
dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dalam arah perbaikan kepemimpinannya, 
                                                           
44 H.Saharuddin. Kepala Mapendais Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, 
wawancara di kerjanya16 September 2015. 
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merupakan tugas pokok dan tanggung jawab Kepala Sekolah harus 
diperhatikan. 
Konsekuensi pelaksanaan supervisi Kepala Sekolah selama ini bukan 
atas dasar terpenuhinya sarana dan prasarana, atau alat transportasi serta 
kesejahteraan yang memadai, namun pelaksanaan supervisi kepemimpinan 
dilaksanakan atas dasar tanggung jawab yang tinggi, serta memiliki motivasi 
ibadah, kesabaran atas tugas yang diamanatkan kepadanya. Tetapi pada 
prinsipnya Kepala Sekolah adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung 
jawabannya oleh pengatur alam semesta yang tiada lain adalah Allah Swt. 
Sekaitan dengan itu (Rohani) mengharapkan kepada semua guru dan 
tenaga kependidikan bahwa untuk melaksanakan tugas dengan baik seharusnya 
stakeholder memelihara persatuan dan kesatuan Kepala Sekolah dan guru 
antara guru dengan kepala madrasah, guru dengan tenaga kependidikan.45 
Adapun kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, karena 
guru sebagaimana disebutkan di atas bahwa  masih ada guru yang kurang 
lengkap perangkat pembelajarannya, padahal diharapkan guru melengkapi 
perangkatnya dan mengaplikasikannya dalam  melaksanakan tugasnya sebagai 
pemegang kunci keberhasilan pendidikan di sekolah, maka Kepala Sekolah 
harus melaksanakan tugasnya sebagai pembina terhadap guru tersebut. 
Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten 
                                                           
45 Gassing. Ketua Pokjawas Kabupaten Jeneponto, wawancara di ruang kerjanya        
17 September  2015. 
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Jeneponto adalah lembaga pendidikan yang tergolong lama dengan dukungan 
semangat dan kerja keras serta peran serta dari berbagai pihak, mereka sudah 
mampu mencetak banyak prestasi sebagai harapan untuk mencetak generasi 
masa depan yang berilmu dan berakhlak mulia yang tersebar di berbagai 
pelosok tanah air. Olehnya itu di harapakan kepada Kepala Sekolah untuk tidak 
berhenti melakukan pembinaan melalui kerjasama dengan para guru, tenaga 
kependidikan dan komite dan semua stakeholder Madrasah. 
Seiring dengan perjalanan waktu Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu 
memperlihatkan lembaga pendidikan yang bermutu lewat kepemimpinan 
Kepala Sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).Mutu dalam 
konteks tesis ini adalah mutu proses pembelajaran dan hasil belajar. Mutu 
proses mengacu kepada standar proses seperti yang tertuang di dalam PP 
Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP 19/2005, bab 1, ayat 
6 menyatakan, “standar proses adalah standar nasional pendidikan untuk 
mencapai standar kompetensi lulusan.” Standar kompetensi lulusan ditegaskan 
pada ayat 4 seperti berikut, “standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan”.46 
Untuk mencapai yang dimaksud di atas keberadaan Kepala Sekolah 
sangat penting terkait dengan tugas pokoknya yakni menilai dan membina 
teknik pendidikan dan teknik administrasi. 
Peraturan pemerintah di atas dinyatakan “proses pembelajaran pada 
                                                           
                46H.M. Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, h. 34 
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satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik.” 
Adapun  cara untuk menciptakan sekolah yang berkualitas adalah: 
memberdayakan MBS, yang terlibat dalam MBS yaitu: 
1. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah 
Peran dan fungsi Departemen Pendidikan di Indonesia di era otonomi 
daerah sesuai dengan PP No. 25 tahun 2000 menyebutkan bahwa tugas 
pemerintah pusat antara lain “menetapkan standar kompetensi siswa dan 
warga, peraturan kurikulum nasional dan sistem penilaian hasil belajar, 
penetapan pedoman pelaksanaan pendidikan, penetapan pedoman pembiayaan 
pendidikan, penetapan persyaratan, perpindahan sertifikasi siswa, warga 
belajar dan mahasiswa.”47 
Menjaga kelangsungan proses pendidikan yang bermutu, menjaga 
kesetaraan mutu antara daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi agar 
tidak terjadi kesenjangan yang mencolok, menjaga keberlangsungan 
kepembentukan budi pekerti, semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme 
melalui program pendidikan Peran Pemerintah daerah adalah memfasilitasi dan 
membantu kepemimpinan Sekolah dan kinerja guru dan seleksi karyawan, 
                                                           
               47 H.M. Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, h. 1 
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Dalam kaitannya dengan kurikulum, menspesifikasikan-kan tujuan, sasaran, 
dan hasil yang diharapkan dan kemudian memberikan kesempatan Kepada 
Sekolah menentukan metode untuk menghasilkan mutu pembelajaran.  
Pemerintah kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsi: 1) 
Memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri atau 
swasta; 2) memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh 
asset atau sumber daya pendidikan yang meliputi tenaga guru, prasarana dan 
prasarana pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan dan sebagainya; 3) 
melaksanakan tugas pembinaan dan pengurusan atas tenaga pendidik yang 
bertugas pada satuan pendidikan. Selain itu dinas kabupaten/kota bertugas 
sebagai evaluator dan innovator, motivator, standarisator, dan informan, 
delegator dan coordinator. 
2. Peran Dewan Sekolah dan Kepala  Sekolah 
Dewan sekolah (komite sekolah) memiliki peran: menetapkan 
kebijakan-kebijakan yang lebih luas, menyatukan dan memperjelas visi baik 
untuk pemerintah daerah dan sekolah itu sendiri, menentukan kebijakan 
sekolah, visi dan misi sekolah dengan mengacu kepada ketentuan nasional dan 
daerah, menganalisis kebijakan pendidikan, melakukan komunikasi dengan 
pemerintah pusat, menyatukan seluruh komponen sekolah. Kepala Sekolah 
berperan sebagai fasilitator antara kebijakan pemda kepada masing-masing 
sekolah antara lain menjelaskan tujuan akademik dan anggarannya serta 
memberikan bantuan teknis ketika sekolah menghadapi masalah dalam 
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menerjemahkan visi pemda. Mereka memberikan kesempatan untuk 
mengembangkan profesionalisme staf sekolah, melakukan eksprimen metode 
pengajaran, dan menciptakan jalur komunikasi antara sekolah dan staf Pemda 
atau Kementrian Agama . 
3. Peran Kepala Sekolah 
Pada tingkat sekolah, peran kepemimpinan Kepala Sekolah sangat 
sentral. Untuk itu peran Kepala Sekolah adalah: sebagai evaluator, manajer, 
administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator. Tujuh peran utama 
kepala sekolah: sebagai (1) Educator (pendidik) (2) Manajer (3) administrator 
(4) supervisor (5) leader (6) pencipta iklim kerja (7) wirausahawan.  
Oleh karena itu, Kepala Sekolah dapat mewujudkan peran-peran di atas, 
secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan kompetensi guru, yang pada gilirannya dapat membawa efek 
terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 
4. Peran Serta Guru 
Pedagogik reflektif menunjuk tanggung jawab pokok pembentukan 
moral maupun intelektual dalam sekolah terletak pada para guru.Karena dengan 
dan melalui peran para guru hubungan personal autentik untuk penanaman 
nilai-nilai bagi para siswa berlangsung. Untuk itu guru yang profesional dalam 
kerangka pengembangan MBS perlu memiliki kompetensi antara lain 
kompetensi pendidikan (integritas, moral, etika dan etos kerja), kompetensi 
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akademik (sertifikasi pendidikan, menguasai bidang tugasnya) dan kompetensi 
kinerja (terampil dalam pengelolaan pembelajaran). 
5. Peran Orang Tua dan Masyarakat 
Karakteristik yang paling menonjol dalam konsep MBS adalah 
pemberdayaan partisipasi para orangtua dan masyarakat. Sekolah memiliki 
fungsi subside, fungsi primer pendidikan ada pada orangtua. Menurut Cheng  
ada dua bentuk pendekatan untuk mengajak orangtua dan masyarakat 
berpartisipasi aktif dalam pendidikan.  
Pertama, Pendidikan school based dengan cara mengajak orangtua siswa 
datang ke sekolah/madrasah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi 
guru orangtua dan mengunjungi anaknya sedang belajar di sekolah. Kedua, 
home based, yaitu orangtua membantu anaknya belajar di rumah dan guru 
berkunjung ke rumah. Sedangkan, peran masyarakat bukan hanya dukungan 
finansial, tetapi juga dengan menjaga dan menciptakan lingkungan sekolah 
yang aman dan tertib serta menjalankan control sosial di sekolah.Peran tokoh-
tokoh masyarakat dengan jalan menjadi penggerak, informan dan penghubung, 
koordinator dan pengusul. 
Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan dari tulisan ini dalam 
rangka menjadikan lembaga pendidikan yang berkualitas adalah: 
a. Dilihat dari segi proses dan hasil pendidikan, Proses pendidikan yang 
berkualitas apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses 
pendidikan itu Sendiri. Sedangkan kualitas pendidikan dari segi hasil 
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pendidikan mengacu pada tingkat keberhasilan yang dicapai oleh sekolah 
pada setiap kurun waktu tertentu dalam berbagai badan (akademik, 
keterampilan dan suasana serta kondisi madrasah. 
b. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan system Total 
Quality Manegement (TQM). TQM dalam pendidikan adalah pendekatan 
pengelolaan peningkatan mutu secara menyeluruh dengan mempergunakan 
dan memberdayakan sumber daya pendidikan yang tersedia. 
c. Manajemen Berbaris Sekolah (MBS) dapat menjadi alternatif peningkatan 
mutu pendidikan. Pemberdayaan semua sumber daya pendidikan, termasuk 
partisipasi dan pemberdayaan komite sekolah atau orang tua dan masyarakat 
untuk mengembangkan pendidikan.  
Selanjutnya, dalam realita yang dialami ternyata implementasi 
manajemen mutu pendidikan tidak selamanya berjalan mulus dan lancar, 
seringkali malah muncul berbagai kendala. Deming dalam Tjutju Yuniarsih  
mengelompokkan faktor penyebab kegagalan mutu pendidikan ke dalam dua 
kriteria, yaitu: penyebab umum kegagalan pendidikan berkenan dengan 
rendahnya desain kurikulum, gedung tidak memadai, lingkungan kerja tidak 
menunjang, sistem dan prosedur kerja tidak cocok, pengaturan waktu tidak 
mencukupi, kurangnya sumber, dan pengembangan staf tidak memadai. 
Sedangkan penyebab khusus kegagalan tersebut muncul karena prosedur dan 
peraturan tidak terpenuhi; staf tidak memiliki keterampilan, pengetahuan dan 
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sikap kerja sebagaimana mestinya; kurangnya motivasi; kegagalan 
komunikasi; serta perlengkapan tidak memadai. 
Untuk mengatasi kendala dalam implementasi pendidikan seperti 
diuraikan di atas harus dilandasi dengan perubahan sikap dan cara kerja 
personil. Pemimpin lembaga pendidikan harus memberikan motivasi agar 
bekerja dengan baik, misalnya dengan jalan menciptakan iklim kerja yang 
menyenangkan, menyediakan sarana yang baik (baik secara kualitas maupun 
kualitasnya karena dari merekalah diharapkan tercapainya output dan outcome 
yang betul-betul memiliki mutu komparatif. 
Pemberdayaan kepala sekolah sebagai pejabat fungsional maka ada 
beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam menunjang tercapainya 
proses kepemimpinan yang baik. Seorang kepala sekolah yang baik dalam 
menjalankan tugas mereka harus siap membimbing guru yang mengalami 
kesulitan dalam proses pembelajaran. 
Menurut PP RI No. 28/1990 dan dipertegas oleh Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2011 tentang Pedoman standar 
Pelayanan Minimal penyelenggaraan Persekolahan Bidang pendidikan dasar 
dan menengah, bahwa penilaian keberhasilan pendidikan di sekolah mencakup 
empat komponen.  
Komponen pertama yang diukur adalah kegiatan dan kemajuan belajar 
siswa. Tujuannya terutama untuk: mengetahui bagaimana proses pembelajaran 
berlangsung, mengetahui proses pembimbingan dan pembinaan kepada siswa, 
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mengukur efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta mengukur 
kemajuan dan perkembangan hasil belajar siswa.  
Komponen kedua berkenan dengan pelaksanaan kurikulum. Tujuannya 
untuk mengetahui: kesesuaian kurikulum dengan dinamika tuntutan kebutuhan 
masyarakat, pencapaian kemampuan siswa berdasarkan standar budaya 
sekolah yang telah ditetapkan, ketersediaan sumber belajar yang relevan 
dengan tuntutan kurikulum, cakupan materi lokal sesuai dengan kebutuhan 
daerah setempat, serta kelancaran pelaksanan kurikulum sekolah secara 
keseluruhan. 
Komponen ketiga: guru dan tenaga pendidikan lainnya. Maksudnya 
untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dan kewenangan 
profesional masing-masing personil dapat ditampilkan dalam pekerja sehari-
hari. 
 Komponen keempat: adalah kinerja satuan pendidikan sebagai satu 
keseluruhan. Penilaiannya mencakup: kelembagaan, kurikulum, siswa, guru 
dan non guru, sarana dan prasarana, administrasi, serta keadaan umum satuan 
pendidikan tersebut. Penilaian ini untuk melihat sejauh mana mutu pendidikan 
yang bisa dicapai sekolah itu, dan bagaimana posisinya dengan sekolah lain 
yang ada di sekitarnya maupun secara rasional. Jadi secara keseluruhan, 
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penilaian komponen keempat ini berfungsi sebagai alat kontrol bagi perbaikan 
dan pengembangan mutu pendidikan selanjutnya.48 
Apabila keempat komponen tersebut di kuasai oleh seorang tenaga 
pendidik dalam Pelaksanaan proses pembelajaran yang tidak terlepas dari 
bimbingan Kepala Sekolah, maka guru-guru apa memiliki kompetensi 
mengajar, sekurang-kurangnya memiliki kompetensi dasar (basic competency) 
yang meliputi kompetensi dan penguasaan bahan materi yang diajarkan, 
mengetahui, memahami dan mengaplikasikan suatu metode yang tepat dan 
sesuai, memahami dan menghayati, serta mempraktekkan metode ini dalam 
proses pembelajaran.  
Seorang guru mutlak menguasai mata pelajaran dan bahan pelajaran 
yang akan diajarkan kepada peserta didik. Begitu juga dengan keharusan 
penguasaan metode mengajar adalah suatu hal yang sangat penting, sebab 
walaupun guru menguasai materi dan bahan ajar, tetapi cara penyampaian dan 
tujuan pembelajaran itu tidak tepat, maka tujuan tidak akan tercapai secara 
optimal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan 
dalam proses pendidikan akan sangat tergantung pada beberapa faktor yang 
meliputi ; peserta didik, instrumen pembelajaran, instrumen penunjang dan 
penggerak proses pendidikan. Bila semua faktor tersebut dapat berperan secara 
baik maka tidak mustahil proses pendidikan akan mencapai sasaran yang 
diharapkan bersama 
                                                           
              48 Jerry H. Makawimbang, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan, h. 194 
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BAB V 
 PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  melalui  Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS)  mengacu  kepada  Undang-Undang  No.20 Tahun 2013 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum untuk 
mengelola pendidikan dengan menerapkan prinsip demokrasi, 
desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dalam berbagai upaya  penyempurnaan kurikulum, peningkatan 
mutu guru, penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dengan 
melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam peningkatan pengelolaan 
manajemen sekolah yang tertib, efesien dan efektif sehingga visi dan misi 
sekolah dapat tercapai dengan baik sesuai harapan masyarakat.  
2. Faktor pendukung  kepemimpinan yaitu Kepala Sekolah  yang ada di 
kementrian agama di angkat dari latar belakang sebagai tenaga pendidik 
sehingga mereka memahami  kebutuhan sekolah, terutama dalam hal 
kompetensi tenaga pendidik di sekolah. Faktor Penghambat  
kepemimpinan adalah Kepala Sekolah mempunyai tugas ganda   yakni 
disamping sebagai Kepala Sekolah  dan mereka juga mengajar,  
mengawasi dan membimbing  guru di kelas.  
3. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah  Kementerian 
Agama melakukan pembenahan terhadap Kepala Sekolah dalam 
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melaksanakan tugas pada sekolah yang dipimpinnya dan memberikan 
pemahaman betapa pentingnya supervisi akademik dan supervisi 
manajerial dalam pelaksanaan pendidikan baik didalam kelas maupun 
diluar kelas. 
B.  Implikasi Penelitian 
1. Pihak Kementerian Agama sebaiknya memberikan perhatian yang 
maksimal terhadap  kepemimpinan Kepala Sekolah, mengingat Era 
otonomi daerah telah membawa nuansa baru dalam pengelolaan 
pendidikan, sekolah sebagai satuan pendidian formal yang berstruktur dan 
berjenjang pendidikan dasar dan menengah totalitas dan komponen- 
komponennya mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga 
perlu dikelola secara terib dan efesien melalui suatu manajemen yang 
baik, termasuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sebab tugas sebagai 
pemimpin di sekolah dan guru yang makin meningkat seiring dengan 
perkembangan laju pertumbuhan peserta didik. Dengan data tersebut 
perlu ada jalan tengah melalui pembagian tugas Kepala Sekolah  yang 
lebih khusus antara Kepala Sekolah dengan guru supaya Kepala Sekolah 
bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya. 
2. Peningkatan kualitas guru madrasah terus dipupuk dan dipertahankan 
mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang harus memerlukan 
keterampilan khusus dan berbekal kemandirian. Berkaitan dengan materi 
pembelajaran telah banyak bimbingan dan pelatihan baik oleh pemerintah 
211 
 
                                                                                
maupun swasta yang bergerak di bidang peningkatan kualitas kompetensi 
guru, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pembinaan, karena lembaga 
pendidikan akan meningkat apabila kompetensi guru terus ditingkatkan 
dan hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan Kepala Sekolah yang ada di 
sekolah.  
3. Kepemimpinan Kepala Sekolah  melalui Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) seyogyanya menjadi acuan dalam era otonomi daerah dan 
desentralisasi pendidikan agar bisa menjadi solusi dari kesenjangan 
kualitas pendidikan tiap daerah, karena dengan  MBS masing-masing 
lembaga pendidikan yang ada mempunyai keleluasaan dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan, sebab secara subtansial, sekolah terus 
berkembang untuk memenuhi misi pemerataan, perluasan akses, mutu, 
relevansi, dan daya saing. Dari segi Manajemen sekolah dituntut pula 
untuk semakin menguatkan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan 
publik. 
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BAB V 
 PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  melalui  Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS)  mengacu  kepada  Undang-Undang  No.20 Tahun 2013 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum untuk 
mengelola pendidikan dengan menerapkan prinsip demokrasi, 
desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dalam berbagai upaya  penyempurnaan kurikulum, peningkatan 
mutu guru, penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dengan 
melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam peningkatan pengelolaan 
manajemen sekolah yang tertib, efesien dan efektif sehingga visi dan misi 
sekolah dapat tercapai dengan baik sesuai harapan masyarakat.  
2. Faktor pendukung  kepemipinan yaitu Kepala Sekolah  yang ada di 
kementrian agama di angkat dari latar belakang sebagai tenaga pendidik 
sehingga mereka memahami  kebutuhan sekolah, terutama dalam hal 
kompetensi tenaga pendidik di sekolah. Faktor Penghambat  
kepemimpinan adalah Kepala Sekolah mempunyai tugas ganda   yakni 
disamping sebagai Kepala Sekolah  dan mereka juga mengajar,  
mengawasi dan membimbing  guru di kelas.  
3. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah  Kementerian 
Agama melakukan pembenahan terhadap Kepala Sekolah dalam 
melaksanakan tugas pada sekolah yang dipimpinnya dan memberikan 
pemahaman betapa pentingnya supervisi akademik dan supervisi 
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manajerial dalam pelaksanaan pendidikan baik didalam kelas maupun 
diluar kelas. 
B.  Implikasi Penelitian 
1. Pihak Kementerian Agama sebaiknya memberikan perhatian yang 
maksimal terhadap  kepemimpinan Kepala Sekolah, mengingat Era 
otonomi daerah telah membawa nuansa baru dalam pengelolaan 
pendidikan, sekolah sebagai satuan pendidian formal yang berstruktur dan 
berjenjang pendidikan dasar dan menengah totalitas dan komponen- 
komponennya mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga 
perlu dikelolah secara tertib dan efesien melalui suatu manajemen yang 
baik, termasuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sebab tugas sebagai 
pemimpin di sekolah dan guru yang makin meningkat seiring dengan 
perkembangan laju pertumbuhan peserta didik. Dengan data tersebut 
perlu ada jalan tengah melalui pembagian tugas kepala sekolah  yang 
lebih khusus antara kepala sekolah dengan guru supaya kepala sekolah 
bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya. 
2. Peningkatan kualitas guru madrasah terus dipupuk dan dipetahankan 
mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang harus memerlukan 
keterampilan khusus dan berbekal kemandirian. Berkaitan dengan materi 
pembelajaran telah banyak bimbingan dan pelatihan baik oleh pemerintah 
maupun swasta yang bergerak di bidang peningkatan kualitas kompetensi 
guru, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pembinaan, karena lembaga 
pendidikan akan meningkat apabila kompetensi guru terus ditingkatkan 
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dan hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan Kepala Sekolah yang ada di 
sekolah.  
3. Kepemimpinan Kepala Sekolah  melalui Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) seyogyanya menjadi acuan dalam era otonomi daerah dan 
desentralisasi pendidikan agar bisa menjadi solusi dari kesenjangan 
kualitas pendidikan tiap daerah, karena dengan  MBS masing-masing 
lembaga pendidikan yang ada mempunyai keleluasaan dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan, sebab secara subtansial, sekolah terus 
berkembang untuk memenuhi misi pemerataan, perluasan akses, mutu, 
relevansi, dan daya saing. Dari segi Manajemen sekolah dituntut pula 
untuk semakin menguatkan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan 
publik. 
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